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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 4.8 /UN50/OT/111/2024
TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan
kualitas dalam pelaksanaan tugas unit kerja di
Lingkungan Universitas Bangka Belitung, maka
dipandang perlu untuk diadakan perubahan Prosedur
Operasional Standar (POS) berdasarkan Penyesuaian
Sistem Kerja di Lingkungan Universitas Bangka
Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

-+ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka
Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas
Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka
Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 40087 /MPK/RHS/KP/2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN,
DAN UMUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Prosedur Operasional Standar (POS) pada Biro

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum

Universitas Bangka Belitung yang dimaksud dalam

DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang
Perencanaan dan Evaluasi, sebagaimana terlampir
pada Lampiran [ dan Lampiran II;

2. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang
Perbendaharaan, sebagaimana  terlampir pada
Lampiran III dan Lampiran IV;

3. Prosedur Operasional Standar (POS) Akuntansi dan
Pelaporan, sebagaimana terlampir pada Lampiran V
dan Lampiran VI;

4. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang
Kepegawaian, sebagaimana terlampir pada Lampiran
VII dan Lampiran VIII;

5. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang Hukum
dan Tata Laksana, sebagaimana terlampir pada
Lampiran IX dan Lampiran X,

6. Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang Barang
Milik Negara, sebagaimana terlampir pada Lampiran XI
dan Lampiran XII;

7. Prosedur Operasional Standar (POS) Bagian Umum,
sebagaimana terlampir pada Lampiran XIII dan
Lampiran XIV;



KETIGA

KEEMPAT

Prosedur Operasional Standar (POS) pada Biro
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 15 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,
IBRAHIM
NIP 198104102012121001




Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/OT/III/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1. POS Administrasi Pengusulan Revisi Anggaran Universitas Bangka Belitung
2. POS Administrasi Tata Cara Penetapan PNBP Universitas Bangka Belitung

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

e

IBRAHIM
NIP 198104102012121001



Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/QOT/111/2024.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI

NOMOR POS 001/UN50/POS/F.1/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI PENGUSULAN REVISI ANGGARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

ADMINISTRASI PENGUSULAN REVISI
NAMA POS ANGGARAN UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301);

2 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038);

3 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 60);

4 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NO. 71
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 751);

6 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NO. 190 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi,

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :




ADMINISTRASI PENGUSULAN REVISI ANGGARAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Membuat draft surat pemberitahuan jadwal
pelaksanaan revisi anggaran tahun berjalan

Draft surat pemberitahuan revisi
anggaran

15 Menit

Draft surat pemberitahuan revisi

anggaran

Menandatangani dan mengirimkan surat

Kertas kerja reviu, rekapitulasi

usulan revisi anggaran dan jadwal |10 Menit

Kertas kerja reviu, rekapitulasi
usulan revisi anggaran dan jadwal

telah disahkan kepada masing-masing unit kerja

2 |pemberitahuan jadwal revisi ang;
. garan kepada
masing-masing unit kerja reviu masing-masing unit kerja reviu masing-masing unit kerja
3 Unit kerja mengirimkan usulan revisi anggaran
kepada KPA BA Reviu usulan revisi anggaran S Menit BA Reviu usulan revisi anggaran |-
]
Melakukan rekapitulasi usulan revisi anggaran,
mereview kelangkapan dokumen administratif
4 |yang dipersyaratkan, dan melakukan persiapan Dolsumen rekapitulasi dan laporan 5 Menit Dok.umen rekapitulasi dan laporan .
pelaksanaan review usulan revisi bersama kegiatan kegiatan
dengan unit kerja dan SPI.
L. . Surat usulan revisi, matriks
5 Mengesahkan BA Review usulan revisi anggaran Surat usulan revisi, matriks semula semula meniadi. TOR/KAK, RAB
R i ; jadi, TOR/KAK,
bersama unit kerja dan BPKKU menjadi, TOR/KAK, RAB dan data |5 Menit dan data dukung lainnya sesuai -
dukung lainnya sesuai ketentuan Kketentuan
6 Melak.ukan perbaikan usulan revisi anggaran Dokumen rekapitulasi dan laporan . Dokumen rekapitulasi dan laporan
sesuai dengan catatan pada BA Reviu kegiatan S Menit kegiatan i
. Melakukan rjeka'pitulasi usulan revisi anggaran Surat usulan revisi, matriks semula Suratl: SUIm.l e m‘K‘:\ﬂés RAB
yang telah direviu dan melaporkan hasilnya menjadi, TOR/KAK, RAB dan data |5 Menit semula menyads, TOR/KAR RAB
kepada KPA dukung lainnya sesuai ketentuan dan data dukung lainnya sesuai
8 ketentuan
i
g |Menyetujui dan mengirimkan usulan revisi Menerbitkan surat pengesahan . Menerbitkan surat pengesahan
anggaran kepada Kanwil DJPb/DJA DIPA S Menit DIPA
—
9 |Mengesahkan usulan revisi anggaran Dokumen final revisi anggaran 2 Hari Dokumen final revisi anggaran
masing-masing unit kerja masing-masing unit kerja
10 Mengirimkan dokumen final revisi anggaran yg 0 o o




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

2\'3'9
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI

NOMOR POS 002/UN50/POS/F.1/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

—t =

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI TATA CARA PENETAPAN PNBP UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NAMA POS ADMINISTRASI TATA CARA PENETAPAN
PNBP UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301);

2 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038);

3 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (BERITA NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 60);
4 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NO. 71

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 751);

6 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NO. 190 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




ADMINISTRASI TATA CARA PENETAPAN PNBP UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1 |Mengirimkan surat permintaan data Surat permintaan data 30 Menit |Surat permintaan data -
penerimaan PNBP 2 tahun yang akan datang

Data penerimaan PNBP masing- 3 Hari Data penerimaan PNBP masing{

Mengirimkan data penerimaan PNBP 2 masing unit kerja masing unit kerja

tahun yang akan datang,

Melakukan rekapitulasi data dan L Rekapitulasi data dan surat usulan |, Rekapitulasi data dan surat
mengusulkan besaran PNBP yang diterima be PNBP usulan besaran PNBP
untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh SPI
dan Tim PNBP. |

Melakukan reviu terhadap kesesuaian angka . . . R
dasar yang ada pada RSB; dan melaporkan Dokumen RSB; BA Reviu 3 Hari Dokumen RSB; BA Reviu
hasilnya kepada rektor untuk memperoleh
persetujuan.

Menetapkan dan menandatangani besaran - -
pendapatan serta dokumen lainnya

Mengirimkan dokumen besaran pendapatan - -
kepada Unit Eselon I untuk ditetapkan
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Lampiran [II : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.

Nomor : 4.8/UNSO/OT/II1/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERBENDAHARAAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Penerimaan Dana Operasional Penerimaan Pendidikan Mahasiswa
(UKT, SPI, Matrikulasi, Registrasi)

POS Permintaan Dropping Dana

POS Penerimaan Pada Rekening Dana Kelolaan

POS Pengujian Tagihan Belanja BLU

POS Penerimaan Pada Rekening Pengelolaan Kas Dana Tidak Bergerak BLU
POS Pengesahan Pendapatan

POS Pengajuan Uang Persediaan

POS Permintaan Ganti Uang Persediaan BLU

POS Permintaan GUP Nihil BLU

POS Pemilihan Mitra Bank (Beauty Contest)

POS Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara BLU

POS Pengesahan Belanja BLU

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

A_\@;\

IBRAHIM
NIP 198104102012121001



Lampiran IV : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNS0/OT/I11/2024.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG PERBENDAHARAAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR(POS)

N
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 010/UNS50/POS/F.2/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ib «Si
NIP 19810410201212001

POS PEMILIHAN MITRA BANK (BEAUTY CONTEST)

WASEA. SXO5 CONTEST)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

2 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan
6 Kas dan Investasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
996);

1 Mengetahui dan memahami tata persuratan

2 Memahami Microsoft Office

3 Mampu membaca dan mamahami instruksi (lisan/tulis)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami ragam dan substansi kegiatan keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Renstra Universitas
2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3 Dokumen Anggaran

1. Peralatan Komputer/Laptop dan Printer
2. Memahami Microsoft Office

3. Komputer dan Jaringan Internet
4 Pagu

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, berdampak pada efektifitas dan efisiensi RAB
program kegiatan Anggaran

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




PROSEDUR OPRASIONAL STANDAR (POS)

PROSEDUR : POS PEMILIHAN MITRA BANK (BEAUTY CONTEST)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bank Umum KA BPKKU Panitia Rektor Kelengkapan Waktu Output Ket
M tuk Panitia Beaut Keputusan
y, |MAemben tia Beatty ) Draf SK 60 menit |- "
Contest Rektor
- . | Peraturan,
Panitia mulai merumuskan
o Pedoman dan . Pedoman
2 |kriteria dan panduan 1 hari
. SOP Beauty Panduan
pemilihan Beauty Contest
Contest
Draft
Mengumumkan rencana Pengumuman, )
3 . 1 60 menit |pengumuman
beauty contest secara online internet, dan
Medsos
Dokumen Dokumen
Menerima Dokumen Penawaran, Penawaran,
4 ene Profil Calon Bank }30 menit |Profil Calon
Penawaran E:l . .
Mitra Form Bank Mitra
Penilaian Form Penilaian
i — . Penilai
5 Menilai Masing-masing Form Penilaian |3 hari em'aTlan.
Dokumen Penawaran kualifikasi
Berita Acara Laporan
6 |Melaporkan Hasil Penilaian o 30 menit p- .
i‘ Penilaian Penilaian




No. Aktivitas Bank Umum KA BPKKU Panitia Rektor Kelengkapan Waktu Output Ket
Menetapk
5 enetapkan pemenang Draft SK 60 menit |SK Rektor
kontes
I
] Surat, Website,
Mengumumkan Pemenang . . Pengumuman
8 Email, dan 3 hari
kontes Rektor
Medsos
Menandatangani Perjanjian
Keri . £t Perianii
o [Kerjasama Operasional Draft Perjanfian oo menit |Perjanjian kso

dengan bank mitra pemenang
kontes

KSO




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

O *
BANGY
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 009/UNSO/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ib - M.Si
NIP 19810410201212001

PERMINTAAN GUP NIHIL BLU

NAMA POS PERMINTAAN GUP NIHIL BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05 /2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan

3

4

5

6

1 Memahami proses pengajuan Uang Persediaan
2 Memahami Microsoft Office
3 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami pengelolaan keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Terbitnya NPM dan NPM BLU
2 Pengesahan Belanja BLU

1. Surat Pengajuan GUP NIHIL
2. Memahami Microsoft Office
3. Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS Ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses GUP NIHIL pada dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




POS GUP NIHIL BLU

selanjutnya diserahkan ke PPSPM

Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

NO
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Unit kerja pengusul mengajukan X SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

1 berkas Pengajuan untuk dimasukin Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, . Surat
ke GUP NIHIL kepada penerima , Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat 1 Hari ‘

‘ gkasan Kontrak, Kuitansi, Sural pengajuan
berkas Pesanan, serta Permohonan pembayaran

i dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Penerima Berkas menyerahkan berkas SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

2 Pengajuan untuk dimasukin ke GUP i :j Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, ’ Surat
NIHIL kepada BPP untuk di verifikasi Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat h S pengajuan
dan di input | Pesanan, serta Permohonan pembayaran

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
BPP memverifikasi dan menginput RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
GUP NIHIL, Jika tidak sesuai 4 SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

3 [|dikembalikan ke unit pengusul. Jika | | ) <>=’_"E:] Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, .

Sesuai, BPP Menerbitkan NPP GUP Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat 1 Hasi Srhde
NIHIL kemudian diserahkan kepada Pesanan, serta Permohonan pembayaran
PPK dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,

SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

4 PPK Memeriksa dan menandatangani Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, .

NPP GUP NIHIL Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat L S NPP
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
BPP Fakultas/Unit kerja menerima RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
berkas NPP GUP NIHIL dan ] SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref, NPP. bukti
5 mengajukan ke Sub Bagian E___J Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, . P, "
perbendaharaan dan melakukan Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat A i oLy, et
penyetoran sisa UP ke rekening Pesanan, serta Permohonan pembayaran Ll
bendahara dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
3 RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Berkas NPP GUP NIHIL di serahkan ke Ej SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref, .
6 |Penguji tagihan untuk diverifikasi dan Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, , PRt
diuji NPP NIHIL, jika sesuai Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat - Han Isje}:or S




NO

RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,

PPSPM menandatangani NPM BLU SPP LS, E—Faktur, bukti tra.nsfer, Ref, NPM, NPP
7 jika sudah Sesuai dengan Syarat Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari bukt; seto;

ketentuan dan menyerahkan NPM - Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat isa UP

BLU ke Bendahara pengeluaran Pesanan, serta Permohonan pembayaran sisa

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

Bendahara Pengeluaran merekap

NPM BLU sebagai proses GUP NIHIL ] ; g SP2D GUP
8 dan memeriksa setoran sisa UP yang DR, SR il smion s LE 1 Hari NIHIL

dilakukan BPP ke rekening bendahara




UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR POS 008 /UNS0/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001

PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN BLU

NAMA POS PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 /PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 62 /PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan

1 Memahami proses pengajuan Uang Persediaan
2 Memahami Microsoft Office

3 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

5 Memahami pengelolaan keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Terbitnya NPM dan NPM BLU
2 Pengesahan Belanja BLU

1. Surat Pengajuan GUP
2. Memahami Microsoft Office
3. Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS Ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pencairan GUP pada dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




POS GUP BLU

NO
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Unit kerja pengusul mengajukan > SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,
1 |berkas Pengajuan untuk dimasukin | B?nk, £cls Kozan, NPWP,’ KarFu Pengwas, |1 Hari Suratv
ke GUP kepada penerima berkas Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat pengajuan
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
E RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Penerima Berkas menyerahkan berkas j SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

2 Pengajuan untuk dimasukin ke GUP Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, . Surat
kepada BPP untuk di verifikasi dan di Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat 1 Berl pengajuan
input Pesanan, serta Permohonan pembayaran

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
BPP memverifikasi dan menginput RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
GUP, Jika tidak sesuai dikembalikan SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

3 ke unit pengusul. Jika Sesuai, BPP | | [ <>"l :] Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari SPTUB
Menerbitkan NPP GUP jika nilai sdh Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat ==
GUP diatas 50% dr UP kemudian Pesanan, serta Permohonan pembayaran
diserahkan kepada PPK dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)

v
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,

4 PPK Memeriksa dan menandatangani Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari NPP

NPP GUP Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat an
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,

BPP Fakultas/Unit kerja menerima SHE L5, 2- Faldun, byl granstes, ke,

5 |berkas NPP GUP dan mengajukan ke B:ank, zels Koran, NPWP.’ KarFu Pengwas, 11 Hari NPP

Sub Bagian perbendaharaan Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
l::l RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
Berkas NPP GUP di serahkan ke SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,
6 Penguji tagihan untuk diverifikasi dan Bank, rek Koran, NPWP, Kartu pengwas, 1 Hari NPP

diuji NPP, jika sesuai selanjutnya
diserahkan ke PPSPM

Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan pembayaran
dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)




RPP, SPK, BAST, BAPB, Faktur barang,
PPSPM menandatangani NPM BLU SPP LS, E-Faktur, bukti transfer, Ref,
jika sudah Sesuai dengan Syarat Bank, rek Koran, NPWP., KarFu pengwas, |, .o NPM dan
ketentuan dan menyerahkan NPM Ringkasan Kontrak, Kuitansi, Surat SPP
BLU ke Bendahara pengeluaran Pesanan, serta Pemohon@ pembayaran

dari pihak ke 3 (adendum bisa ada)
Bendahara Pengeluaran merekap SP2D Surat
NPM BLU sebagai proses GUP dan () |sp2p, surat perintah Traner 1 Hari  |Perintah
memproses pencairan dana GUP ke Transfer
rekening BPP




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 007 /UN50/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAN

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitag Bangka tung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

NAMA POS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2
3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas

Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara

6

7

1. Memahami proses pengajuan Uang Persediaan

2. Memahami Microsoft Office
3. Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)

4. Memahami tugas dan fungsi pokok di bidang perbendaharaan

5. Memahami Pengelolaan keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Realisasi terkait dengan belanja barang
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Surat Permohonan UP awal tahun
2. Komputer dan Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran UP dan realisasi
belanja barang

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pelaksana Mutu Baku
ivi i Keterangan
No. AleGivitas BPP PPK ;’:;i‘;]:l PPSPM | BP Kelengkapan | Waktu Output €
BPP Mengajukan Kebutuhan UP dalam ;
NPP UP 15 menit |NPP UP
: bentuk NPP disertai ke PPK D v
g NPP UP yan
2 |PPK Memeriksa dan menandatangani NPP NPP UP 1 jam ditanda 3; ngini
—
BPP menerima berkas ajuan yang sudah £ NPP UP yang NPP UP yang
3 |ditandatangani PPK selanjutnya N — 1-3 jam N
disampaikan ke penguji tagihan X
! v
Penguji tagihan memverifikasi dan menguji : ;
. ; _ ' Tidak NPP UP yan ; NPP UP yan
4 |NPP jika tidak sesuai akan diberikan LU — ditan dat};ngini 1-3 jam ditan dat};ngini
dikembalikan v
——]
; i v NPP dan NPM
5 PPSPM menapdatangam NPM BLU jika NPP, NPM 1-3 jam |yang sudah
sudah Sesuai dengan Syarat ketentuan | dtandatangani
L NPP dan NPM .
6 Bendahara Pengeluaran merekap NPM e 1-8 fam Data no rekening
BLU untuk di proses pencairan dtandatangani BPP
|
1
7 Bendahara Pengeluaran memproses é Data no rekening 1-3 jam |Dana di rekening
pencairan dana UP ke rekening BPP BPP




UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG HUKUM DAN TATALAKSANA

NOMOR POS 006/UNSO/POS/F.2/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP 19810410201212001

POS PENGESAHAN PENDAPATAN

NAMA POS

POS PENGESAHAN PENDAPATAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129 /PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah

7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

|___Negara
KETERKAITAN :

1. Memiliki sertifikat BNT

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP

3. Memahami Peraturan yang berlaku

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

2. Alat Tulis Kantor

3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan




POS PENGESAHAN PENDAPATAN

Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim
No. Aktivitas Bendahara Bidang KET
5 KPA OPERATOR SPM| PPSPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan Perbendahara
an BPKKU
1. |Bendahara Penerimaan Membuat Laporan Pendapatan :] Rekening Koran 2 hari Laporan Pendapatan
HLaporan Pendapatan diperiksa oleh Ketua Tim Bidang| Laporan Pendapatan
2 Perbendaharaan. Apabila sudah sesuai maka dikirim ke KPA Cj ) ditandatangani oleh
untuk ditandatanganjl apabila tidak sesuai atau perlu ada Laporan Pendapatan 1 hari Kepala Biro Perencana_aan,
. g i Keuangan, Kepegawaian,
perbaikan maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan dan Umum
L i Laporan Pendapatan yang b
3 Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab dikirim ke KPA telah telah ditandatangani . | ium emjvataabn SPT
untuk ditandatangani dan Surat Pernyataan L harl SHERHDS SWa (SPT))
ditandatangani oleh KPA
[Tanggung Jawab (SPTJ)
:u;at Pern]yataa': SPTI) Surat Perintah
4. |Dokumen Laporan Pendapatan dikirim ke Operator SPM anggung Jawab ( 1 hari Pengesahan Pendapatan
dan Laporan Pendapatan &
. i dan Belanja BLU (SP3B)
yang telah ditandatangani
. Surat Perintah Pengesahan
5. |Kemudian Operator SPM membuat SP3B pada aplikasi SAKTI Pendapatan dan Belanja 1 hari Data Aplikasi Sakti
IBLU (5P3B)
‘j Surat Pernyataan
E Tanggung Jawab (SPTJ), Sirat Pasintah
" Laporan Pendapatan yang P S
6. |Pejabat Penandatangan SPM menandatangani SP3B telah ditandatangani dan 1 hari ENEESEtin " Encape D

Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja
BLU (SP3B)

dan Belanja BLU (SP3B)
ditandatangani




pada aplikasi OMSPAN

Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim
No. Aktivitas Bendahara Bidan KET
b KPA OPERATOR SPM} PPSPM KPPN Kelengkapan Waktu Qutput
Penerimaan Perbendahara
an BPKKU
Surat Pernyataan
[Tanggung Jawab (SPTJ),
Laporan Pendapatan dan
7. |SP3B dikirim ke KPPN melalui aplikasi SAKTI Surat Perintah Pengesahan |1 hari P38
Pend. an dan Belanja
' I JBLU (SP3B) yang telah
ditandatangani
8. [JHasil pengesahan dapat dilihat pada aplikasi SAKTI I 5P38 1 hari Data Aplikasi Sakti
Pendapatan berhasil disahkan dan KPPN mengeluarkan y
9. |Dokumen SP2D. Dokumen SP2D yang sudah keluar bisa dilihat Data Aplikasi Sakti 1 hari Data Aplikasi OMSPAN




NOMOR POS 005/UNS0/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
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PENERIMAAN PADA REKENING PENGELOLAAN KAS DANA TIDAK BERGERAK BLU

PENERIMAAN PADA REKENING
PENGELOLAAN KAS DANA TIDAK
BERGERAK BLU

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2
3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05 /2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Kep.utusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka
Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang

6

7
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

. Memiliki sertifikat BNT

Memahami Pedoman Penerimaan PNBP
Memahami Peraturan yang berlaku

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor
3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan




PENERIMAAN PADA REKENING PENGELOLAAN KAS DANA TIDAK BERGERAK BLU

Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim
2 Rektor (Kuasa Kepala .
No. Aktivitas ( - P Bidang Bendahara KET
Pengguna Biro/Kabag ; Kelengkapan Waktu Output
A ) s Perbendaharaj Penerimaan
nggaran euangan
Be e an BPKKU
i Cj . fLaporan Jumlah
1. }Memperhatikan Jumlah Saldo Lancar Rekening Koran 1x24Jam
Saldo Lancar
. < 3 Jumlah Pendapatan UKT X JRekap
2. fMenghitung Jumlah Penerimaan Tahun Berjalan l I S NG KT 2 Hari S ratinan
Memperhatikan Jumlah Pagu Anggaran (DIPA) yan kap J h
g, [ RIVFREN AIEB (DIPA) yang foira 1x24 Jam kDI
diterbitkan Kementerian Keuangan Pagu Anggaran
N Sirat Rekap Jumlah Pagu . Besaran Ambang
0,
4. JMenentukan Ambang Batas sebesar 10% dari Jumlah DIPA L Id— —l I Anggaran 2 Hari Batas
Rapat Pimpinan daan Persetujuan Dewan untuk Joste perencanmaniie _ Jeesaran die
5. Cash Berdasarkan Besaran 1 Hari sk
Menentukan Idle Cash Ambang Batas
TE—— |
+ Idie Cash
5 JBesaran Idle Cash yang X Sebelum
6. JRekomendasi Rektor l I— —’I I P— 1 Hari Pemindahbukua
n
Memindahbukukan Dana sesuai Rekomendasi Rektor dari Idie Cash Sebelum ) s ,caSh SRl
7. 1 Hari Pemindahbukua

Rekening Rektor ke Bank/Deposito Jangka Pendek

Pemindahbukuan

n




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

PENGUJIAN TAGIHAN BELANJA BLU

NOMOR POS 004 /UNS50/POS/F.2/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

NIP 19810410201212001

NAMA POS PENGUJIAN TAGIHAN BELANJA BLU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1
2
3

7

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor
230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN

PMK Nomor I 26 /PMK.05/2016 jo. PMK Nomor I 28 /PMK.05/2017 Ten tang Tata Cara
Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

KETERKAITAN :

1. Memahami landasan hukum pengujian tagihan
2. Memahami Konsep Pengujian

3. Ketepatan Pengujian AKUN

4. Pengujian Pembayaran dan Syarat Administrasi

5. Melaksanakan Pengujian Tagihan Terkait Kelengkapan Dokumen

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

2

1 Terbitnya SPM BLU UBB

Pengesahan Belanja BLU UBB

3 Laporan Keuangan BLU UBB Penagihan Piutang

1. Komputer / Laptop /Printer / Scanner

25 Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika POS Ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pencairan
dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




NO

Unit kerja pengusul mengajukan
berkas ajuan pembayaran belanja
barang kepada penerima berkas

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

2 Hari

Surat

Penerima berkas meyerahkan berkas
ajuan kepada BPP untuk diverifikasi
dan di input, jika tidak sesuai

dikembalikan ke unit kerja pengusul

]
L]

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

1 Hari

Laporan Rincian Belanja

BPP Menerbitkan NPP kemudian
diserahkan kepada PPK

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

1 Hari

NPP

PPK Memeriksa dan menandatangani
NPP, jika tidak lengkap kembalikan ke
unit pengusul

BPP menerima berkas NPP yang sudah
ditandatangani PPK dan menyerahkan
ke penguji tagihan

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,
Bank, rek Koran, NPWP,
Kartu pengwas, Ringkasan
Kontrak, Kuitansi, Surat
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3

(adendum bisa ada)

1 Hari

NPP yang sudah
ditandatangani

NPP yang sudah
ditandatangani




NO

RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transfer, Ref,

penerima

Penguji tagihan menguji NPP untuk Bank, rek Koran, NPWP, NPP dah
6 [diverifikasi dan jika i Karti Ringkasan 1 Hari yang suda
an j sesuai u pengwas, arl x ,
dilimpahkan ke PPSPM Kontrak, Kuitansi, Surat ditandatangani
Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)
RPP, SPK, BAST, BAPB,
Faktur barang, SPP LS, E-
PPSPM menandatangani SPM BLU jika Faktur, bukti transfer, Ref,
sudah Sesuai dengan Syarat Bank, rek Koran, NPWP,
7 |ketentuan dan menyerahan ke Kartu pengwas, Ringkasan 1 Hari |NPP dan NPM
Bendahara pengeluaran untuk Kontrak, Kuitansi, Surat
diproses selanjutnya Pesanan, serta Permohonan
pembayaran dari pihak ke 3
(adendum bisa ada)
Bendahara Pengeluaran merekap SPM i i
8  |BLU untuk di proses pencairan | l Aplikasi CMS Bank iy |0 Dirckeniug

transfer ke penerima




NOMOR POS 003/UNS0/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAN

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001

PENERIMAAN PADA REKENING DANA KELOLAAN

PENERIMAAN PADA REKENING DANA

NAMA POS KELOLAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

6

7

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara

1. Memiliki sertifikat BNT

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP

3. Memahami Peraturan yang berlaku

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor
3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat
mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan




PENERIMAAN PADA REKENING DANA KELOLAAN

kerjasama tersebut dicatat sebagai pendapatan kemudian
memasukkan rincian pendapatan ke dalam laporan pendapatan
dan menentukan akun pendapatannya

Pelaksana Mutu Baku
N Ktivi sk Ketua Tim Bidang KET
o AR Unit Kerja Pihak Ketiga Ben .a ara Perbendaharaan KPA Operator SPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan
BPKKU
i j j i i HP. Laptop, Akses Rekening Virtual
1 Unit Kerja mengajukan permohonan pembuatan rekening virtual i 1x24 Jam Sccount
" Ipenerimaan dana kelolaan kepada Bendahara Penerimaan ' l
Pihak Ketiga melakukan pembayaran rekening virtual
2 penerimaan dana kelolaan melalui Bank persepsi dan HP. Akses Internet 1x24 Jam Pembayaran
" [Melaporkan pembayaran ke Unit Kerja terkait dan Bendahara
Penerimaan
Data Penerimaan, Akses
Bendahara Penerimaan melakukan identifikasi penerimaan pada Intemet; komputer, 1x24Jam  JBuku Kas Umum
3. . Company Internet
rekening Dana Kelolaan Banking
Dana Kerjasama yang sifatnya in-out tetap direkening dana I |
kelolaan dan tidak disahkkan menjadi pendapatan. ;
i jadi Billing, Cek Giro, Company! aporan
a Dana Kerjasama yang menjadi pendapatan UBB maka dana Intemet Banking 1x24 Jam Peridapatan




PENERIMAAN PADA REKENING DANA KELOLAAN

lainnya yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10 hari
kerja setelah berakhirnya bulan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bafidshara Ketua Tim Bidang -
Unit Kerja Pihak Ketiga . Perbendaharaan KPA Operator SPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan
BPKKU
. Laporan
5 Laporan Pendapatan dikirim ke Ketua Tim Bidang Laporan Pendapatan, 1x24)a Pendapatan
" |Perbendaharaan untuk divalidasi. Rekening Koran X " yang telah
divalidasi
Setelah divalidasi maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan Rekapitulasi
6. |membuat Rekapitulasi Penerimaan PNBP dan mengirim ke KPA I I ki 2x24 Jam Penerimaan
§ Rekening Koran
untuk ditandatangani PNBP
7 Setelah Rekapitulasi Penerimaan PNBP ditandatangani maka | I Rekapitulasi Penerimaan it
. i 1x24 Jam Pengesahan
dikirim ke Operator SPM untuk proses Pengesahan PNBR Pendapatan
Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Pertanggungjawaban
LPJ) berdasarkan Buku K
8. (LPJ) as Umum (BKU) dan data pendukung -~ 3 2428m LPJ Bendahara
Penerimaan




NOMOR POS 002/UNSO/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN Prof. Dr. Ibr
NIP 19810410201212001
PERMINTAAN DROPPING DANA NAMA POS PERMINTAAN DROPPING DANA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1 Memiliki sertifikat pelatihan bendahara negara tersertifikat (BNT)
2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2 Memahami tugas dan fungsi pokok dibidang perbendaharan

Und - und Nomor 15 Tahun 2004 tent. i
3 ang ang or un entang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 3 Memahami pengelolaan keuangan BLU

Negara
4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan
Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 62/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
PMK Nomor I 26/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor I 28/PMK.05/2017 Ten tang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dropping dana BLU dari rekening penerimaan 1. Surat permohonan dropping dana
2. Rekapitulasi renacana belanja fakultas/unit
3. Rekapitulasi saldo rekening penerimaan

4. Aplikasi CMS Bank

5. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka pembayaran operasional BLU akan terlambat Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




POS PERMINTAAN DROPPING DANA

Pelaksana Mutu Baku
Bendahara Ketua Tim Bidang
dah Bendahara
No. Aktivitas Pengeluaran fencahatd | o erhiendaharsan KPA ) Bank Kelengkapan Waktu Output KET
Pengeluaran Penerimaan
Pembantu (BPP) BPKKU
Bendahara .Pengeluaran Pembantu (BPP) CD Dokumen rencana
fakultas/unit kerja mengirimkan daftar Usul rencana i {
1 oali 9 : ikan d 1 hari belanja
rencana penarikan dana ke bendahara penarikan.dana fakultas/unit
pengeluaran
surat permohonan
Bendahara Pengeluaran membuat i
5 g o dropping dana,
permohonan dana ogerasuona | e ku?ia | l Dokumen rekapitulasi
2 pengtguna anhggarand engan rge ampirkan rencana belanja 1hari  |rencana belanja
su':a ze'er onan Lor:plrjgf f:(ni: _ fakultas/unit fakultas/unit, dan
rekapitulasi renc.:ana elanja fakultas/unit, saldo rekening
dan saldo rekening penerimaan i
penerimaan
I | surat
permohonan
dropping dana,
Surat'perm'ohonan dropping dana dan 1 rekapitulasi .  |surat Usulan yang
3 Jrekapitulasi rencana belanja fakultas/unit rencana belanja 1 hari

diverifikasi ketua tim bidang perbendaharaan

fakultas/unit,
dan saldo
rekening
penerimaan

telah diverifikasi




Pelaksana

Mutu Baku

Bendahara

Ketua Tim Bidang

melakukan proses transfer ke rekening
operasional pengeluaran BLU dengan
approval KPA

dan catatan KPA
pada saldo
rekening
penerimaan

pengeluaran BLU

. dah Bend
No. Aktivitas Pengeluaran Beftleanm Perbendaharaan KPA =i ;‘ahara Bank Kelengkapan Waktu Output KET
Pengeluaran Penerimaan
Pembantu (BPP) BPKKU
Persetujuan
dropping dana
surat
dengan
permohonan .
4 g ebns memberikan
: ropping dana,
Surat permohonan dropping dana dan kpp,t gl . catatan pada
4 rekapitulasi rencana belanja fakultas/unit Feap zsul s 1 hari rekap saldo
dikirim ke KPA, dan KPA akan membuat ;e:clatna/ e.atnja rekening
persetujuan dropping dana da % alf:l A penerimaan
n saldo
ak E_’ jumlah yang akan
e em.ng diambil dari
penerimaan . .
masing-masing
rekening tersebut
surat
h
Catatan KPA pada rekap saldo rekening E‘L___l zermo. or;an catatan KPA pada
) . ropping dana, . .
5 fpenerimaan dikirimkan ke bendahara l(:ppitugl o 1 hari saldo rekening
penerimaan untuk diproses ressp : lani penerimaan
rencana belanja
fakultas/unit
Bendahara penerimaan menerima dokumen Dokum':en surat
surat permohonan dropping dana, — zermg or;an
; ; ropping dana, .
rekapitulasi rencana belanja fakultas/unit, L___—l kpp.t g' . Dana Dropping
ekapitulasi
dan catatan KPA pada rekap saldo rekening reen 5 bslan'a yang masuk
6 penerimaan dari bendahara pengeluaran, ;e:c;n / e.t Y 30 mnt }direkening
. akultas/unit, )
selanjutnya bendahara penerimaan operasional




Pelaksana

Mutu Baku

Bendahara Bendshara Ketua Tim Bidang Bendahara
ivi ar
No. Aktivitas Pengeluaran Pengeluara Perbendaharaan KPA P . n Bank Kelengkapan Waktu Output KET
en n enerimaa
Pembantu (BPP) g BPKKU
2 Dana Dropping :
Bendahara pengeluaran melakukan - yang masuk o D"OPE'”E
pengecekan dana dropping dari bendahara direkening yz_ang m?su
7 ) . ) . . 10 mnt  |direkening
penerimaan di rekening operasional operasional ional
pengeluaran BLU pengeluaran SPEIEUIONS
pengeluaran BLU
BLU
Dana Dropping
Bendahara pengeluaran melakukan proses Zﬁnim?wk Dana di rekeni
8 [Ipembayaran dengan menggunakan dana e en-mg 1 hari 2 dLEKEie
operasional BPP

dropping ke rekening BPP

pengeluaran
BLU




NOMOR POS 001/UNS0/POS/F.2/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN

DISAHKAN OLEH
Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001

PENERIMAAN DANA OPERASIONAL PENERIMAAN PENDIDIKAN MAHASISWA (UKT, SPI, MATRIKULASI,
REGISTRASI)

PENERIMAAN DANA OPERASIONAL
NAMA POS PENERIMAAN PENDIDIKAN MAHASISWA
(UKT, SPI, MATRIKULASI, REGISTRASI)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah
7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara
[KETERKAITAN :

1. Memiliki sertifikat BNT

2. Memahami Pedoman Penerimaan PNBP

3. Memahami Peraturan yang berlaku

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Pengesahan Pendapatan BLU
2 Laporan Keuangan BLU UBB

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor
3. Pedoman Penerimaan PNBP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan penerimaan PNBP dapat

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang

mengakibatkan mundurnya waktu proses Penerimaan PNBP

ditetapkan




PENERIMAAN DANA OPERASIONAL PENERIMAAN PENDIDIKAN MAHASISWA (UKT, SPI, MATRIKULASI, REGISTRASI)

untuk ditandatangani

Pelaksana Mutu Baku
Rekening
- TIM Keuangan Ketua Tim Bidan
No. Aktivitas i g ) Penerimaan Bendahara & KET
Dana Pendidikan Mahasiswa . ) Perbendaharaan KPA Operator SPM KPPN Kelengkapan Waktu Output
. Operasional Penerimaan
Mahasiswa BPKKU
BLU

Tim Keuangan Dana Pendidi i ifikasi
1. g . didikan Mahf-lsnsyva melakukan verifikasi Data Mahasiswa Aktif |1 Menit/ Orang |Tagihan UKT

dan pembuatan tagihan ke dalam aplikasi SIAKAD Keuangan

Mahasiswa/ Calon Mahasiswa melakukan pembayaran Billing} ﬁj Seb,e:umAmasa Virtual Account

. & ¥ & 5 registrasi

2. Imelalui Bank Persepsi sesuai dengan tagihan di Portal Siakad HP. Akses Internet ;isav Daftar Pembayaran/

Universitas Bangka Belitung ulang berakhir |°'P Pembayaran

4
Data Penerimaan, Akses

Bendahara P i i ifikasi i | I
3. 4 enerima melakukan identifikasi penerimaan pada Internet, Komputer, 1x24 Jam IBuku Kas Umum

rekening pendapatan SIAKAD, Company Internet

fBanking

Bendahara penerimaan memasukkan rincian pendapatan kel C:] fBilling, Cek Giro, C: L
4, illing, Cek Giro, Company ) aporan

dalam laporan pendapatan dan menentukan  akun Internet Banking 1x244am Pendapatan

pendapatannya

| I Laporan

5 Laporan  Pendapatan dikirim ke Ketua Tim Bidang Laparan Pendapatan, 1x24 Jam ) !

Perbendaharaan untuk divalidasi. Rekening Koran yang telah

divalidasi

Setelah divalidasi maka dikembalikan ke Bendahara Penerimaan ! Pond Rekapitulasi

6. Imembuat Rekapitulasi Penerimaan PNBP dan mengirim ke KPA| Aparanbencepatan; 2x24Jam Penerimaan
Rekening Koran PNBP




Rekapitulasi Penerimaan

Data

Setelah Rekapitulasi Penerimaan PNBP ditandatangani maka . 1x 24 Jam Pengesahan
dikirim ke Operator SPM untuk proses Pengesahan Pendapatan
Bendahara Penerimaan menyusun Laporan i Bendahars
Pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) SAKTI 3x24 Jam

dan data pendukung lainnya yang kemudian dilaporkan ke KPPN
paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya bulan

Penerimaan




2ol i il

Lampiran V : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UN5S0/OT/111/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Penerbitan Surat Penagihan Piutang
POS Penghapusan Piutang

POS Penatausahaan Piutang

POS Penyusunan Laporan Keuangan

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001



Lampiran VI : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/QOT/Il1/2024.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR POS 001/UNSO/POS/F.3/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. [ 1T, M.Si
NIP 19810410201212001

PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PIUTANG

NAMA POS PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PIUTANG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

S5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara;

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang
PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi
2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan
keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS Penagihan Piutang

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Ceklist

4 dst.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan
semakin besar, sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko
penurunan pendapatan semakin menurun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PIUTANG

:

Daftar rekapitulasi piutang jatuh

Menerima dan yiap! data piutang i yang ’ s ¥ o
1 jatuh tempo dari Fakultas Daftar rekapitulasi piutang jatuh tempo 1 Hari tasnaaiap-oalior
2 Mengirimkan konfirmasi data piutang ke Bendahara Daftar rekapitulasi piutang jatuh tempo 60 menit Daftar rekapitulasi piutang jatuh
Penerimaan untuk Rekonsiliasi siap rekon tempo belurn validasi
a3 Bendahara Penerimaan menerima data piutang Daftar rekapitulasi piutang jatuh tempo 1 Hari l[lm ;:ﬂpimvl:;l;::‘.l::ﬁf: tuh
mahasiswa dari Tim Kerja Aklap belum validasi anasa
i
* Melaksanakan Rekonsiliasi data piutang jatuh tempo : Dafar rekapitulasi piutang jatuh tempo 1 Hari Draft Berita Acara Hasil Rekonsiliasi
dengan Tim Kerja Akademik BAKK 1 siap rekon Piutang Jatuh Tempo
e L T T
5 |Menyerahkan hasil rekensiliasi data piutang jatuh tempo Draft berita acara 120 menit i:’:;::fj:.:::?;jn:;kﬂm
6 |Menerima hasil rekonsiliasi data piutang jatuh tempo Berita acara 120 menit mﬁmﬁ:;‘:’;‘:ﬁmnmuﬂl
] | Menhuab sumaf penaglhen plaag danimegyperalikanths | Berita acarn, date debitur jatuh tompo | 20 menit/debitur | Draft surnt ponagihan pittang
Tidak Valid
8 |Memvalidasi surat penagihan piutang Draft surat penagihan piutang 120 menit Surat penagikan piutang
Valid
=k
mengirimkan surat penagihan piutang ke Fakultas baik ’ " . . .
9 teirtulls matpin via smeil Surat penagihan pertama 20 menit/debitur Surat penagihan piutang
10 |Menerima surat penagihan piutang Data pembayaran debitur jatuh tempo 1 Hari Daftar debitur jatuh tempo.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR POS 002/UNS0Q/POS/F.3/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

RlzAHEaN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrghim
NIP 19810410201212001

PENGHAPUSAN PIUTANG

NAMA POS PENGHAPUSAN PIUTANG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara;

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang
PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas
Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi
2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan
keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penatausahaan Piutang
2 POS Penagihan Piutang

1 Komputer/Laptop;
2 Jaringan Internet
3 Lembar Cek List

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan malka risiko penurunan pendapatan akan
semakin besar, sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko
penurunan pendapatan semakin menurun




Menerima SK Rektor tentang pemberhentian
sebagai mahasiswa Universitas Bangka Belitung

dari Bagian Akademik sebagai dasar peny SK Rektor 5 menit -
piutang yang tidak tersclesaikan
1

Bendahara Penerimaan menghitung jumlah piutang SK Reldor 1 Hasi Daftar rekapitulasi piutang jatuh
yang tidak tersclesaikan yang tidak terselesaikan

, |

|
Menyusun Konsep Surat Pengurusan Penagihan ~ . .
kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) 60 menit Konsep Surat Penagihan
Meminta tandatangan Rektor Surat Pengurusan
Penagihan kepada Tim Penyelesainn Kerugian
Negara (TPKN) setelah diparaf oleh Koordinator Konsep Surat Pengurusan Penagihan 60 menit Surat Pengurusan Penagihan

Keuangan, Kepala BPKKU dan Wakil Rektor Bidang
Keuangan dan Umum

Mengirimkan Surat Pengurusan Penagihan kepada
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Surat Pengurusan Penagihan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR POS

003/UNSQ/POS/F.3/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. 1B
NIP 19810410201212001

PENATAUSAHAAN PIUTANG

NAMA POS

PENATAUSAHAAN PIUTANG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
4 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang
5 dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum
Negara;

Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka
7 Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada

Pemerintah Pusat

1 Memiliki Kompetensi di bidang Akuntansi

2 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan keuangan

3 Memiliki pengetahuan di bidang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penagihan Piutang
2 POS Penghapusan Piutang

1 Komputer/Laptop;

2 Dokumen Sumber (SIM Keuangan Mahasiswa)
3 Surat Keputusan Penghapusan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan semakin
besar, sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko penurunan pendapatan
semakin menurun

Pencatatan dilakukan dengan aplikasi keuangan




kan Dok ber (SIM k
Mahasiswa) Bendahara | : menyusun
Daftar Rekapitulasi Piutang

SIM Keuangan Mahasiswa

120 menit

Daftar Tagihan Piutang

Berdasarkan Rekapitulasi Piutang, Tim PNBP

Daftar umur piutang, daftar

menyusun Rekapitulasi Umur Piutang, dan Daftar Daftar Tagihan Piutang 1 Hari
Saldo Piutang rekapitulasi piutang

|

i
Tim PNBP menyerahkan Rekapitulasi Umur Piutang
dan Daftar Saldo Piutang ke Ka. BPKKU | Tidak Vabd
Ka. BPKKU menyetujui Daftar Umur Piutang dan / D Saldo Piutan, id s T
Daftar Saldo Piutang aftar Sa utang 120 menit Daftar Sakio Piutang

Valid
Tim PNBP mengirimkan Daftar Saldo Piutang ke I ’ "
Faloultan dari mslakulear reloonsiliasi ke-Falltze Daftar Saldo Piutang 120 menit Daftar Saldo Piutang
Fakultas membuat Berita Acara Daftar Saldo ] | .]l | Berita A 1 Hari Berita A
Piutang L—-I
Tim Kerja Aklap menyusun jurnal berdasarkan K | i Jurnal Laporan Keuangan yang
Saldo Piutang i bl 90;menit menyajikan akun piutang
T

Tim Kerja Aklap memposting pada sistem dan .
menghasilkan Laporan Keuangan yang menyajikan Jurnal 30 menit Laporan Keuangan yang menyajikan

akun piutang

akun piutang




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

= %
S aanct™
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

NOMOR POS
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

004 /UNSOQO/POS/F.3/2024
2 Januan 2024

8 Maret 2024
Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof, DrMIbra . M.Si
NIP 19810410201212001

NAMA POS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Reoublik Indonesia Nomor 53401:
5 Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Lavanan Umum:
7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 /PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
# Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga; - N
4 Keputusan Menter: Keuangan Kepublik Indonesia Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Behtung

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola
| Penoelnlaan Kenangan Badan [avanan [Imum

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan penyusunan laporan
keuangan

Memiliki pengetahuan dan keterampilan penggunaan aplikasi
yang terkait penyusunan laporan keuangan

3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada laporan

4 keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penatausahaan Piutang
2 POS Penagihan Piutang

3 POS Penghapusan Piutang
4 POS Pengurusan Piutang

1 Jaringan Internet

2 Lembar Cek List
3 Komputer/Laptop, Printer, Scanner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penatausahaan penting untuk menghindari berkurangnya pendapatan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang wajib disusun oleh satker sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana

negara ) . ) o ]
Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan semakin besar,

sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko penurunan pendapatan semakin
menurun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TIM KERJA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

NOMOR POS 004 /UN50/POS/F.3/2024
TANGGAL PEMBUA?2 Januari 2024

TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIH8 Maret 2024
DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

= ==

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP 19810410201212001

NAMA POS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang )

Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340i:

5 Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuanegan Badan Lavanan Umum:
7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Nef:ara /Lembaga
y Keputusan Menten l&euangan kepubmc Indonesia Nomor 452 Tahun 2UZJ3 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung

pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelalaan Kenancan RBadan lavanan [Imnm

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan penyusunan

. laporan keuangan

2 Memiliki pengetahuan dan keterampilan penggunaan

. aplikasi yang terkait penyusunan laporan keuangan

2 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4 Memiliki kemampuan dalam penelaahan atas data pada
laporan keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 POS Penatausahaan Piutang
2 POS Penagihan Piutang

3 POS Penghapusan Piutang
4 POS Pengurusan Piutang

1 Jaringan Internet
2 Lembar Cek List
3 Komputer/Laptop, Printer, Scanner

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penatausahaan penting untuk menghindari berkurangnya pendapatan
Laporan Keuangan merupakan laporan yang wajib disusun oleh satker sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana

negara
Apabila penghapusan piutang tak tertagih mengalami kenaikan maka risiko penurunan pendapatan akan semakin besar,

sebaliknya jika penghapusan piutang tak tertagih mengalami penurunan maka risiko penurunan pendapatan semakin

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

menurun




NO AKTIVITAS :
AKLAP ;
Bendahara Aklap BMN KPA SPI KPPN DIKTIRISTEK KELENGKAPAN WAKTU . OUTPUT
Menyampaikan dokumen-dokumen ‘ ’ .
1 10 menit
pendukung laporan keuangan
Menyampaikan dokumen-dokumen
pendukung laporan keuangan berupa : Softcopy LPJ, Rekening
2 Fotocopy rekening koran, daftar rekening ng_t:sp'gkg]é:::eomgine 120 menit |Koran, BAR Cash
saldo, BAR Cash Opname, LPJ * P Opname
Bendahara, SSPB
Operator Laporan Keuangan Menarik T .. |Modul pelaporan pada
3 data pada SAKTI Data aplikasi SAKTI 60 menit aplikasi SAKTI
Operator Laporan Keuangan melakukan
rekonsiliasi internal dengan Operator . |Berita Acara
4 . SP2D
BMN terhadap persediaan, aset tetap dan silapaeen. BN 1 bari Rekonsiliasi
aset lainnya, Bendahara
3
5 Membuat Jurnal Penyesuaian Akrual Laporan Saldo Rekenu}g, 1 hari |Memo Penyesuaian
Laporan Kas, Investasi
6 Operator melakukan rekonsiliasi dengan Tutup buku modul 1 hari Hasil Rekonsiliasi
KPPN melalui E-Rekon pelaporan SAKTI & |(sHR)
]
Setelah data satker dengan KPPN sama l
maka pihak operator mencetak Laporan
Keuangan berupa Laporan Realisasi,
7 Laporan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Laporan Keuangan sesuai E- 7 hari Laporan keuangan

Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan
membuat CALK untuk diverifikasi dan
divalidasi lebih lanjut

Rekon

sesuai E-Rekon
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AKTIVITAS

Bendahara

Aklap

SPI

AKLAP
DIKTIRISTEK

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Laporan diverifikasi oleh SPI untuk
dibuatkan pernyataan telah direviu

Laporan Keuangan sesuai E{
Rekon

5 hari

pernyataan telah

direviu
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Lampiran VII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/OT/II1/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Sumpah dan Janji PNS/PPPK

POS Usul Kartu Istri dan Kartu Suami PNS

POS Usul Kartu Pegawai

POS Usul Peninjauan Masa Kerja PNS

POS Pengajuan Studi Lanjut Pegawai Bagi Dosen PNS

POS Pengajuan Studi Lanjut Pegawai Bagi Dosen Non PNS

POS Pengajuan Studi Lanjut Pegawai Bagi Tenaga Kependidikan UBB

POS Kenaikan Gaji Berkala

POS Kenaikan Pangkat Pegawai Non PNS

POS Kenaikan Pangkat PNS

POS Usulan Inpassing Pegawai Dosen Non PNS s.d. Pangkat Penata Tingkat
I

POS Usulan Inpassing Pegawai Dosen Non PNS Gol 4

POS Usul Kebutuhan ASN

POS Pengadaan ASN

POS Rekruitmen Non ASN

POS Rekruitmen Pegawai

POS Usulan Pengembangan (Pelatihan) Pegawai ASN

POS Jjin Perceraian PNS

POS LHKPN dan LHKASN

POS Pemberhentian Pegawai Non ASN yang Meninggal
Dunia/Mengundurkan Diri

POS Pemberhentian Pegawai Non ASN yang Memasuki Usia Pensiun

POS Pemberhentian Pegawai ASN yang Meninggal Dunia

POS Pemberhentian Pegawai ASN Akibat Pelanggaran Disiplin

POS Pemberhentian Pegawai ASN Atas Permintaan Sendiri

POS Pemberhentian Pegawai ASN Mencapai Batas Usia Pensiun

POS Demosi Pegawai

POS Mutasi PNS

POS Promosi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional

POS Pemberian Biaya Bantuan Pendidikan Studi Lanjut Pegawai bagi
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UBB

POS Perpindahan Tugas/Rotasi Tenaga Kependidikan

POS Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran
oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja

LTI



32. POS Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Instansi
33. POS Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001



Lampiran VIII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNS5S0/OT/III/2024.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 001/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
SUMPAH DAN JANJI PNS/PPPK NAMA POS SUMPAH DAN JANJI PNS/PPPK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Memahami peraturan tentang Pelaksanaan Pelantikan / pengambilan
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); * sumpah.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




SUMPAH DAN JANJI PNS/PPPK

ditandatangani secara lengkap kepada PNS/PPPK yang diambil sumpah dan satu
fotocopy sebagai arsip Kepegawaian dan mengadministrasikan Berita Acara

Pelaksana Mutu Bakn
i
: Kepala Biro : 1 : i
No.| Aktivitas Anggota Tim | Ketua Tim Perencanaan, Wakil Rekt : i
Bidang Bidang Kenangan, 3 £ Kelengkapan Waktn Omtput
it : i ST At Kenangan dan Umum P i
1 |Melakukan inventarisasi PNS/PPPK yang belum diambil sumpah. Daftar nama Pegawai yang belum 30 Menit Daftar nama Pegawai yang
C) disumpah belum disumpah

2 |Membuat draft Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyvampaikan kepada Konsep Berita Acara Sumpah Janji 60 menit Konsep Berita Acara Sumpah
Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian dan membuat draft surat Pegawai Janji Pegawai
pemberitahuan pelaksanaan pengambilan sumpah kepada para PNS/PPPK yang akan
dilantik.

3 |Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Rohaniwan dan Konsep Berita 30 menit Rohaniwan dan Konsep Berita
Belitung untuk mengajukan permintaan bantuan Rohaniawan dan membuat Membuat Acara Sumpah Janji Pegawai Acara Sumpah Janji Pegawai
draft surat permohonan bantuan rohaniawan, mereviu draft Berita Acara Pengambilan
Sumpah, mereviu surat pemberitahuan pelaksanaan pengambilan sumpah kepada |
PNS/PPPK vang akan dilantik dan Menghubungi Pegawai UBB yang akan menjadi
saksi Pengambilan Sumpah. Tidak

4 |Mereviu draft surat permohonan bantuan rohaniawan, mereviu draft Berita Acara Ya Konsep Surat Permohonan dan 15 menit Konsep Surat Permehonan dan
Pengambilan Sumpah, mereviu surat pemberitahuan pelaksanaan pengambilan /\ Pemberitahuan, Berita Acara Pemberitahuan, Berita Acara
sumpah kepada PNS/PPPK yang akan dilantik. ,\5'1:/ Sumpah Pegawai Sumpah Pegawai

a
Tidak
Ya

5 |Mereviu draft surat permohonan bantuan rohaniawan, mereviu draft Berita Acara Konsep Surat Permohonan dan 15 menit Konsep Surat Permohenan dan
Pengambilan Sumpah, mereviu surat pemberitahuan pelaksanaan pengambilan Pemberitahuan Pemberitahuan
sumpah kepada PNS/PPPK yang akan dilantik, /Data

Valid

6 |Menandatangani surat permohonan bantuan rohaniawan dan surat pemberitahuan Ya I Surat Permohonan dan 15 menit Surat Permohonan dan
pelaksanaan pengambilan sumpah kepada PNS/PPPK yang akan dilantik. Pemberitahuan Pemberitahuan

7 |Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS/PPPK. Sumpah Pegawai 60 menit Sumpah Pegawai

8 |Meminta tandatangan kepada PNS/PPPK vang disumpah, Saksi dan Rektor dalam I Berita Acara Sumpah Pegawai 15 menit Berita Acara Sumpah Pegawai
Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Menerima kembali Berita Acara Pengambilan
Sumpah.

9 |Mendistribusikan satu lembar asli Berita Acara Pengamnbilan Sumpah yanag telah Berita Acara Sumpah Pegawai 1 hari Berita Acara Sumpah Pegawai

Pengambilan Sumpah dan memasukkan ke dalam dosir kepegawaian.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 002/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. Ibr VST
NIP. 198104102012121001

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

USUL KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI PNS NAMA POS USUL KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 1. Memahami tata cara pengusulan Kartu Istri dan Kartu Suami PNS.

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190
Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




mengarsipkan dalam bentuk soft file.

USUL KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI PNS
: ' Pelaksana Mutu Balu
% Kepala Biro
Ho. Alktivitas Anggota Tim Ketua Tim | Perencanaan, | o .. 0., Bid ; i ok Keterangan
Bidang Kenangan, : u i Eelengkapan Waktn Output
Kepegawalan | Kopegawnian | Kepegawmian |- g danUmum | i
dan Umnm
1 |Melakukan pendataan PNS yang belum memiliki kartu istri (Karis) dan kartu Surat pengantar, Foto Istri/Suami 30 menit konsep berkas usulan
suami (Karsu) dan membuat konsep surat usulan Karis dan Karsu. berwarna Uk, 2x3, fotocopy SK CPNS,
fotocopy SK PNS, fotocopy Buku/Akta
Nikah, Laporan Perkawinan pertama
PNS, Daftar Keluarga PNS
2 |Memverifikasi berkas data pendukung Karis dan Karsu. L konsep berkas usulan 60 Menit konsep berkas usulan
Tidak
3 |Memverifikasi berkas usul Karis dan karsu, mereviu konsep surat usulan Berkas usulan Karis dan Karsu 60 Menit Berkas usulan Karis dan
Karis dan Karsu kemudian memaraf pada surat usulan apabila telah Karsu
menyetujui, /Daﬂ
va WV
Tidak
4 |Mereview konsep surat usulan Karis dan Karsu dan memaraf surat usulan Ya Berkas usulan Karis dan Karsu 15 Menit Berkas usulan Karis dan
apabila telah menyetujui. Karsu
Data
Valid
Ya Tidak
5 |Mereview konsep surat usulan Karis dan Karsu dan memaraf surat usulan Berkas usulan Karis dan Karsu 10 Menit Berkas usulan Karis dan
apabila telah menyetujui. Karsu
I Data
Valid
6 |Mereview dan menandatangani surat usulan Karis dan Karsu. Ya Derkas usulan Karis dan Karsu 10 Menit Berkas usulan Karis dan
Karsu
7 |Mengirim soft file pdf surat usulan Karis dan karsu beserta berkas [ Berkas usulan Karis dan Karsu 20 menit Berkas usulan Karis dan
pendukung ke Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Karsu
Teknologi.
8 |Menerima Karis dan karsu dari Biro SDM Kementerian Pendidikan, Karis dan Karsu 1 hari Karis dan Karsu
Kebudayaan, Riset dan Teknologi. [j
|
|
9 |Menyampaikan Karis dan Karsu kepada PNS. Karis dan Karsu 1 hari Karis dan Karsu
10 | Mengarsipkan foto copy Karis dan Karsu dalam dosir kepegawaian dan Karis dan Karsu 30 Menit Karis dan Karsu




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 003/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

USUL KARTU PEGAWAI

NAMA POS USUL KARTU PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses pembuatan Kartu Pegawai.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USUL KARTU PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku :
] 7 i
U Kepala Biro i
No. Aktivitas Anggota Tim Ketua Tim Perencanaan, | . oooi  pidang
Bidang Bidang Keuangan, |, 3 Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian | Kepegawaian | Kepegawaian |0 go dan Umum
: 3 dan Umum =
I |Melakukan pendataan PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai (Karpeg) Surat pengantar, FFoto berwarna 30 menit Konsep berkas usulan.
dan membuat konsep surat usulan pemrosesan Karpeg, ( ) Uk. 2x3, fotocopy SK CPNS,
fotocopy SK PNS, fotocopy SPMT,
fotocopy STTPL
2 |Memverifikasi berkas data pendukung usulan Karpeg. f[ Konsep berkas usulan 60 Menit Konsep berkas usulan.
3 |Memverifikasi berkas usul Karpeg, mereviu konsep surat usulan Tidak Berkas usulan Kartu Pegawai. 60 Menit Berkas usulan Kartu
pemrosesan Karpeg kemudian memaraf pada surat usulan apabila telah v Pegawai,
menyetujui, . Data
wy
Tidak
4 |Mereview konsep surat usulan Karpeg dan memaraf surat usulan Ya Berkas usulan Kartu Pegawai. 15 Menit Berkas usulan Kartu
apabila telah menyetujui. \ Pegawai.
Data
wid/
Ya Tidak
5 |Mereview konsep surat usulan Karpeg dan memaraf surat usulan Berkas usulan Kartu Pegawai. 10 Menit Berkas usulan Kartu
apabila telah menyetujui. / Pegawai.
Data
Valid
6 |Mereview dan menandatangani surat usulan Karpeg. Ya L Berkas usulan Kartu Pegawai. 10 Menit Berkas usulan Kartu
Pegawai.
7 |Mengirim soft file pdf surat usulan Karpeg beserta berkas pendukung ke Berkas usulan Kartu Pegawai. 20 menit Berkas usulan Kartu
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pegawai.
8 |Menerima Karpeg dari Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kartu Pegawai 1 hari Kartu Pegawai
Riset, dan Teknologi.
9 [Menyampaikan Karpeg kepada PNS. Kartu Pegawai 1 hari Kartu Pegawai
10 |Mengarsipkan foto copy Karpeg dalam dosir kepegawaian dan Kartu Pegawai 30 Menit Kartu Pegawai
mengarsipkan dalam bentuk soft file. C)




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 004/ UN50/ POS/ F.4/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEARCLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ybrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
USUL PENINJAUAN MASA KERJA PNS NAMA POS USUL PENINJAUAN MASA KERJA PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Memahami proses peninjauan masa kerja.

4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USUL PENINJAUAN MASA KERJA PNS

Pelaksana Mutu Bakn
2 Kepala Biro T
No. Aktivitas Anggota Tim Ketua Tim Perencansan, | . .o oektor Bid lang s ) Keterangan
Didang e 2 get, Kenangan dan Umum L ghap i Ont |
Kepegawaian | Kepegawaisn | Kepogawaian : < : a
i A dan Umnm : {

1 |Memverifikasi berkas usul Peninjauan Masa Kerja [PMK) PNS dari unit Surat Pengantar, Legalisir SK 45 menit Konsep berkas usulan Kelengkapan
kerja di UBB kemudian membuat draft surat usulan PMK PNS ke Biro SDM ( J,_ Pengangkatan Pertama, SK administrasi asli
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pemberhentian, dan asli Surat ket. Masa

kerja (pada instansi

Tidak pemerintah/berbadan hukum), asli SK
CPNS dan asli SK PNS, Daftar
rekapitulasi gaji per bulan sejak
pengangkatan pertama scbagai pegawai
totap sampai dengan SPMT CPNS, asli
SK kenaikan pangkat terakhir, asli
ijazah dan transkrip saat melamar CPNS

2 |Memverifikasi berkas usul Peninjanan Masa Kerja (PMK) PNS dari unit Berkas usulan Peninjauan Masa Kerja 30 menit Konsep berkas usulan
kerja di UBB kemudian mereviu draft surat usulan PMK PNS ke Biro SDM (PMK)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memaraf poes Data
surat usulan apabila menyetujui. Valid

3 | Memverifikasi berkas usul Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS dari unit Ya Berkas usulan Peninjauan Masa Kerja 15 menit Konsep berkas usulan =
kerja di UBB kemudian mereviu draft surat usulan PMK PNS ke Biro SDM (PMK)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memaraf
surat usulan apabila menyetujui,

Tidak

4 |Memverifikasi berkas usul Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS dari unit Berkas usulan Peninjauan Masa Kerja 10 menit Konsep berkas usulan =
kerja di UBB kemudian mereviu draft surat usulan PMK PNS ke Biro SDM | (PMEK)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memaraf i Data
surat usulan apabila menyetujui. Valid

5 |Mereview konsep surat usulan usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS Ya Berkas usulan Peninjauan Masa Kerja 10 menit Konsep berkas usulan
dan menandatangani surat usulan apabila telah menyetujui. (PMK)

6 |Mengirim soft file pdf surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS Berkas usulan Peninjauan Masa Kerja 60 menit Konsep berkas usulan =
beserta berkas pendukung ke Biro SDM Kementerian Pendidikan, (PME)

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

7 [Menerima SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS dari Biro SDM Peninjauan Masa Kerja (PMK) 1 hari Surat Keputusan Peninjauan =
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ej Masa Kerja (PMK)

8 |Menyampaikan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS kepada PNS. Peninjauan Masa Kerja (PMK] 1 hari Surat Keputusan Peninjauan -

[:I Masa Kerja (PMK)

9 |Mengarsipkan foto copy SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS dalam dosir Peninjauan Masa Kerja (PMK]) 30 menit Surat Keputusan Peninjauan -

kepegawaian dan mengarsipkan dalam bentuk soft file. @ Masa Kerja (PMK)
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TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH
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Prof. Dr. Ibr
NIP. 198104102012121001

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN PNS

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI

* roa DOSEN PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

1

2.

3.

Memahami proses studi lanjut dosen PNS.

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

L;
2.

Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN PNB

Pelaksana Mutn Bakn
o Aktivitas o cAnggetaTim | Looln ey o .
4 Pegawai Bidang ! -3| :  Waktn Output
Hepegawaian 0% |
1 |Pegawai Dosen PNS yang akan studi lanjut mengajukan ijin
kepada Rektor secara berjenjang melalui Ketua Jurusan/Program
Studi atau atasan langsungnya dan Dekan sebelum mengikuti Permohonan usulan tugas Rl Berkas permohonan
seleksi masuk dan diterima pada Perguruan Tinggi yang dituju. belajar usulan tugas belajar
2 |Pegawai Dosen PNS yang telah dinyatakan diterima pada Program
Studi dan Perguruan Tinggi penyelenggara studi lanjut
mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar kepada Permohonan usulan tugas st Berkas permohonan
Rektor secara berjenjang melalui Ketua Jurusan/Program Studi belajar usulan tugas belajar
dan Dekan.
3 |Menyampaikan usulan studi lanjut kepada Rektor.
Berkas permohonan usulan . Berkas permohonan
o 5 menit 5 7
tugas belajar usulan tugas belajar
4 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Wakil Rektor
Bid Ke dan U i
idang Keuangan dan Umum X ~ . Berkas usulan tugas
Berkas usulan tugas belajar 5 menit i
belajar
"
5 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Kepala Biro
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum. s lan 1 E
B il Berkas usulan tugas belajar 5 menit Bhr&as UapAn IRt
belajar
6 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Ketua Tim
Kerja Bidang Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut. Berkas usunlan tugas
Berkas usulan tugas belajar 5 menit .
belajar
7 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Tim Kerja
Bidang Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut Berkas usulan tugas
Berkas usulan tugas belajar 5 menit =
belajar
8 |Memverifikasi kelengkapan berkas usulan studi lanjut.
y lan tugas
Berkas usulan tugas belajar 40 menit Hor'i«l:ns uswian e
belajar
9 |Membuat draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dan surat Perjanjian
. . s e 4 Berkas usulan tugas
Studi Lanjut. = Berkas usulan tugas belajar 25 menit .
belajar
10 | Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat Tid
E e ; ¥ % 2 ak . . Berkas usulan tugas
Perjanjian Studi Lanjut dan memberikan paraf apabila Data Berkas usulan tugas belajar 15 menit Belai
menyetujuinya. whd/— elajar
11 |Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat Ya Tidak
Perjanjian Studi Lanjut dan memberikan paraf apabila . % Berkas usulan tugas
menyetujuinya. Berkas usulan tugas belajar 10 menit

belajar




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN PNS

Pelaksana Mutn Bakn ,
: ‘ el ek Kepala Biro : : 15 j 1
No. Axtivitas "‘g"“m Ketna Tim Bidang Pe n, Walkil Rektor " Relengkapan Walktn utpat
K " Hepegawaian Kenangan, Bidang Kemangan = 4
12 |Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM u '
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat
Perjanjian Studi Lanjut dan memberikan paraf apabila i 3 Berkas usulan tugas
menyetujuinya. Ya Berkas usulan tugas belajar 10 menit betaiar

&>

Mereview draft surat usulan studi lanjut kepada Biro SDM
Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan surat
Perjanjian Studi Lanjut dan memberikan tandatangan apabila
menyetujuinya.

Ya

Berkas usulan tugas belajar 10 menit

Berkas usnlan tugas
belajar

Mengirim soft file pdf surat usulan studi lanjut PNS beserta
berkas pendukung ke Biro SDM Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Berkas usulan tugas belajar | 60 menit

Berkas usulan tugas
belajar

Kelengkapan
administrasi
asli

Menerima SK studi lanjut PNS dari Bire SDM Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

SK tugas belajar

15 menit

SK tugas belajar

Menyampaikan SK studi lanjut kepada PNS

SK tugas belajar

15 menit

SK tugas belajar

Berkas di scan
Dalam format
pdf

Mengarsipkan foto copy SK studi lanjut PNS dalam dosir
kepegawaian dan mengarsipkan dalam bentuk soft file

]

SK tugas belajar

30 menit

SK tugas belajar

Berkas asli
disimpan di
Fakultas,
sedangkan
berkas soft
copy dalam
format pdf
dikirim ke
Rektorat
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PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN NON PNS

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI

RAMA FOS DOSEN NON PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomeor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses studi lanjut dosen Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




surat Perjanjian Studi Lanjut.

Tidak

Dokumen

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN NON PNS
2 Pelaksana ‘Mutn Bakn
Pw Dekan K dani U; - Heunangan, mdx_uz(' : Bidang Mm 1 Output

1 |Pegawai Dosen Non PNS yang akan studi lanjut Kelengkapan Persyaratan 15 menit Dokumen Usul

mengajukan ijin kepada Rektor secara berjenjang administrasi

melalui Ketua Jurusan/Program Studi atau atasan ‘ '

langsungnya dan Dekan sebelum mengikuti seleksi

masuk dan diterima pada Perguruan Tinggi vang dituju.
2 |Pegawai Dosen Non PNS yang telah dinyatakan diterima Kelengkapan Persyaratan 15 menit Dokumen Usul

pada program studi dan perguruan tinggi penyelenggara administrasi

studi lanjut mengajukan permohonan tugas belajar atau

izin belajar kepada Rektor secara berjenjang melalui

Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan.
3 |Menyampaikan usulan studi lanjut kepada Rektor. Kelengkapan Persyaratan 10 menit Dokumen Usul

administrasi

4 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Wakil Dokumen Usul 2 menit Disposisi

Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
5 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Kepala Dokumen Usul 2 menit Disposisi

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Urnum.
6 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Ketua Dokumen Usul 2 menit Disposisi

Tim Bidang Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut.

__|

7 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Dokumen Usul 2 menit Disposisi

kepada Anggota Tim Bidang Kepegawaian di BPKKU

untuk diteliti lebih lanjut.

e e [ -
8 |Memverifikasi kelengkapan berkas usulan studi lanjut. Dokumen Usul 20 menit Hasil Verifikasi
Kelengkapan Dokumen

9 |Membuat draft surat keputusan ijin studi lanjut dan Hasil Verifikasi Kelengkapan | 15 menit Draft Surat Keputusan ljin

Studi Lanjut dan Surat
Perjanjian Stud Lanjut




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI DOSEN NON PNS

Pelaksana Mutn Baku i
§ f
No. Aktivitas ; Wakil Rektor Bid Ketna Tim Anggota Tim : - e
i Pegawai Rektor, | eILE iy Bidang Bidang Kelengkapan Waldn Output |
w0 Kenangan dan Umum (i i s et ;
e pegaws: Kepeg 5 i
10 [ Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat Draft Surat Keputusan ljin |15 menit Perbaikan dan/atau paral
perjanjian studi lanjut serta memberikan paraf apabila Studi Lanjut dan Surat Persetujuan
menyetujuinya. Perjanjian Stud Lanjut
Tidak Data J
Valid
Ya
11 |Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat Draft Surat Keputusan ljin |10 menit Perbaikan dan/atau paraf
perjanjian studi lanjut serta memberikan paraf apabila Studi Lanjut dan Surat Persetujuan
menyetujuinya. | Data N Perjanjian Stud Lanjut
Valid
Tidak
12 | Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat Ya Draft Surat Keputusan ljin |5 menit Perbaikan dan/atau paraf
perjanjian studi lanjut serta memberikan paraf apabila Studi Lanjut dan Surat Persetujuan
menyetujuinya. Data Perjanjian Stud Lanjut
Valid
13 [Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat — M Draft Surat Keputusan ljin |5 menit Surat Keputusan [jin Studi
perjanjian studi lanjut serta memberikan tanda tangan Studi Lanjut dan Surat Lanjut dan Surat Perjanjian
apabila menyetujuinya. Perjanjian Stud Lanjut Studi Lanjut
14 [Menyampaikan surat keputusan studi lanjut dan surat - Surat Keputusan ljin Studi |10 menit Arsip

perjanjian studi lanjut kepada Pegawai Dosen Non PNS
dan Mengarsipkan foto copy SK studi lanjut pegawai
dosen non PNS dalam dosir kepegawaian dan
mengarsipkan dalam bentuk soft file.

Lanjut dan Surat Perjanjian
Studi Lanjut
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BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 007/UN50/ POS/ F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
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Prof. Dr. 1 ~M.Si
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PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UEB

PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI

HAMA POS TENAGA KEPENDIDIKAN UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

i

P

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60};

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses izin belajar Tenaga Kependidikan.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIEAN UBB
3 Pelaksana Mutu Bakn
; i 1 k ¥ - Wakil Rektor Perencanaan, Ketna Tim
No.| Aktivitas : pinan : TR g e bt s : Keterangan
s 5 Pegawai | b &ﬁ.m:# Rektor idang Keuangan | Keuangan, - Bidang Walktu Ontput e
: dan Umum Kepegawaian | Kepegawaii :
dan Umum 7
1 |Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS yang akan studi lanjut Kelengkapan Dokumen |15 menit Dokumen Usul.
mengajukan ijin kepada Rektor ¢.q. Kepala Biro Perencanaan, Persyaratan.
Keuangan, Kepegawaian dan Umum secara berjenjang melalui
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Umum
dan Keuangan/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Bidang
Ketatausahaan dan Pimpinan Unit Kerja sebelum mengikuti seleksi
masuk dan diterima pada Perguruan Tinggi yang dituju.
2 [Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS yang telah dinyatakan Kelengkapan Dokumen |15 menit Dokumen Usul.
diterima pada program studi dan perguruan tinggi penyelenggara studi Persyaratan.
lanjut mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar kepada
Rektor c.q. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum secara berjenjang melalui Koordinator Kelompok Jabatan |
Fungsional Bidang Administrasi Umum dan Keuangan/Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketatausahaan dan Pimpinan
Unit Kerja.
3 |Menyampaikan usulan studi lanjut kepada Rektor melalui Kepala Biro Kelengkapan Dokumen |15 menit Dokumen Usul.
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum. E Persyaratan.
|
4 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Ketua Tim Bidang - Dokumen Usul 5 menit Disposisi
Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut.
5 |Mendisposisikan surat usulan studi lanjut kepada Anggota Tim Bidang I Dokumen Usul. 5 menit Disposisi.
Kepegawaian untuk diteliti lebih lanjut. J
6 |Memverifikasi kelengkapan berkas usulan studi lanjut. Dokumen Usul. 15 Menit Laporan Hasil
Verifikasi/ceklis.
7 |Membuat draft surat Keputusan Izin Studi Lanjut dan Surat Perjanjian Dokumen usul dan 15 menit Draft surat
Studi Lanjut. Laporan Hasil keputusan ijin studi
Verilikasi/ceklis. lanjut dan surat
Perjanjian Studi
Tidak Lanjut.




PENGAJUAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UBB

Pelaksana Mutu Bakn
- EKepala Biro i
> Wakil Rektor Perencanaan, Ketua Tim Anggota Tim = ; Rete:
No. Aktivitas |Pimpinan Unit = el s : 23 5 ; rangan
Pegawai z Rektor Bidang Keuangan EKeuangan, . Bidang Kelengkapan Wc_hn Qutput
i ¥ dan Umum Kepegawaia Kepegawai B
8 |Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi Draft urat keputusan 15 menit Perbaikan dan atau
lanjut serta memberikan paraf apabila menyetujuinya. ijin studi lanjut dan paraf persetujuan.
surat Perjanjian Studi
Lanjut.
Data
Tidak valid
Ya
9 [Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi Dralt surat keputusan |15 menit Perbaikan dan atau
lanjut serta memberikan paraf apabila menyetujuinya. /\ ijin studi lanjut dan paraf persetujuan.
bata surat Perjanjian Studi
Valid %
\/ Lanjut.
Tidak
10 | Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi Ya Draft surat keputusan |15 menit Perbaikan dan atau
lanjut serta memberikan paraf apabila menyetujuinya. \ ijin studi lanjut dan paraf persetujuan,
Data surat Perjanjian Studi
Valid i
Lanjut.
11 |Mereview draft surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi - —Tva Draft surat keputusan |10 menit Surat keputusan
lanjut serta memberikan tanda tangan apabila menyetujuinya. ijin studi lanjut dan ijin studi lanjut dan
surat Perjanjian Studi surat Perjanjian
Lanjut, Studi Lanjut yang
di tanda tangani.
12 |Menyampaikan surat keputusan studi lanjut dan surat perjanjian studi | Surat keputusan izin 10 menit Tanda Terima dan

lanjut kepada Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS dan
mengarsipkan foto copy Surat Keputusan studi lanjut pegawai dosen
non PNS dalam dosir Kepegawaian dan mengarsipkan dalam bentuk
soft file.

Studi Lanjut dan surat
Perjanjian Studi Lanjut
yang di tanda tangani.

Arsip.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 008/UNS50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DI2AREAN QLER Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.
NIP. 198104102012121001
KENAIKAN GAJI BERKALA NAMA POS KENAIKAN GAJI BERKALA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038},

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

1. Memahami proses kenaikan gaji berkala.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




KENAIKAN GAJI BERKALA

Pelaksana : 2 ] Mutu Baku
e g Bidang Bidang _ Keuangan, ~ Keuangan dan ] - Kelengkapan . Waktu '~ OQutput i
Kepegawaian Kepegawaian | Kepegawaian dan . Umum ! ek G i ; 5
s Umum ]

1 |Mengecek masa kerja dan memilah pegawai yang telah Data Kenaikan Gaji Pegawai 15 menit Rekapitulasi Data Kenaikan Gaji

memenuhi persyaratan untuk diberikan kenaikan gaji Pegawai

berkala (KGB). ( ]
2 |Membuat draft surat keputusan kenaikan gaji berkala. Data Kenaikan Gaji Pegawai 15 menit Draft Surat Keputusan

| Tidak

3 |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft SK, Data Kenaikan Gaji 10 menit Perbaikan Draft atau paraf jika

dan memberikan paraf apabila menyetujuinya. Pegawai dan Peraturan tentang disetujui

o s . Gaji
'Qlid
Tidak

4 |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft SK, Data Kenaikan Gaji S menit Perbaikan Draft atau paraf jika

dan memberikan paraf apabila menyetujuinya. Te Pegawai dan Peraturan tentang disetujui

Data Gaii
o
Tidak
Ya

5 |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft Surat Keputusan 3 menit Perbaikan Draft atau paraf jika

dan memberikan paraf apabila menyetujuinya. disetujui

Data
Valid
Ya

6 |Mereview draft surat keputusan kenaikan gaji berkala Draft Surat Keputusan yang telah |2 menit Surat Keputusan yang di

dan memberikan tanda tangan apabila menyetujuinya. di paraf tandatangani
7 |Menyampaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala ' Surat Keputusan yang di 10 menit Surat Keputusan yang di

kepada pegawai melalui unit kerja dan Mengarsipkan SK tandatangani tandatangani dan Arsip

KGB dalam dosir kepegawaian dan mengarsipkan dalam

bentuk soft file.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 000/ UN50/ POS/ F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHRAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, N
NIP. 198104102012121001

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NON PNS

NAMA POS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NON PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses kenaikan pangkat Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NON PNS

pegawai melalui unit kerja dan mengarsipkan SK Kenaikan
Pangkat pegawai non PNS dalam dosir kepegawaian dan
mengarsipkan dalam bentuk soft file.

tandatangani

Pelaksana Mutu Baku
: y Eepala Biro i
N i Anggota Tim | Ketua Tim | Perencanaan, |_. : = : . i ; s i -
No. - Aktivitas 2 ; : el | Walkil Rektor T e e L Keterangan
: Bidang ~ Bidang ' Keuangan, :{,e intorr %i:‘l'ﬁ | Rektor Kelengkapan Waktu Output { %
Kepegawaian | Kepegawaian | Kepegawaian ng = : | : i
i dan Umum ; |
1 [Mengecek masa kerja dan memilah pegawai Non PNS yang Data Kenaikan Pangkat Pegawai 15 menit Data Kenaikan Pangkat
telah memenuhi persyaratan untuk diberikan kenaikan Pegawai
pangkat (KP). { ’
2 [Membuat draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Data Kenaikan Pangkat Pegawai 15 menit Draft Surat Keputusan
Non PNS. E'——] dan Peraturan Tentang Gaji
Tidak
3 |Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Draft Surat Keputusan dan 10 menit Perbaikan Draft Surat
non PNS dan memberikan paraf apabila menyetujuinya. /\ Peraturan tentang Gaji Keputusan atau paraf jika
- Jata Surat Keputusan disetujui
Tidak
4 [Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Draft Surat Keputusan yang telah | 10 menit Perbaikan Draft Surat
non PNS dan memberikan paraf apabila menyetujuinya. Ya /\ di paral Ketua Tim dan Peraturan Keputusan atau paral jika
s Data tentang Gaji Surat Keputusan disetujui
&
Tidak
5 |Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Draft Surat Keputusan yang telah |3 menit Perbaikan Draft Surat
non PNS dan memberikan paraf apabila menyetujuinya. Ya di paral Ketua Tim dan Kepala Keputusan atau paraf jika
/Data Biro Surat Keputusan disetujui
Valid
6 |Mereview draft surat keputusan kenaikan pangkat pegawai Draft Surat Keputusan yang telah |2 menit Surat Keputusan yang di
non PNS dan memberikan tanda tangan apabila Ya di paraf Ketua Tim, Kepala Biro tandatangani
menyetujuinya. dan Wakil Rektor
1 .
7 |Menyampaikan surat keputusan kenaikan pangkat kepada Surat Keputusan yang telah di 15 menit Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 010/UNS50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

KENAIKAN PANGKAT PNS

NAMA POS KENAIKAN PANGKAT PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses kenaikan pangkat PNS.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




KENAIKAN PANGKAT PNS
32 Pelaksana Mutu Baku
No. Altivitas Anggota Tim | Ketua Tim Perencanaan, Walkil Rekt ' Bidang S it : :  Keterangan
. AR L BUDE R e R An e A Vs Rektor ‘Kelenghkaps Wk PR
Kepegawaian | Kepeg n | Kepeg i = 2 i
; dan Umum \
1 |Mengecek masa kerja dan memilah pegawai yang telah memenuhi Data Pegawai, kelengkapan 15 menit Rekapitulasi Data usul
persyaratan untuk diberikan kenaikan pangkat (KP). persyaratan adiministrasi pegawai Kenaikan Pangkat
{ ' yang mengusulkan dari unit kerja
2 |Membuat draft surat usulan kenaikan pangkat ke Biro SDM Rekapitulasi Data usul Kenaikan |20 menit Draft Surat Usul Kenaikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Pangkat pangkat
Y 4 jid
ditandatangani Rektor dan menyiapkan berkas pendukungnya. ]
Tidak
3 |Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDM Draft surat usul kenaikan 15 menit Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan /\ pangkat dan Peraturan tentang persetujuan /parafl draft surat
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya untuk Data s Gaji usul
ditandatangani Rektor dan meneliti kembali berkas Y’V
fuki ra.
pendukungnya Tidak
4 |Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDM Draft surat usul kenaikan 10 menit Perbaikan atau
pang Ya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pangkat dan Peraturan tentang persetujuan/paraf draft surat
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya untuk D‘N Gaji usul
ditandatangani Rektor dan meneliti kembali berkas o Valia/‘
pendukungnya. Sk
al
5 |Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDM Draft surat usul kenaikan 5 menit Perbaikan atau
pang "
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan # pangkat dan Peraturan tentang persetujuan/parafl draft surat
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Aga Gaji usul
Valid
6 |Mereview draft surat usulan kenaikan pangkat PNS ke Biro SDM — Draft surat usul kenaikan 3 menit Surat Usul Kenaikan Pangkat
pang !
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan e pangkat dan Peraturan tentang yang telah di tandatangani
memberikan tanda tangan apabila telah menyetujuinya. Gaiji
7 |Memindai surat usulan kenaikan pangkat PNS beserta berkas Surat Usul Kenaikan Pangkat 10 menit Hasil pindai arsip digital
pendukungnya untuk disampaikan kepada Biro SDM Kementerian yang telah di tandatangani
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8 |Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat PNS beserta berkas Surat Usul Kenaikan Pangkat 5 menit tanda terima
pendukungnya untuk disampaikan kepada Biro SDM Kementerian yang telah di tandatangani
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. |
9 |Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan menyampaikan kepada Surat Usul Kenaikan Pangkat 10 menit Arsip

PNS melalui unit kerjanya dan Mengarsipkan SK Kenaikan
Pangkat dalam dosir kepegawaian dan mengarsipkan dalam
bentuk soft file.

yang telah di tandatangani




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGEKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 011/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrah g
NIP. 198104102012121001

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS S.D. PANGKAT PENATA TINGKAT I

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS

NAMA.FOB S.D. PANGKAT PENATA TINGKAT I

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung,

1. Memahami proses inpassing golongan 3.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS S.D. PANGKAT PENATA TINGKAT I

Pelaksana Mutu Baku
> Kepala Biro 52
No. Aktivitas Wakil Rektor Bid Perencanaan, Ketua Tim Anggota Tim : i
; X SE Kelengkapan aktu Output
Dosen U Kxennpn, . Bidang Bidang ‘ _ Wi tpu
’ ~ Kepegawaian | Kepegawaian | Kepegawaian
; dan Umum S :
1 |Menerima SK JJA dari TPAK. SK JJA dari TPAK Universitas |10 menit SK JJA dari TPAK
telah di tandatangani. Universitas telah di
‘ l tandatangani
2 [Mengajukan usul inpassing kepada Dekan secara Dokumen Kelengkapan 15 menit Surat Usul
berjenjang melalui jurusan dengan diserta berkas Persyaratan Adminsitrasi.
pendukungnya. ‘
3 |Mengajukan usul inpassing kepada Rektor diserta Surat Usul dan Dokumen 10 menit Surat Usul kepada
berkas pendukungnya. Kelangkapan Persyaratan Rektor
Administrasi.
4 [Mendisposisikan usulan inpassing kepada Wakil Surat Usul dan Dokumen 5 menit Disposisi
Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi.
5 [Mendisposisikan usulan inpassing kepada Kepala Surat Usul, Dokumen 5 menit Disposisi
Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Kelangkapan Persyaratan
Umum. Administrasi, dan Disposisi,
6 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Ketua Surat Usul, Dokumen 5 menit Disposisi
Tim Bidang Kepegawaian. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi.
o
7 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Anggota Surat Usul, Dokumen 5 menit Disposisi
Tim Bidang Kepegawaian, BPKKU untuk diproses. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi.
1
8 [Meneliti berkas usulan inpassing. Surat Usul, Dokumen 15 menit Ceklis Kelengkapan
- Kelangkapan Persyaratan Berkas
Administrasi, dan Disposisi.




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS S.D. PANGKAT PENATA TINGKAT I

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Wakil Rel Bidang | Ferencanaan, li;tua.ﬂm An_gngot_a'ﬂm ; s Ourg . Keterangan
£ Keuangan idang idang Kelengkapan
Keuangan dan Umum . K i 3 K ; : ; hu
dan Umum :

9 |Memproses draft surat keputusan inpassing dan Surat Usul, Dokumen 15 menit Draft Surat Keputusan
menyampaikan kepada Ketua Tim Bidang Kelangkapan Persyaratan Inpassing
Kepegawaian untuk direview. Administrasi, dan Disposisi.

Tidak h

10 [Mereview draft surat keputusan inpassing dan Draft Surat Keputusan 10 menit Perbaikan atau
meneliti kelengkapan berkas pendukungnya serta Ya Inpassing. persetujuan/parafl
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Ata Draft Surat Keputusan

< Valid Inpassing
Tidak \ /

11 |Mereview draft surat keputusan inpassing dan va Draft Surat Keputusan 10 menit Perbaikan atau
meneliti kelengkapan berkas pendukungnya serta /\ Inpassing yang telah di paraf persetujuan/parafl
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. 3":': Ketua Tim. Draft Surat Keputusan

\/ Inpassing
Tidak

12 |Mereview draft surat keputusan inpassing dan Draft Surat Keputusan 5 menit Perbaikan atau
meneliti kelengkapan berkas pendukungnya serta \ 2L Inpassing yang telah di paraf persetujuan/paraf
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. 5“:: Ketua Tim dan Kepala Biro Draft Surat Keputusan

o Inpassing

13 |Mereview draft surat keputusan inpassing dan ¥ Draft Surat Keputusan 3 menit Surat Keputusan yang
memberikan tanda tangan apabila telah ! Inpassing yang telah di paraf telah di tandatangani
menyetujuinya. Ketua Tim, Kepala Biro dan

Wakil Rektor

14 |Menyampaikan surat keputusan inpassing kepada } Surat Keputusan yang telah di [ 10 menit Arsip
pegawai dosen non PNS melalui unit kerja dan tandatangani
Mengarsipkan SK inpassing pegawai dosen non PNS
dalam dosir kepegawaian dan mengarsipkan dalam
bentuk soft file.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 012/UN50/ POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS GOL 4

NAMA POS

USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS
GOL 4

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses inpassing gol 4.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

2. Alat Tulis Kantor.

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS GOL 4

Peliksana Mutu Baku i
2 T
; - Kepala Biro H &
Wakil Rektor > X |
No. Aktivitas ] Bid Perencanaan, Ketua Tim | Anggota Tim ST i Keterangan
Dosen Rektor K nd Keuangan, i Bidang Bidang Kelengkapan Waktu Output
] U Kepegawaian dan | Hepegawai: Kepegawai . i
mum ==l 3 [
: : Umum i
1 |Menerima SK JJA dari TPAK. SK JJA dari TPAK Universitas | 10 menit [SK JJA dari TPAK
( ) telah di tandatangani Universitas telah di
tandatangani
2 |Mengajukan usul inpassing kepada Dekan secara berjenjang Dokumen Kelengkapan 15 menit |Surat Usul
melalui jurusan dengan diserta berkas pendukungnya. Persyaratan Adminsitrasi
3 [Mengajukan usul inpassing kepada Rektor diserta berkas Surat Usul dan Dokumen 10 menit |Surat Usul kepada
pendukungnya. Kelangkapan Persyaratan Rektor
Administrasi
4 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Wakil Rektor Surat Usul dan Dokumen S menit |Disposisi
Bidang Umum dan Keuangan. Kelangkapan Persyaratan
Ej Administrasi
5 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Kepala Biro Surat Usul, Dokumen 5 menit |Disposisi
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Kelangkapan Persyaratan
I:j Administrasi, dan Disposisi
6 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Ketua Tim Bidang Surat Usul, Dokumen S menit | Disposisi
Kepegawaian. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi
e s
7 |Mendisposisikan usulan inpassing kepada Anggota Tim Surat Usul, Dokumen S5 menit | Disposisi
Bidang Kepegawaian, BPKKU untuk diproses. Kelangkapan Persyaratan
Administrasi, dan Disposisi.
8 |Meneliti berkas usulan inpassing. =] Surat Usul, Dokumen 15 menit |Ceklis Kelengkapan
Kelangkapan Persyaratan Berkas
Administrasi, dan Disposisi.
9 | Memproses draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM Ceklis Kelangkapan Berkas 15 menit |Draft Surat Usul
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Dokumen Usul. Inpassing
dan menyampaikan kepada Koordinator Jabatan Fungsional
Bidang Kepegawaian untuk direview dengan dilengkapi |
berkas pendukungnya. Tidak




USULAN INPASSING PEGAWAI DOSEN NON PNS GOL 4

Pelaksana Mutu Baku
s Kepala Biro i
No.| Aktivitas : . - v n“n! 5 Perencanaan, ~Ketua Tim | Anggota Tim ; = Heterangan
A Dosen Dekan. Rektor Vi ~ Eeuangan, . Bidang - Bidang Helengkapan Waktu Output | 7
: $ = "Ulg 5 Kepegawaian dan | Kepegawaian | Kepegawainn £ = ;
Umum *

10 [Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM Draft Surat Usul Inpassing. 10 menit |Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pf:rselujuan/paral'. Draft
beserta berkas pendukungnya dan memberikan paraf Surat Usul Inpassing
apabila menyetujuinya. Data

Tidai1 Valid
Ya

11 |Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM " Draft Surat Usul [npassing 10 menit |Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi D”N N vang telah di paraf Ketua Tim Persctujuan/paraf Draft
beserta berkas pendukungnya dan memberikan paraf Valid Surat Usul Inpassing
apabila menyetujuinya.

Tidak

12 | Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM Draft Surat Usul Inpassing S menit |Perbaikan atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi n yvang telah di paraf Ketua Tim Persetujuan/paraf Draft
beserta berkas pendukungnya dan memberikan paraf VD“I'; dan Kepala Biro Surat Usul Inpassing
apabila menyetujuinya. a

13 | Mereview draft surat usulan inpassing kepada Biro SDM —=a % Draft Surat Usul Inpassing 3 menit |Surat Usul Inpassing
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2 yang telah di paraf Ketua Tim, yang telah di
dan memberikan tanda tangan apabila menyetujuinya. Kepala Biro, dan Wakil Rektor tandatangani

- h - Surat Usul Inpassing yang 10 menit  |Arsip

Menyampaikan surat keputusan inpassing kepada pegawai
dosen non PNS melalui unit kerja dan Mengarsipkan SK
inpassing pegawai dosen non PNS dalam dosir kepegawaian
dan mengarsipkan dalam bentuk soft file.

telah di tandatangani




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 013/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN [2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

USUL KEBUTUHAN ASN

NAMA POS USUL KEBUTUHAN ASN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul kebutuhan CPNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USUL EEBUTUHAN ASN
= : e Pelaksana ‘Mutu Bakn
- : ; Perencanaan, Eetua Tim | Anggota Tim et : i :
No.| Aktivitas Pimpinan U : Bidang t L s ! ' Heterangan
Kezja = Be | Renangandan flecssgan, e Ridang. b Hileng Eepgkapaa el SuE :
Umum -
1 |Mengusulkan formasi pengadaan CPNS/PPPK kepada Data Kebutuhan dari unit kerja, 20 menit Rekapitulasi Kebutuhan
Rektor setelah memperoleh surat pemberitahuan adanya Peta Jabatan Universitas, Analis CPNS/PPPK.
pengadaan CPNS/PPPK. Kebutuhan Beban Kerja.
—
2 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS kepada Surat Usul Kebutuhan dari Unit 10 menit Disposisi.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kerja.
3 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS/PPPK Surat Usul Kebutuhan dari Unit S menit Disposisi.
kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Kerja,
dan Umum,
4 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS/PPPK Surat Usul Kebutuhan dari Unit 5 menit Disposisi.
kepada Ketua Tim Bidang Kepegawaian. Kerja.
5 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan CPNS /PPPK Surat Usul Kebutuhan dari Unit 5 menit Disposisi.
kepada Anggota Tim Bidang Kepegawaian BPKKU. Kerja.
6 |Memproses draft usulan formasi CPNS/PPPK kepada Biro Surat Usul Kebutuhan dari Unit 15 menit  [Draft Usulan kebutuhan |per kebutuhan
SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kerja, Peta Jabatan Universitas, PNS/PPPK.
Teknologi. [ I Analis Kebutuhan Beban Kerja.
Tidak
7 |Mereview draft surat usulan formasi CPNS/PPPK kepada Draft Surat Usul Kebutuhan dari 10 menit  |Perbaikan atau
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Unit Kerja, Peta Jabatan persetujuan/paraf Surat
Teknologi dan memberikan paraf apabila telah Val: Ya Universitas, Analis Kebutuhan usul kebutuhan
menyetujuinya. i \ / Beban Kerja. CPNS/PPPK.
8 |Mereview draft surat usulan formasi CPNS/PPPK kepada Draft Surat Usul Kebutuhan yang 10 menit Perbaikan atau
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Data Ya telah di paraf Ketua Tim. persetujuan/paraf Surat
Teknologi dan memberikan paraf apabila telah — valid usul kebutuhan

menyetujuinya.

Tidak

CPNS/PPPK.




USUL KEBUTUHAN ASN

Pelaksana ‘Mutu Baku
_ wekn .| EemERE |
No. Pia U : : erencanaan, = e :
: imph Rektor | o - Keuangan, Eelengkapan Waktu Output
sl ! i Umu Knpe_gm v ian dan | ! ‘ : :
i Umum : !
9 |Mereview draft surat usulan formasi CPNS/PPPK kepada Draft Surat Usul Kebutuhan yang 5 menit Perbaikan atau
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan telah di paraf Ketua Tim dan persetujuan/paraf Surat
Teknologi dan memberikan paraf apabila telah Kepala Biro. usul kebutuhan
menyetujuinya. " CPNS/PPPK.
Data a
Valid
10 [Mereview draft surat usulan formasi CPNS/PPPK kepada === Draft Surat Usul Kebutuhan yang 3 menit Surat Usul yang telah di
Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan telah di paraf Ketua Tim, Kepala tandatangani.
Teknologi dan memberikan tanda tangan apabila telah Biro, dan Wakil Rektor.
menyetujuinya. Ya
11 [Memproses surat usulan formasi yang telah ditandatangani Surat Usul yang telah di 3 menit Tanda terima dan Arsip.

Rektor dan menyampaikan kepada Biro SDM Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi melalui
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PAN dan RB dan
Memindai surat usulan dan mengarsipkan.

tandatangani.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 014/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
PENGADAAN ASN NAMA POS PENGADAAN ASN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1. Memahami proses pengadaan PNS.

Indonesia Nomor 4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

i8]

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETEREKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENGADAAN ASN

Pelak i Mutu Baku i
g Kepala Biro ! 25 | e
No. Aktivitas : 2 Bidang Pengadaan : : Keterangan
; Rektor Bidang Keuangan Keuangan, Ke;“: B e Ti‘::‘m ‘UBB HKelengkapan Waktu Output i
: dan Umum Kepegawaian dan 2 A : ;
Umum : :

1 |Menerima formasi pengadaan CPNS dari Penetapan Formasi CPNS 10 menit Disposi Pembentukan Tim
Kementerian dan membentuk tim oleh Kementerian. Pengadaan CPNS,

Pengadaan CPNS UBB.

2 |Menyusun draft SK Tim Pengadaan CPNS L Penetapan Kebutuhan 10 menit Draft SK TIM Pengadaan
UBB. CPNS oleh Kementerian, CPNS UBB.

data pejabat unit kerja
Tidak L terkait.

3 |Merview draft SK Tim Pengadaan CPNS Draft SK TIM Pengadaan S menit Perbaikan atau
UBB dan memberikan paraf apabila telah Tidak CPNS UBB. persetujuan/paraf Draft SK
menyetujuinya. Afa TIM Pengadaan CPNS UBB.

,wV

4 |Merview draft SK Tim Pengadaan CPNS Draft SK TIM Pengadaan 5 menit Perbaikan atau
UBB dan memberikan paraf apabila telah Ya CPNS UBB yang telah di persetujuan/ paraf Draft SK
menyetujuinya. Da!a\ paraf Kepala Biro. TIM Pengadaan CPNS UBB.

Valid

5 |Merview draft SK Tim Pengadaan CPNS M— Draft SK TIM Pengadaan 3 menit SK TIM Pengadaaan CPNS
UBB dan memberikan tanda tangan Ya CPNS UBB yang telah di UBB.
apabila telah menyetujuinya. paraf Kepala Biro dan

Wakil Rektor.

6 |Mempersiapkan perangkat yang L ] Daftar kebutuhan 1-2 hari Perlengkapan Pengadaan
dibutuhkan untuk pelaksanaan Test perlengkapan yang seleksi CPNS.
Pengadaan CPNS UBB. digunakan dalam scleksi

CPNS.

7 |Melakukan seleksi administrasi pendaftar Daftar peserta dan 10 menit Hasil Seleksi Administrasi  |Per pelamar
seleksi pengadaan CPNS UBB. dokumen kelengkapan CPNS,

melalui aplikasi.

8 |Melaksanakan seleksi pengadaan CPNS Ketentuan dan pedoman 30 menit Hasil Seleksi CPNS Sesuai ketentuan
UBB sesuai jadwal yang ditentukan oleh berdasarkan peraturan peraturan yang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, yang berlaku. berlaku
Riset dan Teknologi.

— i
9 Pengumuan akhir seleksi 10 menit Pengumuman hasil seleksi

Menerima pengumuman kelulusan
pengadaan CPNS UBB.

CPNS oleh Kementerian.

CPNS.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

sanct”
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 015/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

e Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

REKRUITMEN NON ASN

NAMA POS REKRUITMEN NON ASN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60};

w

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

9

1. Memahami proses rekruitmen Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




REKRUITMEN NON ASN

Pelnksana D Mutu Baku
No. Aktivitas P Unit Bid Perencanaan, Ketua Tim | Anggota Tim | Tim Pengadaan Tk 4 Eeterangan
U e Kepegawaian dan Hepegawail Kepegawai UBB

1 |Mengusulkan formasi pengadaan Pegawai Non ASN Data Kebutuhan dari unit 20 menit Rekapitulasi -
kepada Rektor setelah memperoleh surat kerja, Peta Jabatan Kebutuhan CASN.
pemberitahuan adanya pengadaan Pegawai Non ASN. Universitas, Analis

Kebutuhan Beban Kerja.

2 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pegawai Surat Usul Kebutuhan dari 10 menit Disposisi. )
Non ASN kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Unit Kerja.

Keuangan.

3 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pegawai Surat Usul Kebutuhan dari 5 menit Disposisi. =
Non ASN kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Unit Kerja.

Kepegawaian dan Umum.

4 |Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pegawai | Surat Usul Kebutuhan dari 5 menit Disposisi. -
Non ASN kepada Ketua Tim Bidang Kepegawaian. . Unit Kerja.

L

5 [Mendisposisikan usulan formasi pengadaan Pegawai Surat Usul Kebutuhan dari 5 menit Disposisi. -
Non ASN kepada Anggota Tim Bidang Kepegawaian Unit Kerja.

BPKKU. E:

6 |Merekap seluruh usulan formasi dan membuat draft Surat Usul Kebutuhan dari 10 menit Rekapitulasi per unit kerja
pengumuman penerimaan Pegawai Non ASN. Unit Kerja. Kebutuhan Pegawai

—I_l | dan Draft
Pengumuman
Tidak Pengadaan Pegawai
non ASN.

7 [Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Rekapitulasi Kebutuhan 15 menit Perbaikan atau <
ASN dan memberikan paral apabila telah Pegawai dan Draft persetujuan/parafl
menyetujuinya. Ya Pengumuman Pengadaan Draft Pengumuman

Pegawai non ASN. Pengadaan Pegawai
TiHak non ASN,




REKRUITMEN NON ASN

Pelaksana ] Mutu Baku
: (i 7 | 1 §
| S Kepala Biro § : f y } o
= ‘Wakil Rektor 2 ¢ 3 : 4 i
] 7 Perencanaan, Ketua Tim Tim | Tim Pengadaan i :
No. Aktivitas Pimpinan Unit oLl Bidang i M“mm, : 1 mon ASN Halongkapan " Waktu Output STIEERTIAD
Kerja g Eeuangan dan He i = UBB : g
Umum Lo
8 |Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Rekapitulasi Kebutuhan 10 menit Perbaikan atau
ASN dan memberikan paraf apabila telah Pegawai dan Draft persetujuan/paraf
menyetujuinya. Pengumuman Pengadaan Draft Pengumuman
Pegawai non ASN yang telah Pengadaan Pegawai
Tidak di paraf Ketua Tim. non ASN.
9 |Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Ya Rekapitulasi Kebutuhan 5 menit Perbaikan atau
ASN dan memberikan paraf apabila telah Data Pegawai dan Draft persetujuan/paraf
menyetujuinya. valid Pengumuman Pengadaan Draft Pengumuman
Pegawai non ASN yang telah Pengadaan Pegawai
di paraf Ketua Tim dan non ASN.
| — Kepala Biro.
10 |Mereview draft pengumuman penerimaan Pegawai Non Ej va Rekapitulasi Kebutuhan 3 menit Pengumuman
ASN dan memberikan Tandatangan apabila telah Pegawai dan Draft Pengadaan Pegawai
menyetujuinya. Pengumuman Pengadaan non ASN yang telah
Pegawai non ASN yang telah ditandatangani.
di paraf Ketua Tim, Kepala
Biro dan Wakil Rektor.
11 |Mengumumkan penerimaan Pegawai Non ASN melalui Pengumuman Pengadaan 5 menit Pengumuman
website UBB. Pegawai non ASN yang telah Pengadaan Pegawai
ditandatangani. non ASN.
12 |Memindai pengumuman penerimaan Pegawai Non ASN Pengumuman Pengadaan 2 menit Arsip.
dan mengarsipkan. Pegawai non ASN yang telah
ditandatangani.
13 |[Menyusun draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Penetapan Kebutuhan Non 10 menit Draft SK TIM
UBB. ASN oleh Kementerian, data Pengadaan Non ASN.
pejabat unit kerja terkait.
Tidak
14 [Mereview draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Draft SK TIM Pengadaan Non 5 menit Perbaikan atau
UDB dan memberikan paraf apabila telah Data ASN. persetujuan/parafl
menyetujuinya. [rt— Valid —— Draft SK TIM
Tidak Pengadaan Non ASN.
15 |Mereview draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Draft SK TIM Pengadaan Non 5 menit Perbaikan atau
UBB dan memberikan paraf apabila telah 2 Ya ASN yang telah di paraf persetujuan/paral
menyetujuinya. valid — - Kepala Biro. Draft SK TIM
Pengadaaan Non ASN.
-
16 |Mereview draft SK Tim Pengadaan Pegawai Non ASN Draft SK TIM Pengadaan Non 3 menit SK TIM Pengadaaan
Ya Non ASN yang telah

UBB dan memberikan tanda tangan apabila telah
menyetujuinya.

ASN yang telah di paraf

Kepala Biro dan Wakil Rektor.

ditandatangani.




REKRUITMEN NON ASN

Pelak ? : Mutu Baku
No. Aktivitas Pimpi Unit ; Bid Perencanaan, - Ketna Tim Anggota Tim | Tim Pengadaan i Keterangan
: Rexj Rektor i Eeuangan, Bidang Bidang pegawai non ASN Eelengkapan Waktu Output
o ; ; Ummg Kepegawaian dan Kepegawaian | Eepegawaian | UBB i :
: i i Umum :
17 [Mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk . Daftar Kebutuhan 1-2 hari Perlengkapan ] -
pelaksanaan Test Pengadaan Pegawai Non ASN UBB. perlengkapan yang Pengadaan Seleksi Non
digunakan dalam seleksi Non ASN.
1™
18 |Melakukan seleksi administrasi pendaftar test Daftar peserta dan dokumen 10 menit Hasil Seleksi -
pengadaan Pegawai Non ASN UBB. kelengkapan secara manual Administrasi Non ASN.
ataupun melalui aplikasi,
19 |Melaksanakan test pengadaan Pegawai Non ASN UBB Ketentuan dan pedoman 30 - 45 menit |Hasil Seleksi per peserta
sesuai jadwal yang ditentukan. berdasarkan peraturan yang Pengadaan pegawai
berlaku. Non ASN
[
20 |Menerima hasil test dari Tim Pengadaan Pegawai Non Hasil seleksi pengadaan 5 menit Hasil Seleksi -
ASN UBB. pegawai Non ASN, Pengadaan Pegawai
Non ASN
21 |Membuat draft pengumuman kelulusan, Hasil seleksi pengadaan 15 menit Draft Pengumuman =
E pegawai Non ASN. Kelulusan,
T
Tidak
22 |Mereview draft pengumuman kelulusan dan Draft Pengumuman 10 menit Perbaikan atau -
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Kelulusan yang telah diparaf persetujuan /paraf
Data | va Ketua Tim. Draft Pengumuman
whd Kelulusan.
Tidak
23 | Mereview draft pengumuman kelulusan dan Draft Pengumuman 5 menit Perbaikan atau =
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Ya Kelulusan yang telah di paraf persetujuan/paraf
e Data el Ketua Tim dan Kepala Biro. Draft Pengumuman
Valid Kelulusan.
Ya
24 |Mereview draft pengumuman kelulusan dan Draft Pengumuman 3 menit Pengumuman =
memberikan tanda tangan apabila telah Kelulusan yang telah di paraf Kelulusan yang telah
menyetujuinya. Ketua Tim, Kepala Biro dan ditandatangani.
Wakil Rektor.
- S s
25 |Mengumumkan hasil test pengadaan Pegawai Non Pengumuman Kelulusan yang 3 menit Publikasi =
ASN UBB melalui website UBB. telah di tandatangani. Pengumuman.
P S i als PSP u |
26 |Mengadministrasikan berkas yang berkaitan dengan Pengumuman Kelulusan yang 3 menit Arsip. -
pengadaan Pegawai Non ASN UBB. telah ditandatangani.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

@
s 8, ANG*}
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 016/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

iSRRG Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

REKRUITMEN PEGAWAI

NAMA POS REKRUITMEN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses rekruitmen Non PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




REKRUITMEN PEGAWAI

kebutuhan ASN dan Mendisposisikan kepada Wakil
Rektor Bidang Keuangan dan Umum.

SDM Kemdikbudristek

Mutu Bakn
Aktivitas Perencanaan, : e | § ;
naan, ] : : Sy Keterangan
e Keuangan, Ketna Tim Bidang : itmen & ._ : e W on an
dan Umum i
Menerima surat permintaan dari Biro SDM Surat permintaan rencana
Kemdikbudristek tentang penyusunan rencana kebutuhan ASN dari Biro 20 menit Disposisi =

(5]

Membuat surat edaran ke fakultas/ unit kerja
tentang rencana kebutuhan.

Surat edaran rencana
kebutuhan ASN.

15 menit

Surat Edaran

Menerima usulan rencana kebutuhan pegawai ASN
berdasarkan buzzeting.

Surat Usul rencana
kebutuhan ASN dari Unit
Kerja.

15 menit

Surat usul

Menyusun rencana kebutuhan buzzeting Universitas
sesuai dengan usulan unit kerja.

Rencana Kebutuhan ASN

3 Hari

Buzzeting rencana usul)

Membuat surat pengantar ke Biro SDM
Kemdikbudristek.

Surat Usul Rencana Usul
Kebutuhan ASN.

15 Menit

Surat Usul

Mereview draft surat pengantar dan rencana
kebutuhan buzzeting dan memberikan paraf apabila
telah menyetujuinya.

B

Surat Usul Rencana Usul
Kebutuhan ASN.

10 menit

Rekapitulasi
Kebutuhan Pegawai
dan Draft
Pengumuman
Pengadaan Pegawai
non ASN.

per unit kerja

Mereview draft surat pengantar dan rencana
kebutuhan buzzeting dan memberikan paraf apabila
telah menyetujuinya.

Ya

Surat Usul Rencana Usul
Kebutuhan ASN.

10 menit

Perbaikan atau
persetujuan/paraf
Draft Pengumuman
Pengadaan Pegawai
non ASN.

Mereview draft surat pengantar dan rencana
kebutuhan buzzeting dan memberikan tanda tangan
apabila telah menyetujuinya.

Surat Usul Rencana Usul
Kebutuhan ASN.

10 menit

Perbaikan atau
persetujuan/paraf
Draft Pengumuman
Pengadaan Pegawai
non ASN.

Mengirimkan softcopy rencana kebutuhan ke Biro
SDM Kemdikbudristek melalui SINDE dan Aplikasi
dari Biro SDM Kemdikbudristek dan Mengarsip.

Surat Usul Rencana Usul
Kebutuhan ASN.

5 menit

Perbaikan atau
persetujuan/paraf
Draft Pengumuman
Pengadaan Pegawai
non ASN.




REKRUITMEN PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
o | Wakil Rektor | Pﬁ’“‘mm ! : el i i Tim Panitia : i _ e :
No. Aktivitas : | Bidang | . = Kotua Tim Bidang | “76E0t Biro 6DM Rekmitmen & 1 Calon k ‘ £2 Heterangan
it E § ! : - 2 Output :
: Rektor R : Kenangan, X i Bidang : . Seleksi - ASN wm Waktn Jutpu 2
mum PogaR RER Eemdikbudristek
i dan Umnm
Surat Usul Rencana Usul Pengumuman
10 Menerima surat usul rencana Kebutuhan ASN dan Kebutuhan ASN dan Surat 20 menit Pengadaan Pegawai I
pengumuman seleksi calon ASN . Pengumuman pelaksanaan non ASN yang telah
Calon ASN. ditandatangani.
Merioeii l‘.)e“em]‘m“ formasi dari Biro Pengumuman Pengadaan Pengumuman
11 8DM hemmkl?"d riatele tentang PRI L AN Pegawai non ASN yang telah 10 menit Pengadaan Pegawai =
kebutuhan ASN dan Mendisposisikan kepada Wakil Aiiora et non ASN
Rektor Bidang Keunangan dan Umum. gan. '
Pembentukan Panitia Seleksi pegawai | I Draft Tim Selcksi Pegawai . E
12 ASN untuk SKB dan Wawancara. - ASN 3% Arsp;
|
13 Membuat pengumuman penerimaan :ng‘:i:l;\n;:n“ﬁe:;nmaan 20 menit Draft SK TIM
' |pegawai ASN lingkup Universitas Bangka Belitung, {Jrﬁ:’:ersim; Bangka %eiilung B Pengadaan Non ASN.
|
Perbai t
Menyebarkan pengumuman keseluruh Pengumuman penerimaan lpl);:ﬁlai,'np::\mf
14 |fakultas/unit kerja. Papan Informasi & pegawai ASN lingkup 10 menit Tg:‘ﬂn S;{ TIM
Website Universitas Bangka Belitung, Universitas Bangka Belitung, Pengadaan Non ASN
— 1
Perbaikan atau
15 Proses pendaftaran online di Dokrien kelc.]uglkapan . it persetujuan/paraf
| Kemdikburistek sec:la.ria mmlli:n“ﬂ atiphn = ment Draft SK TIM
MR ApEen Pengadaaan Non ASN,
I
i 2 Daftar peserta dan dokumen SK TIM Pengadaaan
16 gsﬂ;v:ll;l{::a:)lfla?rtas lamaran CPNS Ej kelengkapan secara manual 5 Hari Non ASN yang telah -
e ataupun melalui aplikasi ditandatangani.
Perlengka;
17 Mengumumkan hasil verifikasi seleksi Pengumuman Hasil Seleksi 3 e P;;Lnﬁamm;leksi Noxi |-
administrasi melalui Website Kemdibudristek Administrasi ASN&E
E,:I T . Hasil Seleksi
18 [ Panitia mencetak daftar hadir Es’;w hadir pessrtel calon 30 menit l\i::linizt?-asil Non ASN
F: Hasil Seleksi
19 | Pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (CAT) :ggﬂr hadir peserta calon 3 Hari Pengadaan pegawai per peserta
Non ASN
—_—
: v Hasil Seleksi
20 | Mengumumbkan hasil CAT melalui website 2::’;‘ SHIGkELCAT pengadann 30 menit Pengadann Pegawai
et Non ASN




REKRUITMEN PEGAWAI

Pelaksana Mutn Bakn
- Wakil Rektor | SoPela Biro 15 2 Tim Panitia : ;
No. Aktivitas Bidang Hetua Tim Bidang = Biro SDM Rekmitmen & | Pelamar / Calon - Walk ot
: Kenangan dan K aang l’ Kepegawaian K iui Kemdibudristek Seleksi ASN = ghay Yot
mum : Kemdikbudristek
b dan Umnm s
. Pengumuman rencana
S0y (0 3 I«
21 F:engumumun rencana pelaksanaan Seleksi pelaksanan Seleksi 30 menit I'mﬂ Pengumuman
Kemampuan Bidang H Kelulusan.
Kemampuan Bidang
Perbaikan atau
& g i . . A persetujuan/paraf
22 | Pelaksanaan Seleksi CAT Kemampuan Bidang Perlengleipan Komputet CAT 1 Hard Draft Pengumuman
| Kelulusan.
‘ Perbaikan atau
Pelaksanaan Seleksi Wawancara dan Microteaching Perlengkapan wawancara X persetujuan/paral
231, . : 5 6 Hari
Kemampuan Bidang dan microteaching Draft Pengumuman
Kelulusan.
: \ . | I i % Pengumuman
24 Melaporkan hasil Pelaksanaan Seleksi Wawancara Mengumumkan hasil seleksi 30 Menit Kelualusan yang telah

dan Microteaching Kemampuan Bidang

calon ASN melalui website

ditandatangani.

25 Mengumumkan hasil kelulusan calon ASN melalui Mengumumkan hasil seleksi Publikasi
website calon ASN melalui website Pengumuman.
26 | Pengumuman Persyaratan Pemberkasan Calon ASN ;::_:5;:_::”1&? é‘:;:::uhrg:m 30 Menit Arsip.
Sur: rnyataan
27 [Pemberkasan Usulan NIP Calon ASN (SPRP) Surat Pernyataan SPRP 1 Jam :::l,‘u; Feen
Pe: L C Perteg NIP dan SK
28 |Penetapan NIP dan Surat Keputusan Calon ASN L;rréeg NIPdan 8K Calow 3 Bulan é_‘f:l:::g:‘SN
209 Rektor Menyampaikan SK CPNS ke Kepegawaian Perteg NIP dan SK Calon 30 Menit Perteg NIP dan SK
untuk dibuat SPMT dan Undangan Pelantikan ASN MUl calon AsN
Membuat SPMT dan mempersiapkan pelantikan dan
30 |penyerahan SK CPNS dan SPMT ke pegawai yang le)r?iﬁ BEME :;::i::::[ 1 Hari Surat Undangan
bersangkutan de
31 |Mengikuti pelaksanaan Pelantikan dan SPMT 1 Jam SPMT




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 017 /UNSO/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

USULAN PENGEMBANGAN (PELATIHAN) PEGAWAI ASN

USULAN PENGEMBANGAN (PELATIHAN)

R BOS PEGAWAI ASN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul pengembangan ASN.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN PENGEMBANGAN (PELATIHAN) PEGAWAI ASN

Pelaksana Mutu Bakn
b o Reltor Unit Kerja Bideiay ?:;:umshn, ' u:;:u £ | Aton i Koisagkapas Waldtn Output e
; ] Heunangan dan Hep 3 Rep ; Bidang i } : /
- & peg Hepeg i |
Unmn_x U_ Eepegawaian !
1 Surat Pcrm.mtaa.n Data Usul Pelatihan (bersertifikasij Pegawai it EdarsT | hari Siivat Edaisii
ASN ke unit kerja
] £ iri E lati i Surat us dan rek: .
2 M{.mbu..at da:.z mcnglm‘nkan rekap Usulan Pelatihan Pelatihan Surat usulan dan rekap 3 hal Surst sl dan relan dats
(bersertifikasi) Pegawai ASN data
—
Menerima dan mendisposisi surat dan rekap usulan pelatihan Surat usulan dan rekap . Surat usulan, rekap data
3 G : . 5 menit 3 = 5 ;
dari unit kerja data pelatihan pelatihan dan disposisi
|
4 Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan mendisposisi Surat usulan dan rekap 5 tnénit Surat usulan, rekap data
surat dan rekap usulan pelatihan dari unit kerja data pelatihan o pelatihan dan disposisi
5 Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan mendisposisi Surat usulan, rekap data o Surat usulan, rekap data
surat dan rekap usulan pelatihan dari unit kerja pelatihan dan disposisi : pelatihan dan disposisi
6 Memeriksa dan mendisposisikan surat usulan pelatihan dari Surat usulan, rekap data T Surat usulan, rekap data
unit kerja untuk di verifikasi dan pendataan usulan pelatihan pelatihan dan disposisi ) pelatihan dan disposisi
b
Melakukan verifikasi dan merekap data usulan pelatihan yang
7 |bersertifikasi dan membuat laporan hasil rekap pelatihan Ya —N\Data Vaiid disposisi, surat usulan S menit rekap data dan hasil verifikasi
yang memenuhi persyaratan
Menerima laporan rekap pelatihan yang memenuhi
svarats . a; o i I Tidak P ai va
8 pcr_wamt.an df"lll mt.:mhuat draf sl.lrat pember lFahuan ke unit ) | rekap data hasil verifikasi 30 menit rckap_ dah_a peg:}v.a: yvang,
kerja hasil verifikasi usulan pelatihan pegawai yang memenuhi - mengikut pelatihan
persyaratan f
— J

Menerima, memeriksa dan menyetujui (paraf) draf surat

rekap data pegawai draf

9 |pemberitahuan ke unit kerja hasil verifikasi usulan pelatihan surat pemberitahuan ke unit 5 menit paraf surat dan rekap data
pegawai yang memenuhi persyaratan kerja
Menerima, memeriksa dan menyetujui (paraf] draf surat rekap data pegawai draf

10 [pemberitahuan ke unit kerja hasil verifikasi usulan pelatihan surat pemberitahuan ke unit 5 menit paraf surat dan rekap data

pegawai yang memenuhi persyaratan

kerja

Menerima, memeriksa dan menyetujui (tandatangan) surat
pemberitahuan ke unit kerja hasil verifikasi usulan pelatihan
pegawai yang memenuhi persyaratan

rekap data pegawai draf
surat pemberitahuan ke unit|
kerja

5 menit

tanda tangan suran

pemberitahuan ke unit kerja

Menerima dan mendistribusikan surat pemberitahuan ke unit
kerja hasil verifikasi usulan pelatihan pegawai yang memenuhi
persyaratan

surat pemberitahuan ke unit
kerja

10 menit

rekap nama pegawai yang

mengikuti pelatihan dan arsip

surat

Menerima surat pemberitahuan dan daftar nama pegawai
memenuhi syarat yang akan mengikuti pelatihan

surat pemberitahuan ke unit|
kerija

10 menit

rekap nama pegawai yang

mengikuti pelatihan dan arsip

surat




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 018/UN5S0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DIEAKEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M:
NIP. 198104102012121001

IJIN PERCERAIAN PNS

NAMA POS IJIN PERCERAIAN PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

5

u

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas
Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan

Minimum Universitas Bangka Belitung.

. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/ 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Sipil;

. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian PNS.

1. Memahami proses ijin perceraian PNS.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor,

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




IJIN PERCERAIAN PNS

Pelaksana Mutu Baku
; : & Aok ST Perencanaan, Ketua Tim Anggota Tim : - : i : =
No: Aktivitas et Pimpinan ot 3 : - : =S : SE y Sty Keterangan
; Pegawai Unit Kerja Rektor Tim Pmdaa Kelengkapan Waktu _ Output
Mﬂngﬂju}(&.m g pemcrau.m‘kq)?da l?ek.ror " Dokumen Kelengkapan i Surat
1 |secara berjenjang melalui pimpinan unit kerja Persvatatin 15 menit Ustilf petigajuian
sebelum pegawai melakukan sidang perceraian, ¥ ' pengal '
. |Menyampaikan usulan perceraian kepada Surat Usul/pengajuan dari s § Surat
2 - . 15 menit .
Rektor. pegawai. Usul/pengajuan.
=t -
Mendisposisikan surat usulan perceraian . E
i . Surat Usul d " . -
3 |kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan HEgyeau /prAgMIsaTdar 3 menit Disposisi.
unit kerja.
Umum.
| LR
Mendisposisikan surat usulan perceraian . .
3 Surat Usul/pengajuan dari . . L
4 |kepada Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, s 3 menit Disposisi.
Kepegawaian dan Umum. erja.
1
J
Mendisposisikan surat usulan perceraian . .
S : ; :
5 |kepada Koordinator Jabatan Fungsional Bidang ”Tﬂr U.sul/pengajuan dari 3 menit Disposisi.
. i sL AN unit kerja.
Kepegawaian untulk diteliti,
Mendisposisikan surat usulan perceraian . .
6 |kepada Tim Kerja Bidang Kepegawaian BPKKU St tisul/pengajian-das 3menit  |Disposisi.
N unit kerja.
untuk diteliti.
s s—
Meneliti kelengkapan berkas usulan dan alasan b“.“‘“ U.sul/pcngajuan dari . Ceklis kelengkapan
7 : : unit kerja dan peraturan 15 menit
pengajuan perceraian. terkcait berkas.




IJIN PERCERAIAN PNS

Pelaksana : Mutu Baku
: Kepala Biro
e ) : Wakil Rektor 3 o i a
Aktivitas it Plrttaaa: ; = A - Perencanaan, Keh:a'rim ) Anggota Tim By = = ; ) ] ibeian
o Pegawai U nityl: Ha Rektor Keulngangdah Keuangan, |  Bidang Bidang Tim Perceraian Kelengkapan ~ Wakta | Output < e ;
: o Umum PeE Kepaga:unian_ Kﬂ?ezmﬂim frasye : i = =
Umum S
Daftar nama pimpinan ¢ s
Membuat draft SK Timn Perceraian. calon anggota tim dan 15 menit Denft SI,\ e
; Perceraian.
peraturan terkait.
Tidak /\
Mereview usulan draft SK Tim Perceraian dan w Data i ; ; Perbalkfm atay
memberikan parafl apabila telah menyetujuinya. Vel Reals SR T Beronmatan, LS monit persstujuan/paraf
; # Ya apabila disetujui.
Tidak g7 y .
Mereview usulan draft SK Tim Perceraian dan Ah o 55\ ;Il‘l:ln P(..r(.fa,r:aum 5 . pcr_balkfm atdu i
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Valid yang telan dipara Reen DRt pet st:‘.tuju-illllij.al:ﬂ
: N Ya Tim Kerja. apabila disetujui.
Tidude \ Draft SK Tim Perceraian erbaikan atau
Mereview usulan draft SK Tim Perceraian dan Data % lah di N I[-( ; P P Py af
memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Valid yang .19 ; 1pau'a e Himan it perse UJLI.R:I]/]:!SI“
= = Ya Tim Kerja dan Kepala Biro. apabila disetujui.
{ Ty Parceral
Mereview usulan draft SK Tim Perceraian dan [z::ftts;‘;zl? l(.rurJ}?:em SK Tim Perceraian
memberikan tanda tangan apabila telah %. e ol pank fetus 3 menit yang telah di
menyetujuinya. Ya tm Rerjay Repala:Bira;.dan tandatangani
> Wakil Rektor. ant.
|
Menerima Sk Tim Perceraian dan Memproses 1 SK Tim Perceraian,
usulan perceraian dengan melakukan Peraturan terkait, data Berita Acara hasil
permintaan keterangan kepada pegawai yang pegawai yang 120 menit permintaan
akan melakukan perceraian dan suami/istri bersangkutan, dan surat keterangan.
pegawai. usul.
Menyampaikan hasil permintaan keterangan , . .
kepada Rektor sebagai bahan pengambilan Bunt? Acara butpil 30 menit E\.epu.tusnn Rapat
kepuitisan, permintaan keterangan. Pimpinan.




pimpinan unit kerja dan Memindai surat dan
mengadministrasikannya.

yang telah di tandatangani.

IJIN PERCERAIAN PNS
B Pelaksana Mutu Baku
i - ‘Wakil Rektor | NepalaBiro : ? s
No. Aktivitas - Pimpinan Hilaape o | FoieRceREaIn i ; [ : ! = Keterangan
; ! . Unit Ke Ja Yenn EI Tim Perceraian Kelengkapan Waktu  Output e
= U 2 £ e
Membuat draft surat persetujuan perceraian Dcmfl Acra ha.s'l Draft Surat
= ) P ¥ permintaan hasil . .
15 |kepada pegawai atau sebaliknya penolakan - 15 menit persetujuan
peoceseian: Tidak keterangan dan Keputusan A
Rapat Pimpinan. s :
Mereview draft surat persetujuan perceraian Tidak
; R i crbaikan atau
16 kepada pegawai atau sebaliknya penoclakan R Data ] Dralt Surat persetujuan . per K
perceraian dan memberikan paraf apabila telah valid perceraian. 10:menit perse.luju.ﬂn/p!a_ljaf
menyetujuinya. Ya apabila disetujui.
Mereview draft surat persetujuan perceraian Tidak /\ N : ;
7 kepada pegawai atau sebaliknya penolakan bata Dral Sl.‘““ persn.mjuar{ . y pf:l‘l)ﬂlkf.in e .
: perceraian dan memberikan paraf apabila telah wV Ya pcrceriusm yaneg t?}u!l di » mernt pcrst?1llj1l-a:1/§)-ﬁljal
menyetuiuinye. paraf Ketua Tim Kerja. apabila disetujui.
Mereview draft surat persetujuan perceraian Draft Surat persetujuan baik
18 kepada pegawai atau scbaliknya penolakan Data perceraian yang telah di " . perbai anathyl
perceraian dan memberikan paraf apabila telah valid paraf Ketua Tim Kerja dan - memt Imrse,mju.ﬂn/?m?ﬂr
menyetujuinya. Lo Kepala Biro. apabila disetujui.
Mereview draft surat persetujuan percernian Drafk Sl:n‘at pcrsr:tujum'! Surat
kepada pegawai atau sebaliknya penolakan " PETESTRALYANE tt_zlah i i . Persetujuan/penol
19 perceraian dan memberikan tanda tangan p_t-n'af ]{et}m Tim I\r;r;a.. Simenit akan vang telah di
apabila telah menyetujuinya. ;:izi: Biro, dan Wakil tandatangani.
Menyampaikan surat persetujuan atau surat Surat
nolakan perceraian kepada pegawai melalui mumL |
20 |P2 pe f Peg Persetujuan/penolakan 10 menit Arsip.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 019/UNSO/POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibra
NIP. 198104102012121001

LHKPN dan LHKASN

NAMA POS

LHKPN dan LHKASN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSAN/

A

¥

S.

10.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka
Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60},

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan

Minimum Universitas Bangka Belitung.

Surat Edaran Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (‘LHKASN”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1. Memahami proses LHMKPN dan LHKASN;

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja;

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




LHEPN dan LHEASN

memberikan paraf apabila telah menyetujuinya,

dan LHKASN.

persetujuan/paraf jika disetujui.

~ Mutu Balcu
No.| Aktivitas : Walkil Rektor Bidang - ! : | Keterangan
i ¢ Keuangan dan Umum | . altu | .Olltyut =
Membuat draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan pelaporan . i
1 LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN dari [t Emﬁ.;uratPPle;‘mb?nlall‘:.{l;:lN
LHKPN yang disampaikan kepada pegawai selambat- Kementerian dan data pegawai wajib v dW?H:.:Sl: poran
lambatnya pada bulan Desember. Tidak lapor. Aan .
Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian Data Draft Surat Pemberitahuan Pertiikas L
2 |LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan Valid Kewajiban Pelaporan LHKPN dan 5 menit at A AEAL af jika disetuiui
LHKPN dan memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. Tidak LHKASN. persetujuan/parafjia: disetiful
Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian Ya ﬁi\ Draft Surat Pemberitahuan
3 LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan Valt'; - Kewajiban Pelaporan LHKPN dan & e Perbaikan atau
LHKPN dan LHKSN dan memberikan paraf apabila telah \ / LHKASN yang telah di paraf e persetujuan/paraf jika disetujui.
menyetujuinya. Tidak Koordinator.
Ya it
Mereview draft surat pemberitahuan kewajiban penyampaian gfaftiuratpz::mbcnmlh]l[l;\:gN di Perbaik i
4 |LHKPN kepada para pegawai UBB yang wajib menyampaikan Oata o v oAl " 5 menit LR, § o
LHKPN dan memberikan paraf apabila telah menyetujuinya. - Valid LHKASN yang telah di paraf persétujuan/paraf fika disetujui.
Koordinator dan Kepala Biro.
L Draft S t Pemberital
e e el — } . raft Surat Pemberitahuan
ﬂs{::}\:: ‘l:e :ldaNi:’; :Z:::f;tfjgléa;an:“waj: 1.);: [1;11::::1:;)53::2 Ya Kewajiban Pelaporan LHKPN dan Surat Pemberitahuan Kewajiban
3 ity (h‘; mmi‘bmkan P (B a’bila it LHKASN yang telah di paraf 3 menit Pelaporan LHKPN dan LHKASN
R a 8 P Koordinator, Kepala Biro, dan Wakil yang telah di tandatangani.
yelugumya. Rektor.
Memindai surat pemberitahuan dan mengadministrasikannya Surat Pemberitahuan Kewajiban
6 |dan Mengirimkan surat pemberitahuan penyampaian LHKPN Pelaporan LHKPN dan LHKASN yang 10 menit Distribusi surat dan Arsip.
kepada unit kerja. telah di tandatangani.
Menerima berkas LHKPN dari para pegawai atau bukti bt i , Rekapitulasi Daftar pegawai
7 |pengiriman apabila pegawai menyampaikan LHKPN kepada | i ?HT;ESD?URU pelaporan LHKPN dan 5 menit yang telah menyampaikan
KPK secara online. : laporan.
; S | ] Rekapitulasi Daftar pegawai yang % Draft surat penyampaian
Memb d surat y LHKPN kepada KPK. I- =
8 embuat draft surat penyampaian LH kepada {alah menyampaikan laporan. 15 menit LHKPN dan LHKASN.
Tidak
9 Mereview draft surat penyampaian LHKPN kepada KPK dan Draft surat penyampaian LHKPN 10 menit Perbaikan atau




LHEPN dan LHKASN

Mutu Bale :
No. | | wakit Rexctor Bidung i ; a2l o i Keterangan
Keuangan dan Umum e e ! ; i ! =
Mereview draft surat penyampaian LHKPN kepada KPK dan Tidak Dialt 5“_"“ penyampalan ‘L[H\PN = Perbaikan atau
10 : 3 i dan LHKASN yang telah di paraf 10 menit p . . .
memberikan parafl apabila telah menyetujuinya. Data : : = persetujuan/paraf jika disetujui.
Koordinator,
va Valid ]
Tidak ) —_
Mereview draft surat penyampaian LHKPN kepada KPK dan —— Diaft su}'al petyRmpaien I,"H . Perbaikan atau
11 dan LHKASN yang telah di paraf 5 menit ; 5 & g
Ya persetujuan/ paraf jika disetujui.

memberikan parafl apabila telah menyetujuinya.

Koordinator dan Kepala Biro.

12

Mereview draft surat penyampaian LHKPN kepada KPK dan
memberikan tanda tangan apabila telah menyetujuinya.

Draft surat penyampaian LHKPN
dan LHKASN yang telah di paraf
Koordinator, Kepala Biro dan Wakil

3 menit

Surat penyampaian LHKPN dan
LHKASN yang telah di

REKIGE, tandatangani.
Mengirimkan surat dan berkas LHKPN kepada KPK dan e : "
13 |Memindai surat penyampaian LHKPN dan Surat penyampalan LHKPN dan 15 menit Arsip.

mengadministrasikannya.

LHKASN yang telah di tandatangani.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

, NOMOR POS 020/ UN50/POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

RISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibr, —NS1
NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MENINGGAL DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG

NAMA POS MENINGGAL DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301});

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

7. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai
Universitas Bangka Belitung;

Memahami proses usul pemberhentian Non ASN yang meninggal
dunia/mengundurkan diri.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGHKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MENINGGAL DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI

Waris Pegawai melalui pimpinan unit kerja,

ditandatangani.

Pelaksana Mutu Baku i
S Kepala Biro _ 'j
No. Aktivitas Anggoh'nm Ketua Tim | Perencanaan, WakﬂRektofBid RS ¢ = #
Bidang Bidang Keuangan, K < fan U 2 Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian | Kepegawaian | Kepegawnian e ;
L] | dan Umum
Rekapitulasi data
as Doy 3 re 5 ar - . . .
1 Mclgkukan pen.dat.d.-m Pegawai Non ASN yang ( ) %urqt pcngunrla: d'?m Surat 90 menit | pegawai yang meninggal
meninggal dunia Keterangan Kematian ;
dunia.
. Draft SK Pel o ti
. |Membuat draft surat keputusan pemberhentian | Data Base Pegawai dan = 4 ol sfincrhcntisn
“ dengan TMT sesuai Surat Keterangan Kematian | Peraturan terkait. Kgment  jdan Keleaglopan
- : . 5 Tidak . Dokumen Persyaratan.
: { Pe :rhentian d Perbaikan ata
., |Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan Dak SK Pemberhentian dan % Bl fi“ akay
3 ; H s i LIy Kelengkapan Dokumen 10 menit  |persetujuan/paraf
memberikan paral apabila menyetujuinya. S ) bila disetuini
/ Tidak Persyaratan, apabila disctujui,
) . Ya SK Pcn?hcrhcn_uan Penstun yang Perbaikan atau
4 |Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan Data Tidak telah diparaf Koordinator dan 0 ; . o
: ? 51 »> ] 5 menit  |persetujuan/paraf
memberikan paraf apabila menyetujuinya. Kelengkapan Dokumen s s
A apabila disetujui.
Persyaratan.
© SK Pemberhentian yang telah -
5 i . i p 5 Perbaikan atau
-~ |Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan - Data diparaf Koordinator dan Kepala . .
S ; | s ! . S menit persetujuan/parafl
memberikan paral apabila menyetujuinya, Biro, serta Kelengkapan A S
apabila disetujui.
Dokumen Persyaratan.
Ya SK Pemberhentian yang telah
3 iparaf K inator, Kepala Birn 2 3
_ |Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan fipsaf I'\lcord R 20 ; SK Pemberhentian yang
® |memberikan tanda tanga bil stujuiny: den Wald] Rektor, seria el telah ditandatangani
T an tanda tangan apabila menyetujuinya. Helenghspen Doleumen andatangani.
Persyaratan.
Memindai surat keputusan pemberhentian dan SK Pemberhentian yang telah . SK Pemberhentian yang
7 o : . . 5 menit i ;
mengadministrasikannya. ditandatangani. telah ditandatangani.
Meny: ika { pe henti i ( ) SK Pe *nti : ;
8 enyampaikan SK pemberhentian kepada Ahli SK Pemberhentian yang telah 10 menit  |Arsip.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
NOMOR POS 021/UNS0/POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NIP. 198104102012121001
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MEMASUKI USIA PENSIUN NAMA POS MEMASUKI USIA PENSIUN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1. Memahami proses usul pemberhentian Non PNS,

Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.
Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751};

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai
Universitas Bangka Belitung;

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN YANG MEMASUKI USIA PENSIUN

Pelaksana . Mutu Baku
: A it Kepala Biro i
No. Aktivitas Anggota Tim Ketua Tim Peren!:nnun, -
Bidang Bidang Reaieges || ThelEckor Bmm""m. Helengkapan Waken Output
Kepegawaian | Kepegawaian | Kepegawaian AN Can i i
: 22 ‘dan Umum i
:liti de i gawai ( ) : . : apitulasi dat
1 Meneliti database pegawa! da.n mcml.lah pegawai non Data Base Pegawai. 20 menit Rck'apltlulam (.ia a
ASN yang akan memasuki usia pensiun. pegawai pensiun.
Draft SK Pemberhentian
Membuat draft surat keputusan pemberhentian dua | Data Base Pegawai dan i Pensiun dan
2 ; i ; ; 15 menit
bulan sebelum pegawai memasuki usia pensiun, | i Peraturan terkait. Kelengkapan Dokumen
aa Persyaratan.
. . SK Pemberhentian Pensiun dan Perbaikan atau
Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan Data 5 i :
3 . . et - Kelengkapan Dokumen 10 menit persetujuan/paraf
memeberikan parafl apabila menyetujuinya. : ) T
; ; Persyaratan, apabila disetujui.
Tidak L
+ 1 e H v,
) . Ya SK Pr:rr.xbcrhr,nslan l‘:_nsum yang Perbaikan atau
Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan Data Tidak telah di paraf Koordinator dan : :
4 ; : S s 10 menit persetujuan/paraf
memeberikan paraf apabila menyetujuinya. Kelengkapan Dokumen ; i i
apabila disetujui.
Persyaratan.
" SK Pemberhentian Pensiun yang .
; ; i s : Perbaikan atau
5 Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan Data telah di paraf Koordinator dan i St P ar
memeberikan paraf apabila menyetujuinya. Kepala Biro, serta Kelengkapan pe L Juan/par
apabila disetujui.
Dokumen Persyaratan,
Ya SK Pemberhentian Pensiun yang
N » F: i Koordinator, SK P tian
Mereview draft surat keputusan pemberhentian dan t:’:l rhd garaf iR a = Fs:mberhcn e
6 T e e ——— Kepala Biro dan Wakil Rektor, 3 menit Pensiun yang telah di
B pe EUILYE: serta Kelengkapan Dokumen tandatangani.
Persyaratan.
. . . . i : SK Pemberhentian
Memindai surat keputusan pemberhentian dan SK Pemberhentian Pensiun yang _ . S .
7 . . . s 5 menit Pensiun yang telah di
mengadministrasikannya, telah di tandatangani. ;
T tandatangani.
g [Menyampaikan SK pemberhentian kepada pegawai ( ) SK Pemberhentian Pensiun yang 10 menit  |Arsip.

non PNS melalui pimpinan unit kerja.

telah di tandatangani.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 022/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN (2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN YANG MENINGGAL DUNIA

FEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN YANG

N Fos MENINGGAL DUNIA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul pemberhentian Non ASN meninggal dunia

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2, Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN YANG MENINGGAL DUNIA

Peclaksana Mutu Baku
Kepala Biro
Tim Ketua Tim Perencanaan, : . SRy :
No. Aktivitas Anggota : B3N, | okl Rektor Bidang - . Keterangan
5 Bidang Bidang Keuangan, A dannl::mm - Rektor HKelengkapan Waktu _ Output i
Kepegawalan | Kepegawaian | Kepegawaian -‘“’"“5‘“‘: : o e :
¢ fias o dan Umum 5
atar 3, =11 3 1 - -
1 Melz.\kukan pendataan Pegawai ASN yang meninggal Sturat pcngarftal dcti.[l Surat #B sk Konsep berkas usulan
dunia Keterangan Kematian
2 :‘I;;\;wenﬁkam l.)m‘kf?;:?l? pendukung pemberhentian | Konsep berkas usulan 30 menit  [Konsep berkas usulan
yang meningge nia | | Tk
Memverifikasi berkas usul Pemberhentian ASN yang Data\_
meninggal dunia, mereviu konsep surat usulan — Valid Berkas usulan pemberhentian 30 it |Berk e
2 pemberhentian ASN yang meninggal dunia kemudian a/‘ Ticlak ASN yang meninggal dunia e SEAnnean
memaraf pada surat usulan apabila telah menyetujui.
Mereview konsep surat usulan pemberhentian ASN ¥ / Tidak Berkas usulan pemberhentian
4 |yang meninggal dunia dan memaraf surat usulan Dat‘a — ASN van ﬁu-nir?l al dunia 15 Menit  |Berkas usulan
apabila telah menyetujui. N"d YARgMenInge &
Mereview konsep surat usulan pemberhentian ASN .
: : L =mberhentian :
S |vang meninggal dunia dan memaral surat usulan Ya Data ig;i(a.s usuld.n'pc‘m lfj o ! 10 menit Berkas usulan
apabila telah menyetujui. Yalid yang menmnggal dunia
I
: ; Ya
Mereview dan menandatangani surat usulan
6 pemberhentian ASN yang meninggal dunia dan Berkas usulan pemberhentian T o ——
menyampaikan ke Biro SDM Kementerian Pendidikan, ASN yang meninggal dunia
Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui SINDE.
r
Memproses pemberhentian pegawai sesuai ketentuan ;
4 ] hentie i i
7 |yang berlaku dan menyampaikan SK Pemberhentian Hexicay uoul T”‘ !_)‘ mber;" e!} B 10 hari kerja |Berkas usulan
kepada Rektor ASN yang meninggal dunia
Menerima SK pemberhentian ASN yang meninggal . .
¥ AL ; el SK Pemberhentian ASN yan ’ , .
8 |dunia dari Biro SDM Kementerian Pendidikan, m:niim ;;t;:z:.:':n yang 1 hari SK Pemberhentian ASN
Kebudayaan, Risct dan Teknologi. Tnges
Menyampaikan SK pemberhentian ASN yang
9 |meninggal dunia kepada Ahli Waris melalui pimpinan
unit kerja,
Mengarsipkan foto copy SK pemberhentian ASN yang
10 [meninggal dunia dalam dosir kepegawaian dan
mengarsipkan dalam bentuk soft file.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 023/UN50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN AKIBAT
PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN AKIBAT PELANGGARAN DISIPLIN NAMA POS PELANGGARAN DISIPLIN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |1. Memahami proses usul pemberhentian ASN.
4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik I[ndonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGEKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN AKIBAT PELANGGARAN DISIPLIN
DFifset T Pelaksana Mutu Baku i
% Kepala Biro ,
- Anggota Tim Ketua Tim Perencanaan, ‘Wakil Rektor : ; . :
No. Aktivitas Pegawai s s ke : 3 | Keterungan
: ml;e.nznsnl Bidang | Bidang _Eenangan, | Bidang Heuangan Rektor Biro SDM Kelengkapan Walktu Outpat
o Hepegawaian | Kepeg i Kepeg i dan Umum } Kemdikbudristek i
i dan Umum 3
Membuat Rekapitulasi data pelanggaran disiplin Database Pegawai, kelengkapan
1 |pegawai, membuat Draft/konsep Surat Q’__— administrasi berupa SP 1, SP 2, 20 menit |Rekapitulasi Data
Usul/Permohonan Tidak SP3
Menelaah Draft/Konsep Surat Usul/Permohonan Ya Ax Draft/Konisep Suisat ? Draft/Konsep Surat
2 E e g > Lok Usul/Permohonan beserta 10 menit
dan Memeriksa kelengkapan administrasi w"d/‘ Tidak J Usul/Permohanan
lampiran
o . g e B ) Draft/Konsep Surat Draft/Konsep Surat
3 Memeriksa Drafl/ Konsep Surat Usul/Permohonan Ya AA Usul/Permohonan beserta 5 menit Usul/Permohenan yang
dan membubuhkan paraf Valid A .
\/ Tidak lampiran telah diparafl
; " Draft/Konsep Surat Draft/Konsep Surat
.meriksa Drs 3 : Ya .
4 (T;‘:':;:zﬁ:;gm{gﬂ?n:i:’fb“ml Ustl/ Pedmbionan e 8:;:1 Usul/Permohonan yang telah 5 menit Usul/Permohonan yang
PaTe diparaf Ka. BPKKU telah diparaf
|
| |
Draft/Konsep Surat
Menandatangani draft/konsep surat yang telah Ya Usul/Permohonan yang telah Draft/Konsep Surat
5 |diparaf dan menyampaikan/mengirimkan kepada | [ diparaf Ka. BPKKU dan Wakil 15 menit  |Usul/Permohenan yang
Biro SDM Kemdikbudristek melalui SINDE Rektor Bidang Keuangan dan telah dtandatangani
Umum
Menerima usulan dan memperoses sesuai ketent Sufatlsul/ Permohtmanyang SI Pensiun:/ BiC
6 |serta menyam :u’kan SK Pcinlr:rh- tian ke - zn - telah ditanda tangani Rektor 10 hari kerja Pemberhentian dengan
RekEGE g MGRrnEntan-xepacs beserta kelengkapan dokumen "% | hormat karena mencapai
adminsitrasi batas usia pensiun
Menerima SK Pemberhentian, meneruskan kepada SK Pensiun / SK Pemberhentian Sk Pensiun, / SL
2 = R . i . Pemberhentian dengan
7 |Wakil Rektor untuk ditindaklanjuti dan dengan hormat karena mencapai 5 menit Vot Karria mencapsi
menyampaikan kepada pegawai ybs T batas usia pensiun batas usia pensiun
|
8 |Menerima SK Pemberhentian Arsip 5 menit Tanda Terima




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 024/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahi

3

NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

H RO PERMINTAAN SENDIRI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN ATAS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelavanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai

Universitas Bangka Belitung;

1. Memahami proses usul pemberhentian Non PNS.

2, Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

= ‘ : Mutw Bak
i i i 7
; i ggota Tim Ketua Tim Perencanaan, |Wakil Rektor Bidang i i ¢ 1551
No. Alktivitas Pegawai i i
Hepeg i Kepegawai Kepegawaian dan Umum Eemdikbudristek
Umum
i 7 SK CPNS, SK PNS, SK PPPK,
1 Mcnya.r}:palkan pecmalionan. pengundusandin Perjanjian Kerja PPPK, SK S menit  |Surat Permohonan
sehagatAtN Pangkat Terakhir
; o s ¥ 1 SK CPNS, SK PNS, SK PPPK,
2 Me"”'f‘ma .S]T“-d‘ Permohionan F‘f::‘lgundur:‘an ,dm dag Perjanjian Kerja PPPK, SK 5 menit | Disposisi
mendisposisikan surat untuk ditindaklanjuti Pangkat Terakhir
!
e s ——
- . - SK CPNS, SK PNS, SK PPPK,
3 N{e.nelaah !s!]h:ll dan l’neudzspos:sxkan surat untuk Perjanjian Kerja PPPK, SK Simenit |Disposisi
ditindaklanjuti sesuai prosedur Pangkat Terakhir
I |
Menelaah surat dan mendisposisikan surat untuk SK CPNS, SK PNS, SK PPPK, N
4 |ditindaklanjuti sesuai prosedur dan membuat draft Perjanjian Kerja PPPK, SK 5 menit  |Disposisi
usul surat permohonan ke Kemdikbudristek Pangkat Terakhir
Menelaah Surat usulan dan kelengkapan SK CPNS, SK PNS, SK PPPK, ) ) o
5 |admnistrasi, menugaskan anggota bidang Perjanjian Kerja PPPK, SK 15 menit | Disposisi
kepegawaian untuk memproses lanjut Pangkat Terakhir
e
Membuat draf/konsep surat usul poermohonan SK CPNS, SK PNS, SK PPPK, ) Draft/Konsep Sur.m
6 |pemberhentian ASN atas Permintaan Sendiri dan ) Perjanjian Kerja PPPK, SK 15 menit | Permohonan ke Biro
menyampaikan kepada Ketua Tim e Tidak Pangkat Terakhir SDM Kemdikbud
Menganalisa, mereview, dan menelaah draft surat oa Pe:ba.ik.a.n atau
7 |usul permohonan dan menyampaikan kepada Kepala Daty Draft/Konsep Surat Usul 5 menit pﬁrsemluan/mr:al‘
BPKKU Valid Tidak apabila disetujui.
i i Perbaikan atau
8 Mereview draft/konsep surat usul dan memberi paraf Ya Data Draft/Konsep Surat Usul 5 menit |persetujuan/paraf
persetujuan '\Valid Tidak apabila disetujui.
. Perbaikan atau
9 Mereview draft/konsep surat usul dan memberi paraf Ya [— Data Draft/Konsep Surat Usul yang | _ menit | persetujuan/paraf
i Valid : E "
pertelijuan ’ telah diparaf apabila disetujui.
Menandatangani draft/konsep surat yang telah Ya Draft/Hotsep Sirat Uil yasii ) Purbaik.an atau
10 |diparafl dan menyampaikan/mengirimkan kepada telsh diparar ’ 5 menit pcrsaAtUJu::u]/p.al.'af
Biro SDM Kemdikbudristek melalui SINDE apabila disetujui.
S|
Menerima usulan dan memperoses sesuai ketentuan Surat Usul Permohonanan SK Pemberhentian .
11 [serta menyampaikan SK Pemberhentian kepada Pemberhentian Atas 1 bulan |Pensiun yang telah di
Rektor Permintaan Sendiri tandatangani.
—
¢ ’ " SK Pemberhentian
12 Menerima SK Pt?nlbcrhcntlan dan menyampaikan SK Pemberhentian S menit | Pensiun yang telah di
kepada pegawai ybs tendatangant
13 |Menerima SK Pemberhentian C) SK Pemberhentian 5 menit |Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 025/UN50/ POS/F.4/ 2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

FSAEERAN CLRE Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN MENCAPAI

RAMEA POB BATAS USIA PENSIUN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses usul pemberhentian ASN.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMBERHENTIAN PEGAWAI ASN MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pelaksana i Mutn Baku
Gt Hepala Biro
erencanaan,
No.J Aktivitas Anggota Tim Hetua Tim | P  Wakil Rektor Biro SDM :
: Bidang Bidang ‘Henangan, Btd.-ng Henangan ; Pegawai Pensinn HKelengkapan Waktn
:!l g = i K L o i mnﬂ i d“ um E
dan Umnm
Melakukan pengecekan data pegawai yang akan
mencapai batas usia pensiun, melakukan
rekapitulasi data pegawai yang akan mencapai .
1 |Batas Usia Pensiun, menghubungi pegawai vang Tidak Dam.l:u:nsc Pc.gnwal, kelenghapan 5 hari kerja |Surat Permohonan
3 P . administrasi
bersangkutan untuk melengkapi adminsitrasi ’
usulan Pensiun, dan membuat Draft/Konsep Surat
Usul/Permohonan
Tidak
2 Menelaah Draft/Konsep Surat Usul/Permohonan Ya Data Draft/Konsep Surat 10 mignie Draft/Konsep Surat
dan Memeriksa kelengkapan administrasi Y“V Usul/Permohonan The Usul/Permohonan
ek Draft/Konsep Surat
3 Memeriksa Draft/Konsep Surat Usul/Permohonan . Data Draft/Konsep Surat 5 menit Usul/Permohonan yang
dan membubuhkan paraf Valid Usul/Permohonan :
\/ 1zlah diparafl
. 3 Konsep Surat
Memeriksa Draft/Konsep Surat Usul/Permochonan Draft/Honsep Surat . Draft/ Eonsep
4 dan membubuhkan paral Ya Usul/Permohonan yang telah 5 menit Usul/Permohonan yang
B diparaf Ka. BPKKU telah diparaf
Draft/Konsep Surat
Menandatangani-draft/konsep surat yang telah Usul/Permohonan yang telah Draft/Konsep Surat
5 |diparaf dan menyampaikan/mengirimkan kepada . diparaf Ka. BPKKU dan Wakil 15 menit Usul/Permohonan yang
Bire SDM Kemdikbudristek melalui SINDE Rektor Bidang Keuangan dan 1zlah dtandatangani
Umum
e ]
3 i | Surat Usul/Permohonan yang SK Pensiun / SK
Menerima usulan dan memperoses sesuai ketentuan 3 i <
5 c : telah ditanda tangani Rektor i . |Pemberhentian dengan
6 [serta menyampaikan SK Pemberhentian kepada 10 hari kerja i
Rektor beserta kelengkapan dokumen hormat karena mencapai
| adminsitrasi batas usia pensiun
2 - y . " SK i SK
Menerima SK Pemberhentian, meneruskan kepada SK Pensiun / SK Pemberhentian !'l-\z::;-:;:z:ﬁin dérigaii
7 |Wakil Rektor untuk ditindaklanjuti dan dengan hormat karena mencapai 5 menit © ) ¢
TR Bean hesata ik bates wila i hormat karena mencapai
nyampaikan kepada pegawai ybs pens bates usia peasiis
8 |Menerima SK Pemberhentian Arsip 5 menit Tanda Terima




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 026 /UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001
DEMOSI PEGAWAI NAMA POS DEMOSI PEGAWAI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor
202);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

1. Memahami proses Demosi Pegawai.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar
Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




DEMOSI FEGAWAI

melaksanakan tindaklanjut sanksi pegawai.

berkas SKP/DP3 dan
atau Surat Teguran

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Tim Penegakan i - ‘Walkil Rektor Bidang : : : Keterangan|
Pegawai Disiplin Unit Unit Kerja Rektor II/Kepala K : Kelengkapan Waktu Output o
! epegawaian ‘
Rerja Biro :

Pegawai yang memiliki SKP/DP3 dengan nilai

1 Kurang selama 1 tahun terakhir dan atau SKP/DP3/Surat 10 menit SKP/DP3/Surat
pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Teguran Teguran
dan menerima surat teguran.
Tim Penegakan Disiplin melakukan pemeriksaan
terhadap pegawai dan mengadakan rapat
internal. Tim Penegakan Disiplin menetapkan
sanksi yang akan dijatuhkan kepada Pegawai ot SKP/DP3/Surat . Hasil rapat

2 |yang memiliki SKP/DP3 dengan nilai Kurang valid fspan 1 hari penetapan sanksi
selama 1 tahun terakhir dan atau pegawai
melakukan pelanggaran. Hasil rapat
disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
Unit Kerja menyampaikan melalui surat Surat Pengantar
pengantar kepada Rektor untuk diketahui dan dengan lampiran
tindaklanjuti penjatuhan sanksi terhadap Basit rapat pensiapan . |hasil penetapan

3 |pegawai yang memiliki SKP/DP3 dengan nilai — 10 menit sapilal, Benlias
Kurang s€lama 1 tahun terakhir dan atau ! SKP/DP3 dan atau
pegawzlii melakukan pelanggaran disiplin dan Surat Teguran
menerima surat teguran.
Menerima surat dan mendisposisi kepada Wakil 32;2;??2&211;:1 hasil

4 gv.ektor Bidang Umumdan Keuangan/ffe.pala penetapan sanksi, 10 menit |Disposisi

iro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan berkas SKP/DP3 dan
Umum selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. atau Surat Teguran
Surat Pengantar

Wakil Rektor II/Kepala Biro mendisposisikan dengan lampiran hasil

5 [surat ke Bidang Kepegawaian untuk penetapan sanksi, 1 hari Disposisi




DEMOSI FEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Tim Penegakan : Wakil Rektor Bid Ketaangm
Pegawai Disiplin Unit Unit Kerja Rektor II/Kepala K ; Kelengkapan Waktu Output i
Kerja Biro Peg
Bidang Kepegawaian membuat Surat Keputusan Surat Pengantar
Demosi dan dlsa{npa.lkar-l kepada l?egawa:lyang dengan lampiran -hasﬂ . Surat Keputusan
6 |mendapat sanksi melalui Unit Kerja terkait. penetapan sanksi, 1 hani dan Arsi
Kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap berkas SKP/DP3 dan P
hasil keputusan hukuman disiplin pegawai. atau Surat Teguran
Menerima duplikat Surat Keputusan Demosi i Surat Pengantar, SK
7 |sebagai arsip dan Surat Keputusan Asli ke yang Demosi dan Tanda 30 menit |SK Demosi
bersangkutan. T Terima
Surat Pengantar, SK
8 |Menerima Surat Keputusan Demosi (asli). Demosi dan Tanda 5 menit SK Demosi

Terima




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

S AN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 027/UN50/ POS/F.4/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.S1
NIP. 198104102012121001

MUTASI PNS

NAMA POS

MUTASI PNS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023

tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses mutasi PNS.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




MUTASI PNS

satuan kerja atau Kepala Biro di lingkungan Sekretaris
Jenderal.

penawaran mutasi

Pelaksana Mutu Baku
Wakil Rektor
Bidang Keuangan i
dan Umum / : : ! o -
No.| Aktivitas ' Kepala Tim Kerja Bidang : j it 52 Keterangan
; ; W £ 3
Pegawai Rektor Poras : Ke Kemendikbudristek Kglenghppn aktu Outpu ,
dan Umum
Pegawai vang akan mengajukan Mutasi/ perpindahan Surat usulan dan ; Dokumen
1 S menit
kepada Rektor. kelengkapan berkas Usul
Rektor mendisposisi surat usulan tersebut ke Wakil & tidak /"
2 |Rektor Bidang Keuangan dan Umum / Kepala Biro lolos/ditolak 5 = 5 menit Disposisi
; kelengkapan berkas
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum / Kepala
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum
. st . s, et . Surat usulan dan : : 5 o
3 |mendisposisi ke Tim Kerja Bidang Kepegawaian untuk teelamitesa bl 5 menit Disposisi
diteliti, diproses dan melakukan verifikasi serta validasi giap
persyaratan usul mutasi/perpindahan.
Tim Kerja Bidang Kepegawaian meneliti, memproses
4 dan melakukan verifikasi serta validasi persyaratan - data Kelengkapan Dokumen 5 hari Dokumen
usul mutasi/perpindahan pegawai, dan mengajukan ke ¥l Persyaratan. Usul
Rektor diterima atau diterima lolos butuh.
lolos butuh
5 |Rektor menandatangani surat lolos butuh. < sibiig cApan Bl 5 menit Dolaemen
Persyaratan Usul
¥
T]er:;;f:;a ‘113:1(’11z::fs?/epeig?‘wc?la;l;nmlf:y:g;pgjekk?;tsal;i;at Kelengkapan Dokumen Dokumen
6P A perpi P Persyaratan dan surat 15 menit Usul




MUTASI PNS

Mutasi dan Tanda Terima

__ Pelaksana Mutn Baku ;
 Wakil Rektor
Bidang Keuangan 'j
dan Umum / : 5
[No. Aktivitas Kepala Tim Kerja Bidang Keterangan
: dikbudristek Waktu Output ]
Pegawai Rektor P K i Kemen Kelengkapan tpu ‘
Keuangan,
Kepegawaian,
dan Umum
Berkas Usul mutasi di kirim ke Biro SDM
Kemendikbudristek untuk diteliti dan diproses usul
untuk mendapatkan persetujun Teknis dari BKN. Biro :
Usul 1 SK Mut
7 |SDM Kemendikbudristek menerbitkan SK Mutasi Dokumen Usu LR st
Pegawai setelah menerima Persetujuan Teknis dari
BKN dan dikirim ke Satker pengusul. |
;
Tim Kerja Bidang Kepegawaian menerima dan proses
Surat P tar, SK . .
8 |distribusi SK Mutasi ke Pegawai yang bersangkutan dan s e e . 15 menit  |SK Mutasi
: : P ; Mutasi dan Tanda Terima
Arsip unit kerja. T
I
S ' 2 .
9 |Menerima Surat Keputusan Mutasi. urat Pengantar, SK 15 menit  |SK Mutasi




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

028/ UN50/ POS/F.4/2024

2 Januari 2024

8 Maret 2024

NOMOR POS
. TANGGAL PEMBUATAN
ES TANGGAL REVISI
) e TANGGAL EFEKTIF
o, &
A ganat™ DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

Prof. Dr. Ibrahim, ™=
NIP. 198104102012121001

PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI DAN

5 Fas JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses mutasi/pomosi PNS.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pelaksana Mutu Bakn
Wakil Rektor P - o
No. Aktivitas : Keterangan
Unit Kerja | Relktor II/Kepala Sicang S P Pegawai Kelengkapan | Waktu | Onutput z
BPKKU Kepegawaian Kinerja ;
1 lepm::}n T rneng:aJukan usul@ nama * Surat Usulan 10 menit |Disposisi
pegawai yang akan mengajukan Promosi Jabatan.
!
Rektor mendisposisi surat usulan tersebut ke Wakil ditolak
2 |Rektor Bidang Keuangan dan Umum/ Kepala Biro Surat Usulan 10 menit |Disposisi
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum. l
Wakil Rektor I/ Kepala BPKKU mendisposisi ke .
3 bagian Kepe.gawa_lan kel melakukaljl venﬁka_s.: Surat Usulan 10 menit |Disposisi
data sebagai persyaratan usul promosi pegawai
untuk dilakukan seleksi internal.
Bidang Kepegawaian melakukan verifikasi serta Surat Usulan
validasi berkas usulan dengan memperhatian dan
» . » . g data | |
4 |persy aratan jabatan dan kebutuha.n unit kerja dan ' id Kelengkapan 3 hari Hasil seleksi
mengusulkan nama-nama pegawai yang lulus seleksi Berkas
administrasi untuk mendapatkan pertimbangan dan Persyaratan
persetujuan Tim Penilai Kinerja. lulus seleksi Promosi
Tim Penilai Kinerja melalukan rapat internal, . Surat Usulan
mempertimbangkan dan menyetujui nama nama dan
vang lavak untuk dipromosikan dalam suatu data Kelengkapan . Hasil seleksi
. jabatan, Hasil rapat diserahkan kembali ke Bidang ald Berkas L ban Sananess
Kepegawaian untuk ditetapkan dengan Surat Persyaratan
Keputusan. lulusiseleksi Promosi
Melakukan proses Penerbitan Surat Keputusan
Jabatan, arsip dan distribusi Surat Keputusan 2 . 2 Surat
6 ; . 1
Jabatan ke yang bersangkutan melalui unit kerja Hasil deleksi han Keputusan
terkait.
Menerima duplikat Surat Keputusan Jabatan L
: g ; Surat . .
7 |sebagai arsip dan Surat Keputusan Asli ke yang 30 menit |Arsip
Keputusan
bersangkutan. |
1
’ . Surat . -
8 |Menerima Surat Keputusan Jabatan (asli). 15 menit [Arsip
Keputusan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

029/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas

Prof. Dr. Ibr:

Bangka Belitung

im,

NIP. 198104102012121001

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UBB

NAMA POS

PENDIDIK DAN TENAGA

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN
STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA

KEPENDIDIKAN UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian
. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses Studi Lanjut Pegawai.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




AGA KEPENDIDIKAN UBB

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN STUDI LANJUT PEGAWAI BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TEN. i
i : ; : . 'pelaksana B ; Mutu Baku
No.|Aktivitas Angg : | Keterangan
2 Rektor Pegawai | Kepala BPKKU K‘x’ Tim Bidang o S ntiang | ““1”“"‘ = ""‘: Kelengkapan Waktu output
} - : PoERY : Kepegawaian Hex) ] : i
! i
Mengumumkan Bantuan Biaya Studi Lanjut bagi Tenaga
1 |Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Draf Pengumuman 30 Menit Pengumuman

Belitung

Pegawai Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS mengajukan
bantuan biaya studi lanjut kepada Rektor c.q. Kepala Biro

Kelengkapan Dokumen

2 = . . 1 hari Berkas usulan
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum melalui Persyaratan.
Pimpinan Unit Kerja
Menerima dan mendisposisikan surat usulan pengajuan
3 |Bantuan Biaya Studi Lanjut untuk diverifikasi setiap usulan Berkas usulan 5 menit Disposisi
pegawai
Menerima dan mendisposisikan kepada Tim Kepegawaian I |
4 |untuk diverifikasi Usulan Bantuan Biaya Studi Lanjut Berkas usulan 5 menit Disposisi
Pegawai
Menerima, memverifikasi berkas, dan merekap data usulan
pegawai yang mengajukan Bantuan Biaya Studi Lanjut.
E :rda X ] g | , : Berkas kelengkapan
s Usulan ELMdsarkan Keputusan Rektor Nomor ) ™ 15 Menit eI .as., clt:tl ghar
8.1/UNS0/SP/VII/2022, Serta membuat Pengumuman Hasil administrasi
Seleksi administrasi yang mengajukan Bantuan Biaya Studi
Lanjut
Melakukan Seleksi Wawancara bagi Pegawai yang Lulus
6 Seleksi Administrasi Bantuan Biaya Studi Lanjut, dan | Berkas kelengkapan 1 hari Hasil Penilaian
memberikan penilaian bagi pegawai yang layak diberikan administrasi Seleksi
bantuan biaya pendidikan studi lanjut.
Mc::‘u:nmaA hasil p.emlamn s«:luksll dan mer.nbua}t I}crmg}znlumartl G . . Pengumuman hasil
7 |hasil akhir penerima bantuan biaya studi lanjut bagi Pegawai Hasil Penilaian Secleksi |1 hari Akhir
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
i Surat Keputusan,
Membuat gurat k::p-ulus-an lunt.ang (lal"t.ar nama ]:em.-ru?lad . Hasil Bukti Pembayaran,
q bantuan biaya studi lanjut bagi Pegawai Tenaga Pendidik dan engumuman hasi 3 hari dan surat

Tenaga Kependidikan dan mengumpulkan Bukti pembayaran
dan membuat surat perjanjian bantuan biaya studi lanjut.

akhir

perjanjian bantuan,
arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 030/UNS50/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DIGAHEAN QLEH Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.S1
NIP. 198104102012121001

PERPINDAHAN TUGAS/ROTASI TENAGA KEPENDIDIKAN

PERPINDAHAN TUGAS/ROTASI TENAGA

H eas KEPENDIDIKAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami proses mutasi pegawai.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERPINDAHAN TUGAS/ROTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
: Pelaksana i Mutu Balu |
i |
| EepalBio : - - i
¥ : Perencanaan, e 2R i i} =]
No. Aktivitas 1 v - | akil Rektor Bidang - Tim Kerja Bidang Tenaga - | | Keterangan
Pimpinan Unit Eerja Rektor m A Vi Heuangan, ' Re s R pe:didﬂun Kelengkapan Waktu Output x
g 7 : Kepegawaian dan i =] f i
Umum
Melakukan evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan dan o
rapat koordinasi terhadaP_['-‘cl‘lilﬂ.ia.u kinerja dan ( ’ Kebutuhan SDM, SKP ) ) Hasil C\{aluamkifllrlcrjr;t
1 |kebutuhan SDM Tenaga Kependidikan untuk : ; 2 hari pegawai dan kebutuhan |-
i : - dan DP3 pegawai
mendukung layanan Tridarma Perguruan Tinggi di SDM
lingkungan Universitas Bangka Belitung -
M'c‘mbual da_ﬁar rotasi Tt?naga Kcmndid&m untuk Hasil Ev'all-iasi kinerja ) Daftar nama pegawai
2 |ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan pegawai dan 1 hari e e
rotasi
dan Umum kebutuhan SDM
Melakukan evaluasi dan menetapkan daftar nama
a Tenaga Kependidikan yang akan dipindahkan s Daftar nama pegawai | hari Hasil final na:.nﬂ L
{rotasi/mutasi) sesuai dengan kebutuhan SDM unit walied rotasi pegawai rotasi
kerja
|
M(!l)EI‘il»ll-"}l daftar nama 'ij:naga Kl:'zpcndidikan vang Hasil fal s . N Disposisi dan nama L
4 |akan d.:pmd.'s.hkz.n [.ruwt-lfmutasﬂ untuk proses pegawai rotasi & ment pegawai rotasi
penerbitan SK Perpindahan Tugas (Rotasi/Mutasi)
[
5 Membuat SK Pu.rp.lindahﬂn Tugas (Rotasi/ Mutasi) Dispusi?‘.i dan namd & irmniie Draf SK Rotasi/Mutasi |-
Tenaga Kependidikan pegawai rotasi
P TOCS SN —
& Me:nyem_i.ui SK l_:’e.rpindahan Tugas (Rotasi/ Mutasi) Draf SK Rotasi/Mutasi 30 menit | Paraf SK Rotasi/Mutasi |-
Tenaga Kependidikan
F
o M-:nycluj,ui SK f"crpindahan Tugas (Rotasi/Mutasi) Drafl SK Rotasi/ Mutasi 30 menit  |Paraf SK Rotasi/Mutasi |-
Tenaga Kependidikan
g (envetnndan merandamagan SK Perpiniabn Draf SK Rotasi/Mutasi | 30 menit |SK Rotasi/Mutasi -
Tugas (Rotasi/ Mutasi) Tenaga Kependidikan
L 1
Menggandakan, mendistribusi, dan mengarsipkan SK Y .
9 |Perpindahan Tugas (Rotasi/Mutasi] Tenaga SK Rotasi/Mutasi 60 menit  |Distribusi dan Arsip. -
Kependidikan
]
10 E’imp.inan Unit Kerja mencrﬂlma SK ‘Salinan SK SK Rotasi/Mutasi Smenit  [tanda terima. per pegawai
Perpindahan Tugas (Rotasi/Mutasi)
11 Tenaga Kependidikan di rotasi/mutasi menerima SK (j SK Rotasi/Mutasi & menik tanda terima. per pegawai

asli




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS 031/UNS0/POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

BISAHKAN QLER Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN
IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG
MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta

Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang Standar
Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

w

1. Memahami proses penyalahgunaan wewenang;
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.
2. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA

Pelaksana Mutu Baku
Pihak yang
No. Aktivitas Unit Layanan| Pimpinan mendapatkan Keterangan
T Unit Ke Kelengkapan tu Output
Pelapo Terpadu | UnitKerja T2 | 17in/Perjanjian Wek P
: Kerja
Pelapor menyampaikan Pengaduan atas Penyalahgunaan
Wewenang/Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapatkan
1 |1zin/Perjanjian Kerja melalui: Meja Unit Layanan Surat Pengaduan. 10 menit |Bukti surat diterima
Terpadu/Surat Reguler/Surat Elektronik (email)/Aplikasi
Lapor |
A i l t-Pe luan telah
Menerima Surat Pengaduan Pelanggaran dari Pelapor : - , S_ura (.1 ‘gacuan tela
2 s o : g Surat Pengaduan. 15 menit  |disampaikan ke
dan menyampaikan ke Pimpinan Universitas. S e
| Pimpinan Universitas
Menerima Surat Pengaduan
‘ala Aar isposisi .. |Surat Penga 2
3 Pcr}} .3’ h-gunaan_/Peiangg ararn dau? 1_11(:11(]1?;)0‘.5_1511{3.11 %{c . T — 15 menit !.H el gaduan dan
Unit Kerja terkait yang membuat izin/ perjanjian kerja Tidak Disposisi
untuk segera ditelaah.
Mengumpulkan bukti dan melakukan telaah atas dugaan
Pengaduan atas Penyalahgunaan syt Petipsttzn
Wewenang/Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapatkan g
s g s 2 : dan Berkas Bukti ; z
Izin/Perjanjian Kerja dan menetapkan i = ; Berita Acara f/Hasil
4 : S Penyalahgunaan 5 Hari . )
Keputusan/Sanksi Penyalahgunaan : Keputusan
: . i Wewenang/Pelangg
wewenang/ pelanggaran sesuai dengan Peraturan berlaku aran
serta membuat Laporan Berita Acara hasil penetapan %
Keputusan. 2
Menyvampaikan Laporan/Berita Acara hasil Keputusan
5 Pelanggara kepada Pimpinan Universitas dan Berita Acara /Hasil 1 Hari Laporan Berita Acara
menyampaikan ke Pihak yang mendapatkan Keputusarn /Hasil Keputusan
Izin/Perjanjian Kerja
Menerima laporan Berita Acara hasil Keputusan/Sanksi saporan Bcf'lta . |Menindaklanjuti
& Penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran weara, Fasil . Hal Laporan
’ & a 8 Keputusan
Laporan Berita Surat Pemberitahuan
Menerima laporan Berita Acara hasil Keputusan/Sanksi POt - i dan Laporan Berita
7 ) Acara [Hasil 1 Hari : o
Penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran . Acara [Hasil
Keputusan .
Keputusan
Surat
8 Menerima surat pemberitahuan dan proses layanan ( }- pemberitahuan 1 Hari Berkas surat/surat

dinyatakan selesai.

proses layanan
sudah selesai

elektronik




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 032/UN50/POS/F.4/2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim} M.Si
NIP. 198104102012121001

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT INSTANSI

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN

A PaB WEWENANG PEJABAT INSTANSI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1:

2.

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751});

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023 tentang
Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas
Bangka Belitung;

1.

2.

Memahami proses penyalahgunaan wewenang.

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETEREKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

1.
2. Alat Tulis Kantor.

Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT INSTANSI

elektronik

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Unit Layanan | Pimpinan : : | Keterangan
: ‘ ' K W
Pelapor Terpadu UBB | Universitas elengkapan aktu _ Output
Pelapor menyampaikan Pengaduan Ppenyalahgunaan
1 Wewenang Pejabat Instansi melalui: Meja Unit Layanan ( ) T m— 10 meéxit Bukti surat telah
Terpadu/Surat Reguler/Surat Elektronik & ' diterima ULT
(email)/ Aplikasi Lapor.
Surat Pengaduan
o Menerima Sura? Pengadean Pelanggr?u'an Fial‘l Pelapor Siirat Peiigaciian. B st te!af% d1s.arnpalkan
dan menyampaikan ke Pimpinan Universitas. : ke Pimpinan
Universitas
. Surat Pengaduan dan i
Menerima Surat Pengaduan Penyalahgunaan Bt Biarits Penyalahgunaan
3 |Wewenang Pejabat Instansi untuk segera ditelaah dan N —— 1 Hari |Wewenang dan
segera dilakukan rapat tingkat Pimpinan Universitas Y & Undangan Rapat
Tidak Wewenang Pimpi
Ya impinan
Mengadakan Rapat Tingkat P1m'p1nan Universitas dan | Surat Pengaduan, Berkas
melakukan telaah dengan bukti yang ada atas dugaan ;
3 . Bukti Penyalahgunaan .
Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Instansi serta o . . |Penetapan Hasil
4 : : oy Wewenang, dan Berita 2 Hari
membuat Berita Acara hasil rapat serta Menetapkan Valid ) . Keputusan
i Acara Keputusan Hasil
Keputusan Sanksi (Ringan/Sedang/Berat)/ Surat S
Keputusan jika terbukti adanya pelanggaran. P P
: : Surat pemberitahuan
5 Menerima surat pemberitahuan dan proses layanan ( }‘ proses layanan sudah 1 5 Berkas surat/surat

dinyatakan selesai.

selesai




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR POS

033/UN50/ POS/F.4/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrah
NIP. 198104102012121001

TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

NAMA POS

TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

8.

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas
Bangka Belitung;

1. Memahami proses pelanggaran disiplin pegawai.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja.

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEKAPAN :

2. Alat Tulis Kantor.

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
. Tim Pemeriksaan
No. Aktivitas Unit Layanan Pimpinan Pengaduan i Keterangan
Pelapor Terpadu UBB Universit Pela Kelengkapan Wakbn Output
L j Disiplin Pegawai
Pelapor menyampaikan Pengaduan Pelangaran
Disiplin Pegawai melalui: Meja Unit Layanan ( } 5 . Bukti surat telah
. ST ngad 5 0 me S
1 Terpadu/Surat Reguler/Surat Elektronik Rutgal Feogashen H Tt diterima ULT
(email) /Aplikasi Lapor.
. § Surat Pengad
Menerima Surat Pengaduan Pelanggaran dari ur .ens’d( uan
a e i e e 5 : . telah disampaikan
2 [Pelapor dan menyampaikan ke Pimpinan Surat Pengaduan. 15 menit Lo
: B ke Pimpinan
Universitas. 2 ;
Universitas
Menerima Surat Pengaduan Pelanggaran dan Surat Pengaduan dan Berkas Bukti Susunan Tim
3 |mendisposisikan ke Tim Pemeriksa untuk segera Berkas Bukti 1 Hari ) ditentukan
: Pelanggaran 5
ditelaah. Pelanggaran. oleh Pimpinan
Mengumpulkan bukti dan melakukan telaah atas Surat Pengaduan, Berkas " .
et 5 : - . Berita Acara Hasil
4 |dugaan Pelanggaran Disiplin dan menyampaikan Bukti Pelanggaran 5 hari s =
i : : - Tidak <o Pemerikasaan
Berita Acara hasil pemeriksaan. Disiplin
1 i ™, - 11 £ ~. I 1 Pa
Memftlma hasil rapat dan B-c1 ita Acaxa‘l (.:11911.1{3‘111 Ya Bukti Pelangaran dan .
~ |oleh Tim dan menetapkan Keputusan Sanksi Data B iz : Penetapan Hasil
B ; 5 > e Valid < Berkas Berita Acara Hasil 1 hari 5
(Ringan/Sedang/Berat)/ Surat Keputusan jika \ / Ranat Keputusan
terbukti adanya pelanggaran. P
i . Surat pemberitahuan Berkas
Menerima surat pemberitahuan dan proses layanan ) «
6 proses layanan sudah 1 hari surat/surat

dinyatakan selesai.

selesai

clektronik




Lampiran IX : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNS0/OT/III/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

o0

10
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Penerbitan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan Pengajuan Unit
Kerja

POS Penerbitan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan Memo Rektor
POS Penerbitan Peraturan Rektor Berdasarkan Memo Rektor

POS Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan
Pengajuan Unit Kerja

POS Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Rektor Berdasarkan
Memo Rektor

POS Pendistribusian Surat Keputusan_Perubahan Surat Keputusan
Rektor

POS Penomoran Surat Keputusan Rektor

POS Penyusunan Peraturan Rektor Bidang Akademik Usulan Rektor
POS Penyusunan Peraturan Rektor Bidang Akademik Usulan Senat
POS Penyusunan Peraturan Rektor Bidang Non Akademik

POS Perubahan Peraturan Rektor Bidang Akademik

POS Perubahan Peraturan Rektor Bidang Non Akademik

POS Penomoran Peraturan Rektor

POS Pendistribusian Peraturan_Perubahan Peraturan Rektor

POS Penyusunan Naskah Akademik Usulan OTK

POS Usulan Publikasi Salinan Peraturan Rektor Pada Website UBB
POS Sosialisasi Peraturan Rektor UBB

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIE

NIP 198104102012121001



Lampiran X : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/OT/II1/2024.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 001/UN50/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

im, M.Si

Prof. Dr. Ibr
NIP198104102012121001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

NAMA POS

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

S Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan, tidak lengkap berkas, dan sulit berkoordinasi dalam hal pengajuan Surat Keputusan Rektor
dapat mengakibatkan mundurnya waktu proses pembuatan Surat Keputusan Rektor.

ditetapkan.

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, dan harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang




PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

t SrTal i
Suat Pengantar Unit Kerja yang di TTD oleh atasan | dilirimkan ke Rektor melalui aplikasi
surat Tertinggi di Unit Kerja (Biro, Lembaga, UPA, SINDE. Surat Pengantar, lampiran dan
1 Rektor, ditujukan kepada Rektor dengan disertai data Fakultas), Draf Surat Keputusan Rektor Sesuai 30 Menit Surat Pengantar dan salinan RKAKL kegiatan yang diajukan
(data yang diperlukan untuk proses pembuatan Format terbaru yang berlaku, dengan lampiran Lampiran dari Unit Ketja |dalam bentuk satu file keseluruhan
draf Keputusan Rektor) berupa salinan RKAKL sesuai dengan kegiatan yang format.pdf (PDF} dan untuk draft Surat
diajukan dan draf SK Keputusan Rektor dalam bentuk
Menerima dan Mendisposisikan ke Wakil Rektor [/11/111 N N o )
P | Surat berkas dan Disposisi Elektronik
2 |untuk ditelaah kembali surat pengantar pembuatan Surat 15 Menit 7 A
Keputusan Rektor draft Surat Keputusan Rektor melalui aplikasi SINDE
rima dan i ke Ka. Biro
3 Keuangan, Kepegawaian dan Umum untuk ditelaah Disposisi Rektor, Surat Pengantar, berkas lampiran 15 Menit Disposisi Elektronik L
kembali surat Surat K dul dan draft Surat Rektor melalui aplikasi SINDE
Rektor
| ISR
rima dan ke Tenaga i
+ |Uavatan Fungsional/ Pelaksana) Bidang Hulcum dan Tata hmu"";: :’e:;’",""' e P bx:;k::‘u..n 15 Menit Disposisi Elektronik 1
Laksana untuk ditelaah kembali surat pengantar Berkas belupn Rektor melalui aplikasi SINDE
pembuatan Surat Keputusan Rektor beserta lampiran lengkap
lembar di isi ji
Keputusan Rektor dari Biro perencanaan, Keuangan, > Disposisi Ka. BPKKU Surat Pengantar, berkas T s i ke unit kerja bil
5 |Kepegawaian dan Umum dan Menelaah Surat Pengant lampiran pendukung, dan draft Surat Keputusan 15 Menit Diwp
dan Draft Surat Keputusan yang di sampaikan oleh unit Rektor melalui aplikasi SINDE | berkan yang disjukan kurang lengkap
kerja
& Berkas
TengkEp
Mendisposisikan ke Anggota Tim Bidang Hukum dan Disposisi Elektronik, Surat Pengantar, berkas — §
6 |Tatalaksana untuk di tindaklanjuti apabila semua berkas lampiran pendukung, dan draft Surat Keputusan |15 Menit ze"";l"’? "‘"."s“‘“mDE -
pengajuan sudah lengkap Rektor sl apilicst
Menerima disposisi masuk dari Ketua Tim Bidang Hukum | I Disposisi Masuk Ketua Tim Bidang HTL, Surat Di isi Elektronik
7 |dan Tata Laksana tentang tindak lanjut pemprosesan berkas lampi dan 15 Menit i anlia SNDE P
Keputusan Rektor Surat Keputusan Rektor wpilicnnl
s |Memeriksa draf Keputusan Rektor sesuai dengan data l Disposisl Masal ketia Tix Bidne HIL st o | 1s e Disposisi Elektronik 3
dukung dan ketentuan yang berlaku Surnts Keputusan Ri ekto‘ " melalui aplikasi SINDE
o |Membuat Surat Keputusan Rektor sesuai dengan data Deckm I Draft Surat Keputusan Rekfor dan Salinan RKAKL |1\ Draft Surat Keputusan
pendukung sesuai Kegiatan yang diajukan Rektor T
Format
Menyerahkan draf Keputusan Rektor yang sudah dicetak/ I
10 | Print Out sesuai Format yang berlaku kepada Ketua Tim Draft Surat Keputusan Rektor 2 Menit RMmSum Keputusan |
Bidang Hukum dan Tata Laksana ektor
Jika masih ada kesalah dalam hal
. pengetikan penulisan maka akan
iy, | Mersvii Kssibali Surst Kepatases Reutor spubliance e Draft Surat Keputusan Rektor 15 Menit | prat Suret Keputusan | ycempalikan ke Anggota Tim Bidang
2 sesuai Hukum dan Tata Laksana untuk
Format diperbaiki




Memberikan Paraf dikolom paraf pada Surat Keputusan

Draft Surat Keputusan

Rektor dan ke Ka. Biro .
12 | kenangan, Kepegawaian dan Umum untuk diproses lebih Draft Surat Keputusan Rektor 1 Menit Rektor d

lanjut

Memberikan Paraf dikolom paraf pada Surat Keputusan
13 | Rektor dan menyerahkan Ke Sekretaris Wakil Rektor Draft Surat Keputusan Rektor 1 Menit hbdm‘s“m Keputusan. |

1/11/111 untuk diproses lebih lanjut

draft Surat untulk diparaf Draft

14 | kepada Wakil Rektor yang membidangi pengajuan Surat Draft Surat Keputusan Rektor 1 Menit Drant Surat Keputunen. |

Keputusan Rektor ektor

Memberikan Paraf dikolom paraf pada Surat Keputusan
15 | Rektor dan menyerahkan Ke Sekretaris Wakil Rektor Draft Surat Keputusan Rektor 1 Menit Dea SumtKeputisan.

1/11/111 untuk diproses lebih lanjut

draft Surat untuk Draft Surat Keputusan
16 | ditandatangani (Barcode) Rektor kepada Sekretaris Rektor Draft Surat Keputusan Relktor 1 Menit Rektor R
ny draft Surat untuk Draft Surat Keputusan
17 | sitand tangani (Barcode) Rektor Draft Surat Keputusan Rektor 1 Menit Rektor -
Surat dan Draft Surat

18 Kkembali ke is Rektor untuk Draft Surat Keputusan Rektor S Menit D o kepuminen: |,

diproses lebih lanjut

Memberikan Surat Keputusan Rektor yang sudah
19 | dibubuhi Tandatangan (Barcode) Rektor ke Bagian Surat Keputusan Rektor 1 Menit Surat Keputusan Rektor |-

Hukum dan Tatalaksana

Menerima Salinan Surat Keputusan yang sudah Sekretaris Rektor untuk dikirimkan

i i uk dilki Surat Keputusan Rektor 1 Menit Surat Keputusan Rektor |sesuai dengan daftar lampiran Perubahan

20

unt ke Unit Kerja
Pengusul melalui Google Drive Unit Kerja masing-masing

Surat Keputusan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

002/UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

81 S

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

%4*.”“5’&

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP198104102012121001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN MEMO REKTOR

NAMA POS

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
BERDASARKAN MEMO REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

S Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan harus mencantumkan "Berdasarkan Memo Rektor", Tanggal

dikirimkannya Memo Rektor, dan Mengarsipkan seluruh berkas pengajuan

Rektor

Semua berkas yang diajukan langsung atas perintah Rektor melalui Memo




Memberikan perintah untuk b Surat

PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

Rektor melalui MEMO Rektor

Memo Rektor

Memo Rektor

Menscan Memo Rektor dan mengirimkan hasil scan ke Ka.

Rektor untuk ditandatangani (Barcode) oleh Rektor

2 |Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum Memo Rektor 10 Menit Scan Memo Reltor -
melalui Aplikasi SINDE
Mendisposisikan ke Ka. Biro Perencanaan, Keuangan, Disposisi Rektor, Memo ) Disposisi Elektronik
3 |Kepegawaian, dan Umum untuk segera dibuatkan Surat Berkas Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit melalui aplikasi SINDE
Keputusan Rektor yang dimaksud belum pendukung
Disposisi Rektor, Memo 5 ”
4 |Menerima disposisi dan meneruskan ke Ketua Tim Bidang Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit 2,:210:?; ?:r:;?g]u;ng -
Hukum dan Tata Laksana > pendukung P
Berkas Mengkonfirmasi ketersediaan
lengkap anggaran dan mengkonfirmasi
Menerima disposisi dan dan menelaah disposisi serta | l Disposisi Rektor, Memo Dlsioaisl Elektroniic anggota yang diajukan dalam
5 |Dberkas yang diajukan setelah berkas lengkap maka akan e Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit md‘;?ui aplikasi SINDE pengajuan ke Sekretaris
diteruskan ke Anggota Tim Bidang Hukum dan Tata pendukung P Rektor bila di Memo belum
Laksana lengkap atau kurang
dimengeri
1
%5 i Relkior, MED Berkas sudah lengkap sesuai
isposisi Rektor, Me . 4 isi Ketua Tim
6 Menerima disposisi dan membuat Surat Keputusan Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit Dislpoa?m Eﬁtfo;‘l:DE d;.:g:" g‘:{:ﬁ :]n ;a: ‘:‘I:ta
Rektor sesuai dengan perintah disposisi nduku melalul apilcasi idang
Pe ng Laksana
5 Draft Surat Keputusan -
7 |Mencetak hasil draft untuk diproses lebih lanjut qjﬁ Draft Surat Keputusan Rektor| 15 Menit Rektor
Jika masih ada kesalahan
Berkas belum dalam hal pengetikan
Menelaah tulisan dalam pengetikan Surat Keputusan sesuai Format Rektor| 15 Menit Draft Surat Keputusan penulisan maka akan
8 | Rektor yang sudah dicetak berupa draft untuk di Sah kan < Draft Surat Keputusan Rektor eni Rektor dikembalikan ke Anggota Tim
oleh Rektor Bidang Hukum dan Tata
Laksana untuk diperbaiki
kas sudah
sequai Format
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan Rektor
o [|vang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Ka. Biro Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit g:ll;tﬂnfumt Keputusan "
Per K 1, Kep ian, dan Umum untuk
diparaf
e
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan Rektor <
10 [Yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Sekretaris Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit ger‘a;tﬁofumt Keputusan 3
Wakil Rektor I/11/1II sesuai dengan bidang yang ditangani
untuk diparaf oleh Wakil Rektorl/II/II1
1
Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor untuk di ~ Rektorl2 Meni Draft Surat Keputusan -
11 |Paraf Wakil Rektor 1/II/ll sesuai dengan bidang yang Draft Surat Keputusan Rektori2 Menit Rektor
ditangani untuk diparaf
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan Rektor " Draft Surat Keputusan 3
12 |yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Sekretaris Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit Rektor




Draft Surat Keputusan

13 Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor untuk 5
ditandatangani (Barcode) oleh Rektor ] Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit Rektor
I |
Paraf Wakil Rektor 1/11/11I,
Menandatangani (Barcode) Surat Keputusan Rektor yang paraf Ka. Biro Perencanaan,
14 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahkan ke Draft Surat Keputusan Rektor|2 Menit Draft Surat Keputusan | Keuangan, Kepegawaian, dan
Sekretaris Rektor untuk diproses lebih lanjut Rektor Umum, paraf Ketua Tim
Bidang Hukum dan Tata
Laksana
berikan Surat Kep Rektor yang sudah
15 |ditand i (Barcode) Hukum dan Tata J | Surat Keputusan Rektor 2 Menit Surat Keputusan Rektor |-
Laksana | I—
Menerima Salinan Surat Keputusan yang sudah Sclfmmrls Rektor‘untuk
16 |ditandatangani (barcode) untuk dikirimkan ke Unit Kerja Surat Keputusan Rektor 1 Menit Surat Keputusan Rektor dildrimkan sesuai dengan

Pengusul melalui Google Drive Unit Kerja masing-masing

daftar lampiran Perubahan
Surat Keputusan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

s
S aanot™
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 003/UN50/ POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEAN GLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ib - M.Si
NIP198104102012121001

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN MEMO REKTOR

AMA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
a s BERDASARKAN MEMO REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan harus mencantumkan "Berdasarkan Memo Rektor", Tanggal
dikirimkannya Memo Rektor, dan Mengarsipkan seluruh berkas pengajuan

Semua berkas yang diajukan langsung atas perintah Rektor melalui Memo

Rektor




PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO

Memberikan perintah untuk membuat Surat

REKTOR
e

Surat Pengantar dan Berkas
Lampiran dikirimkan ke Rektor
melalui aplikasi SINDE. Surat
Pengantar, lampiran dan salinan

disposisi

lampiran pendukung

SINDE

. Memo Rektor 30 Menit |Memo Rektor RKAKL kegiatan yang diajukan
Keputusan Rektor melalui MEMO Rektor dalam bentuk satu file keseluruhan
format.pdf (PDF) dan untuk draft
Surat Keputusan Rektor dalam
bentuk format.doc (WORD)
Menscan Memo Rektor dan mengirimkan hasil 1 I
ke . Bi 3
m: g:wﬁ?mBg:nP;::?man!::&lﬁexgm' Memo Rektor 10 Menit  |Scan Memo Rektor |-
SINDE
Mendisposisikan ke Ka. Biro Perencanaan . . . . .
i ¢ l I Disposisi Rektor, Memo Disposisi Elektronik
Keuangan, Kepegawaian, dan Umum untuk : PSS
segera dibuatkan Surat Keputusan Rektor Reku_)r, dan berkas 15iMenit melalui aplikasi -
yang dimaksud lampiran pendukung SINDE
Menerima disposisi dan meneruskan ke Ketua ::I Berkas belur DisposisiRe ctor, Memo : Dmposfs‘ E!e : nik
Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana lengkap Rektor, dan berkas 15 Menit  |melalui aplikasi -
lampiran pendukung SINDE
Mengkonfirmasi ketersediaan
Menerima disposisi dan dan menelaah Berks lengkap . ) g . . .. |anggaran dan mengkonfirmasi
disposisi serta berkas yang diajukan setelah " Disposisi Rektor, Memo : stposgsx E!ekt.r.omk anggota yang diajukan dalam
: Rektor, dan berkas 15 Menit  |melalui aplikasi 3 8 .
berkas lengkap maka akan diteruskan ke lampi duku SINDE pengajuan ke Sekretaris Rektor bila
Anggota Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana pican, pencuing di Memo belum lengkap atau
kurang dimengerti
Menerima disposisi dan membuat Surat Disposisi Rektor, Memo Disposisi Elektronik |Berkas sudah lengkap sesuai
Keputusan Rektor sesuai dengan perintah Rektor, dan berkas 15 Menit melalui aplikasi dengan disposisi Ketua Tim Bidang

Hukum dan Tata Laksana




o

PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO

Mencetak hasil draft untuk diproses lebih

Draft Surat Keputusan

Draft Surat

untuk ditandatangani oleh Rektor

Rektor

it )
(4 lanjut Bedias Rektor 15 Mend Keputusan Rektor
mddxl
sesuai
Format
Berkas
:i‘.',: Jika masih ada kesalah dalam hal
Format tikan i kan
Menelaah tulisan dalam pengetikan Surat s Draft Surat Keputusan ) Draft Surat pengetika penulisan maka_ al
8 K i e 15 Menit dikembalikan ke Anggota Tim
eputusan Rektor yang sudah dicetak berupa Rektor Keputusan Rektor R
draft untulcdi'Sah kan olsh Reltor — Bidang Hukum dan Tata Laksana
wiedt oleh e untuk diperbaiki
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan
o |Rektor yang sudah benar dan melanjutkan | Draft Surat Keputusan |, /. Em&tsumtR sior |
berkas ke Ka. Biro Perencanaan, Keuangan, Rektor eputusan e
Kepegawaian, dan Umum untuk diparaf
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan
Rektor yang sudah benar dan melanjutkan Draft Surat Keputusan |, /. Draft Surat N
10 |berkas ke Sekretaris Wakil Rektor I/11/111 Rektor eni Keputusan Rektor
sesuai dengan bidang yang ditangani untuk
diparaf oleh Wakil Rektorl/II/III
Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor Draft Surat Keputusan — Draft Surat :
11 |untuk di Paraf Wakil Rektor I/11/11l sesuai Rektor ent Keputusan Rektor
dengan bidang yang ditangani untuk diparaf
Memberikan paraf pada draft Surat Keputusan
12 |Rektor yang sudah benar dan melanjutkan Draft Surat Keputusan |, oo . Eﬁ"ft SuratR wor I
berkas ke Sekretaris Rektor untuk Rektor EputusanRe
ditandatangani oleh Rektor
13 |Menyerahkan draft Surat Keputusan Rektor Draft Surat Keputusan |, \/o . Draft Surat .

Keputusan Rektor




PENGAJUAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR

s X B i

Paraf Wakil Rektor I/11/1ll, paraf
Menandatangani Surat Keputusan Rektor yang Ka. Biro Perencanaan, Keuangan,
4 sudah lengkap dengan paraf dan Draft Surat Keputusan 2 Menit Draft Surat - Kepegawaian, dan Umum, paraf
menyerahkan ke Sekretaris Rektor untuk Rektor Keputusan Rektor o' Bidang Hukum dan Tata
diproses lebih lanjut Laksana
Memben:kan Surat Ke.putusan Rektor yang J—__l Surat Keputusan 2 Menit Surat Keputusan i
15 |sudah ditandatangani (barcode) Kebagian Rektor Rektor
Hukum dan Tata Laksana
Menerima Salinan Surat Keputusan yang
sudah ditandatangani (barcode) untuk o ) Surat Keputusan 1 Menit Surat Keputusan 3
16 (L. & v 5 Rektor Rektor
dikirimkan ke Unit Kerja Pengusul melalui e
Google Drive Unit Kerja masing-masing




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 004 /UN50/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024
§ TANGGAL REVISI
g TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
g S
S aanct” DISAERAT OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT
KERJA

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN
NAMA POS SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN
PENGAJUAN UNIT KERJA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

S Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Perubahan Surat Keputusan harus mencantumkan Surat Keputusan Rektor yang pernah terbit dengan Judul
yang sama dan atau Perubahan Judul Surat Keputusan Rektor harus mencantumkan Nomor Surat
Keputusan yang sudah pernah terbit didalam DIKTUM untuk dibatalkan, dihapuskan, atau tetap berlaku

Dokumen administrasi harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan, harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan,
dan pengecekan Perubahan Surat Keputusan Rektor dilakukan diunit kerja

sepanjangn tida diubah dalam Surat Keputusan Rektor yang terbaru

masing-masing




Membuat surat permohonan perubahan
penerbitan Keputusan Rektor, ditujukan

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

Ssany

Suat Pengantar Perubahan
Surat Keputusan Rektor
dari Unit Kerja yang di TTD
oleh atasan Tertinggi di
Unit Kerja. (Biro, Lembaga,
UPA, Fakultas), Draf

Perubahan Surat
Pengantar dan

Surat Pengantar Perubahan Surat
Keputusan Rektor dengan
mencantumkan Nomor Surat
Keputusan Rektor yang sudah
terbit untuk diajukan
perubahannya dan Berkas
Lampiran dikirimkan ke Rektor

tindaklanjuti apabila semua berkas pengajuan
perubahan sudah lengkap

draft Perubahan Surat
Keputusan Rektor

:a";d“ Rekine s diﬂ“i data dukung Perubahan Surat 30 Menit || o piran dari Unit |melalui aplikasi SINDE. Surat
mbﬁzntagn dE:I K tun Rp?tses Keputusan Rektor Sesuai Kerja Pengantar, lampiran dan salinan
pe eputusan Rektor) Format terbaru yang RKAKL kegiatan yang diajukan
berlaku, Salinan RKAKL dalam bentuk satu file keseluruhan
sesuai dengan kegiatan format.pdf (PDF) dan untuk draft
yang diajukan Surat Keputusan Rektor dalam
bentuk format.doc (WORD)
Menerima dan Mendisposisikan ke Wakil inuf::ri;n;::d‘fl;ub:;kad:n Disposfai E!eku:onik
Rektor I/11/11I untuk ditelaah kembali surat I draft Perubahati Su“f“ 15 Menit | melalui aplikasi -
pengantar Perubahan Surat Keputusan Rektor SINDE
Keputusan Rektor
s " o 2 Disposisi Rektor, Surat
ll)dce;l;x:;:;::nKMmdxspos;(mkan ke Km Biro Pengantar, berkas Disposisi Elektronik
b Heuangan, Kepegawaian: dan lampiran pendukung, dan |15 Menit  |melalui aplikasi 2
Umum untuk ditelaah kembali surat 1 I
pengantar Perubahan Surat Keputusan Rektor dreft. Perubahan Surat SINDE
P Keputusan Rektor
: . L . Disposisi WR LILIII, Surat
M_eneru:ln;:l dan lﬁ::d’;_sp;mmkan ke Keu;(a Tim Pengantar, berkas Disposisi Elektronik
di & : & Suna unty J l lampiran pendukung, dan |15 Menit  |melalui aplikasi -
itelaah kembali surat pengantar Perubahan L
draft Perubahan Surat SINDE
Surat Keputusan Rektor E:f'"’ Keputusan Rektor
ongiro
Menerima lembar disposisi pengajuan isposisi
Disposisi Ka. BPKKU Surat
permohonan Perubahan Keputusan Rektor . e o
i Bi Pengantar, berkas Disposisi Elektronik
dari Biro perencanaan, Keuangan, 2 s A ¥ s -
Kepegawaian dan Umum dan Mer;cl I Siit > lampiran pendukung, dan |15 Menit |melalui aplikasi
draft Perubahan Surat SINDE
Pengantar dan Draft Perubahan Surat Keputusan Rektor
Keputusan yang di sampaikan oleh unit kerja Beiiae -
lengkap
" o . . Disposisi Elektronik, Surat.
xﬁzﬁzp;:;m,?m ke Anggota ’l?km diBldang :: Pengantar, berkas Disposisi Elektronik
‘atalaksana unt lampiran pendukung, dan |15 Menit  |melalui aplikasi -

SINDE




PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA
s . - B -

Disposisi Ketua Tim Bidang

HTL, Surat Pengantar, Disposisi Elektronik
Menerima lembar disposisi dari Ketua Tim berkas lampiran 15 Menit | melalui aplikasi -
7 |Bidang Hukum dan Tata Laksana tentang pendukung, dan draft SINDE
instruksi pemprosesan Keputusan Rektor Perubahan Surat

Keputusan Rektor

I
L

Disposisi Ketua Tim Bidang
HTL, Surat Pengantar, Disposisi Elektronik
Memeriksa draf Perubahan Keputusan Rektor berkas lampiran 15 Menit  |melalui aplikasi -
8 |sesuai dengan data dukung dan ketentuan pcndukuns,s dantdraﬁ SINDE
ang berlaku Perubahan Sura
i Keputusan Rektor
Draft Perubahan Surat Draft Perubahan
utusan Rektor dan . _
¢ |Membuat Perubahan Surat Keputusan Rektor I I &an RKAKL Kegiatan 15 Menit g:lr:;rl(cputusan
sesuai dengan data pendukung yang diajukan
Draft Perubahan
Menyerahkan draf Perubahan Keputusan Draft Perubahan Surat .
10 |Rektor yang sudah dicetak/ Print Out sesuai Derkas ::] Kcl:putusan Reictor 2 Menit  |Surat Keputusan |-
Format yang berlaku kepada Ketua Tim Bidang sesuai Rektor
Hukum dan Tata Laksana Pormat
< Draft Perubahan
Mereviu kembali Perubahan Surat Keputusan Draft Perubahan Surat 15 Menit  |Surat Keputusan -
11 |Rektor apabila ada kesalahan dalam hal Berkas Keputusan Rektor Rektor
pengetikan o
Format
Memberikan Paraf dikolom paraf pada Draft Perubahan
Perubahan Surat Keputusan Rektor dan :: Draft Perubahan Surat 1 Menit Surat Keputusan -
12 {menyerahkan Ke Ka. Biro Perencanaan, Keputusan Rektor Rektor
Keuangan, Kepegawaian dan Umum untuk
diproses lebih lanjut
5 . Draft Perubahan
Memberikan Paraf dikolom paraf pada Draft Perubahan Surat 1 Menit SuiratKeputusan R
Perubahan Surat Keputusan Rektor dan Kt
13 " ; Keputusan Rektor Rektor
menyerahkan Ke Sekretaris Wakil Rektor

1/11/111 untuk diproses lebih lanjut




& e

Menyerahkan draft Perubahan Surat

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BE!

RSN

RDASARKAN PENGAJUAN UNIT KERJA

Draft Perubahan

Keputusan untuk diparaf kepada Wakil Rektor Draft Perubahan Surat ¥
14 yang membidangi pengajuan Surat Keputusan Keputusan Rektor 1 Menit Surat Keputusaz
Rektor
Rektor
Memberikan Paraf dikolom paraf pada '

15 Perubahan Surat Keputusan Rektor dan :——L Draft Perubahan Surat 1 Menit g;:gtl::u:mm
menyerahkan Ke Sekretaris Wakil Rektor I Keputusan Rektor ¢ R r P
1/11/111 untuk diproses lebih lanjut ekto
Menyerahkan draft Perubahan Surat bat Draft Perubahan

16 |Keputusan untuk ditandatangani Rektor ]_..: I gzaﬁtz::n Rcktofum‘ 1 Menit Surat Keputusan
kepada Sekretaris Rektor P Rektor
Menyerahkan draft Perubahan Surat Draft Perubahan

17 |Keputusan untuk ditandatangani (Barcode) L | zaﬁtPcmbaR!:nSurat 1 Menit Surat Keputusan
Rektor putusan " Rektor
Menandatangani Perubahan Surat Keputusan r] Draft Perubahan

18 |dan Menyerahkan kembali ke Sekretaris w— E:aﬁ:’crubaé:nSurat 5 Menit Surat Keputusan
Rektor untuk diproses lebih lanjut putusan & Rektor
Memberikan Perubahan Surat Keputusan

19 Rektor yang sudah dibubuhi Tandatangan |——4| Perubahan Surat 1 Menit Perubahan Surat
(Barcode) Rektor ke Bagian Hukum dan Tata L Keputusan Rektor Keputusan Rektor
Laksana
Menerima Salinan Surat Keputusan yang

20 sudah ditandatangani (barcode) untuk Perubahan Surat 1 Menit Perubahan Surat

dikirimkan ke Unit Kerja Pengusul melalui
Google Drive Unit Kerja masing-masing

Keputusan Rektor

Keputusan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 005/ UN50/ POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN MEMO REKTOR

PENGAJUAN PENERBITAN PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR BERDASARKAN
MEMO REKTOR

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan harus mencantumkan "Berdasarkan Memo Rektor", Tanggal
dikirimkannya Memo Rektor, dan Mengarsipkan seluruh berkas pengajuan

Semua berkas yang diajukan langsung atas perintah Rektor melalui Memo
Rektor




PENGAJUAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR DENGAN MEMO REKTOR
% =g o o o e

1 Memberikan perintah untuk merubah Surat Keputusan Memo Rektor 30 Menit Memo Rektor =
Rektor melalui MEMO Rektor
Menscan Memo Rektor dan mengirimkan hasil scan ke Ka. .
2 |Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum Memo Rektor 10 Menit Scan Memo Rektor -
melalui Aplikasi SINDE
Mendisposisikan ke Ka. Biro Perencanaan, Keuangan, Disposisi Rektor, Memo ) Disposisi Elektronik
3 |Kepegawaian, dan Umum untuk segera dibuatkan Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit melalui aplikasi SINDE
Perubahan Surat Keputusan Rektor yang di d pendukung
Disposisi Rektor, Memo .
4 Menerima disposisi dan meneruskan ke Ketua Tim Bidang Berkas Rektor, dan bcrk'as lampiran |15 Menit z‘:&osgﬁ El;:lec.l:m;;;l(DE -
Hukum dan Tata Laksana belum pendukung usaplisen:
lengkap
Mengkonfirmasi ketersediaan
anggaran dan mengkonfirmasi
Menerima di isi dan laah di isi serta berkas Disposisi Rektor, Memo Disposisi Elektronik anggota yang digjukan dalam
5 |vang diajukan setelah berkas lengkap maka akan > Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit melalui aplikasi SINDE | Pengajuan ke Sekretaris
diteruskan ke Anggota Tim Bidang Hukum dan Tata pendulkung P Rektor bila di Memo belum
Laksana Berkas lengkap atau kurang
dimengerti
Disposisi Rektor, Memo Berkas sudah lengkap sesuai
isposisi T, . i i 3 2 Ti
6 Menerima disposisi dan membuat Perubahan Surat Rektor, dan berkas lampiran |15 Menit glesl;:::t I:}};l:;og]ﬁDE gf:::: despoau is\:1 ;(:t’ru; a1m
Keputusan Rektor sesuai dengan perintah disposisi pendukung P Laksana
Berkas sudah
sesuai Format Draft Perubahan Surat 15 Menit Draft Perubahan Surat 9
7 |Mencetak hasil draft untuk diproses lebih lanjut l Keputusan Rektor Keputusan Rektor
Jika masih ada kesalah dalam
\ hal pengetikan penulisan
Menelaah tulisan dalam pengetikan Surat Keputusan < = Draft Perubahan Surat 15 Menit Draft Perubahan Surat  |maka akan dikembalikan ke
8 [Rektor yang sudah dicetak berupa draft untuk di Sah kan Berkas belum Keputusan Rektor e Keputusan Rektor Anggota Tim Bidang Hukum
oleh Rektor sesuai Format dan Tata Laksana untuk
diperbaiki
Memberikan paraf pada draft Perubahan Surat Keputusan
9 Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Ka. — Draft Perubahan Surat 2 Menit Ecran Perub;h:tn Surt =
Biro Per K K jan, dan Umum Keputusan Rektor putusan Rektor
untuk diparaf
Memberikan paraf pada draft Perubahan Surat Keputusan
0 Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke Draft Perubahan Surat 2 Menit gran Perub:ha Surat .
Sekretaris Wakil Rektor 1/11/11l sesuai dengan bidang yang Keputusan Rektor leputusan Rektor
ditangani untuk diparaf oleh Wakil Rektorl/1I/1Il
Menyerahkan draft Perubahan Surat Keputusan Rektor Draft Perubahan Surat 2 Menil Draft Perubahan Surat :
11 |untuk di Paraf Wakil Rektor I/11/1Il sesuai dengan bidang endt

yang ditangani untuk diparaf

Keputusan Rektor

Keputusan Rektor




Memberikan paraf pada draft Perubahan Surat Keputusan

. Draft Perubahan Surat
12 |Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas ke gmﬁt?:nb;sz urat 2 Menit Keputusan Rektor B
Sekretaris Rektor untuk ditandatangan (Barcode) oleh P
Rektor
5 Draft Perubahan Surat
13 [Menyerahkan draft Perubahan Surat Keputusan Rektor | 1 Emﬁ!:;b;::;f uret 2 Menit Keputusan Rektor -
untuk ditandatangani (Barcode) oleh Rektor - | P!
Paraf Wakil Rektor 1/11/111,
. paraf Ka. Biro Perencanaan,
M d Per Surat Kep Rektor yang Draft Perubahan Surat 2 Menit Draft Per Surat | LK ian, dan
14 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahken ke Keputusan Rektor Keputusan Rektor Umum, paraf Ketua Tim
Sekretaris Rektor untuk diproses lebih lanjut Hukum dan Tata Laksana
Memberikan Perubahan Surat Keputusan Rektor yang Perubahan Surat Keputusan |, .. Perubahan Surat .
15 |sudah ditand i (Barcode) Keb Hukum dan . Rektor Keputusan Rektor
Tata Laksana
Menerima Salinan Surat Keputusan yang sudah Perubahan Surat Keputusan |y . Perubahan Surat -
16 |ditandatangani {barcode) untuk dikirimkan ke Unit Kerja Rektor Keputusan Rektor

Pengusul melalui Google Drive Unit Kerja masing-masing




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 006/ UN50/ POS/ F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

Rl Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibr: s i

NIP198104102012121001

PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR/ PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN
REKTOR/ PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
REKTOR

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan penyampaian Surat Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor (pdf) dapat
mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan Surat Keputusan yang diajukan

Untuk terus melihat informasi terkait penyampaian Surat Keputusan
Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor (pdf) yang diajukan. Jika
mengalami kendala ataupun keterlambatan dalam hal penyampaian Surat
Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor (pdf) yang diajukan,
diharapkan untuk menghubungi Kepala/Pimpinan Unit Kerja agar dapat
segera berkoordinasi dengan Bidang Hukum dan Tata Laksana selaku
Pemroses Surat Keputusan Rektor.




PENDISTRIBUSIAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR/ PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Mengupload Surat Keputusan Rektor yang sudah dibubuhi

Surat Keputusan

Surat Keputusan

: Rektor/Perubahan Surat 2 Menit Rektor/Perubahan Surat -
tandatangan (Barcode) Rektor ke Google Drive HTL Keputses Relcter (pofy Keputusan Reltor (pdi)
Mendownload Surat Keputusan Rektor yang sudah
. . . . Surat Keputusan Surat Keputusan
dibubuhi tandatangan (Barcosie) Rektor di (?oogl N .Drlve‘ Rektor/Perubahan Surat 5 Menit Rektor /Perubahan Surat -
HTL dan mengupload kembali ke Google Drive unit kerja Kepitu Rekt af) Keputusan Rektor (pdf)
pengusul masing-masing. epuTsan Reldor' (p P
Hanya disampaikan kepada admin
Menyampaikan informasi melalui Group WA Koordinasi SK unit kerja yang tergabung didalam
kepada admin unit kerja bahwa Surat Keputusan Rektor Surat Keputusan Surat Keputusan Group WA Koordinasi SK dan
yang sudah dibubuhi tandatangan (Barcode) Rektor sudah Rektor/Perubahan Surat 2 Menit Rektor/Perubahan Surat selanjutnya untuk diteruskan
terbit dan bisa didownload di Google Drive unit kerja Keputusan Rektor (pdf) Keputusan Rektor (pdf) kembali oleh admin unit kerja
pengusul masing-masing,. kepada Kepala/Pimpinan Unit
Kerja.
Menerima Surat Keputusan Rektor yang sudah dibubuhi Surat Keputusan Surat Keputusan
tandatangan (Barcode) Rektor dan dipergunakan ( > Rektor/Perubahan Surat 10 Menit Rektor/Perubahan Surat -

sebagaimana mestinya

Keputusan Rektor (pdf)

Keputusan Rektor (pdf)




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS

007/ UN50/ POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NAMA POS

PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penomoran surat keputusan diambil berdasarkan disposisi Rektor pada surat pengajuan untuk menghindari
adanya pengambilan dua kali nomor yang sama pada tanggal, bulan, tahun, dan atau sesuai dengan yang
tertulis dalam surat pengajuan Surat Keputusan untuk tanggal penetapan Surat Keputusan Rektor tersebut

Penomoran Surat Keputusan diatur lebih rinci dalam Tata Naskah Dinas
Universitas Bangka Belitung




PENOMORAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Membuka Aplikasi SINDE dan melihat disposisi Surat
Masuk yang diterima

Disposisi Ketua Tim Bidang HTL, Surat
Pengantar/Memo Rektor, berkas lampiran
pendukung, dan draft Surat Keputusan
Rektor

15 Menit

Disposisi Elektronik melalui aplikasi
SINDE

Mencetak surat pengantar/Memo Rektor yang dikirimkan
melaui aplikasi SINDE

Disposisi Ketua Tim Bidang HTL, Surat
Pengantar/Memo Rektor, berkas lampiran
pendukung, dan draft Surat Keputusan
Rektor

15 Menit

Hasil Cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor

Melihat tanggal disposisi Rektor untuk pengambilan nomor
Surat Keputusan Rektor

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo Rektor,
Draft Surat Keputusan Rektor

2 Menit

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor, Draft Surat Keputusan Rektor

Mengisikan Nomor Surat Keputusan Rektor pada Excel
Nomor Surat Keputusan yang sudah dibuat sesuai Format
yang dibutuhkan bagian Hukum dan Tata Laksana

Inipind

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo Rektor,
Draft Surat Keputusan Rektor, Excel
Nomor Surat Keputusan Hukum dan Tata
Laksana

2 Menit

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor, Draft Surat Keputusan Rektor,
Excel Nomor Surat Keputusan Hukum
dan Tata Laksana

Nomor Surat Keputusan diambil
berdasarkan tanggal surat pengajuan
yang sudah didisposisi oleh Rektor.
Contoh: 1.7/UN50/SP/1/2024
keterangan lebih lanjut diatur dalam
Pedoman Tata Naskah Dinas
Universitas Bangka Belitung

Menuliskan Nomor Surat Keputusan Rektor pada hasil
cetak Surat Pengantar/Memo Rektor

!

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo Rektor,
Draft Surat Keputusan Rektor, Excel
Nomor Surat Keputusan Hukum dan Tata
Laksana

2 Menit

Hasil cetak Surat Pengantar/Memo
Rektor, Draft Surat Keputusan Rektor,
Excel Nomor Surat Keputusan Hukum
dan Tata Laksana




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 008/UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK USULAN REKTOR

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR

NAMA POS BIDANG AKADEMIK USULAN REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

2.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3.
Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan
Keputusan Rektor; 4

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 5.

Nomor 751);

Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25 /UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1.

Memahami Tata Naskah Dinas

Memahami Peraturan yang berlaku

Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

Memahami teknik Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan

5. Memahami teknik Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS PENOMORAN SURAT PERATURAN REKTOR UBB

1:
2. Alat Tulis Kantor

Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Rektor k Tim P P

ditindaklajuti kepada Ketua Tim Bidang Hulkum dan Tata
Laksana

Acara Rapat, Draft
Peraturan

1 Rektor yang ditetapkan dengan Keputusan Surat Keputusan/Memo 1 hari Surat Keputusan/ Memo
Rektor/Penunjukan Langsung oleh Rektor melalui Rektor Rektor
instruksi langsung dalam bentuk memo
b perbaiian, Surat Keputusan/ Memo
2 Menyusun Rancangan Peraturan Rektor sesuai arahan l Rektor, Berkas Pendukung 1-7 Hari Draf Rancangan Peraturan |
Rektor dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku { L Penyusunan Draf Peraturan Rektor
Rektor
3 draft hasil peny F Draf Rancangan Peraturan 5 Draf Rancangan Peraturan|
Rektor | Rektor . Rektor
draft hasil F Rektor yang e Draf Pera Hasil Telaah Draf
5 |telah disusun dan h i draf < Rem‘:‘m‘”““ TN ) pari Rancangan Peraturan
Rektor tersebut Rektor
Sudah sesuai
Dalam hal Rancangan Peraturan Rektor yang telah
6 d:uumnludnhuaumdex@nnmhmdnn Draf Rancangan Peraturan 30 menit Draf Rancangan Peraturan
Rektor | I Rektor, Surat Dinas Rektor, Surat Dinas )
Paramnn Rektor ke Ketua Senat melalui Surat Resmi
6 Menerima Surat Resmi dari Rektor dengan lampiran Draf Rancangan Peraturan 30 menit Draf Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Rektor Rektor, Surat Dinas Rektor, Surat Dinas :
4 e K s oo Berita Acara Rapat dan
7 Rapat F F Rektor, Surat Dinas Rektor, Me: aikan Draf R Pe:
¥ Rektor yang diaj Rektor Surat Undangan Rapat, e e emopn Terfin
Daftar Hadir, Notulensi G
ik P Rekwr yang telah Berita Acara Rapat, Draf Berita Acara Rapat, Draf
8 |disetujui dalam rapat p: I Rancangan Peraturan 30 menit Rancangan Peraturan
Peraturan Rektor kcpadu Rektor melalui surat resmi Rektor, Surat Dinas Rektor, Surat Dinas
Rek'.vr mcmnm Rancangan Peraturan Rektor yang telah Berita Acara Rapat, Draf Disposisi Elektronik
disetujui melalui surat resmi dan Mendisposisikan surat l — A 5
3 Rancangan Peraturan . melalui Aplikasi SINDE,

D e ot i e VR 1/ 52 Ll Bl eioe, Dok
Reletse itk i an Disposisi Rektor Peraturan
I/WR I
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil pembahasan Dll!mllfk Elrktzmuk.melalu.l DilpM_ El.ektzmuk'

4 Aplikasi SINDE, Berita y melalui Aplikasi SINDE,

10 |Rancangan Peraturan Rektor untuk diproses dan Acars Rapat, Draft 30 menit Betita a Rupat, Draft
ditindaklajuti dari Rektor kepada Ka Biro BPKKU Peraturan Pe "
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil pembahasan Disposisi Elektronik melalui Disposisi Elektronik
Rancangan Peraturan Rektor untuk diproses dan Aplikasi SINDE, Berita 30 menit melalui Aplikasi SINDE,

Berita Acara Rapat, Draft
Peraturan




Mendisposisikan surat resmi tentang hasil pembahasan
Rancangan Peraturan Rektor untuk diproses dan

Disposisi Elektronik melalui
Aplikasi SINDE, Berita

Disposisi Elektronik
melalui Aplikasi SINDE,

Lingkungan UBB dimana softfile dikirim melalui SINDE
dan cetakan Rektor dikirim ke alamat
kantor masing-masing unit kerja.

dan surat distribusi

12 | jitindaklajuti kepada Anggota Tim Bidang Hukum dan ] Acara Rapat, Draft S0.menit Berita Acara Rapat, Draft
Tata Laksana Peraturan Peraturan
dan i R
13 Rektor dengan i nomor dan d Peraturan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor dengan
menjadi Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke penomoran penomoran
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana BelumB
enar
Mentelazh substansi, pengetikan kalimat, dan
Lq |memberikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah -<\ Peraturan Rektor dengan |30 Peraturan Rektor dengan
benar dan melnmutknn berkas ke Kepala Biro penomoran penomoran
ian, dan Umum
Draf Peraturan Rektol dah benar diserahkan Bents
Alctor yang e - Peraturan Rektor d X Peratur:
15 |kepada Wakil Rektor 1/I1/Il melalui Sekretaris Wakil l - e ektor dengan |34 yenit pm:m_ ;{“m“““" dengan
Rektor 1/11/11l
Menyerahkan Draf Peraturan Rektor yang sudah benar
16 |kepada Wakil Rektor I/11/Il untuk ditelaah substansi, ::l'm‘“'o"‘rm'“"‘“’ dengan |34 enit :’m“m‘”m“‘m“’k‘“' dengan
pengetikan dan memberikan paraf
Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan
17 memberikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah Peraturan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor dengan
benar dan melanjutkan berkas ke Rektor melalui penomoran penomoran
Sekretaris Rektor
Peraturan Rektor dengan
Menyerahkan Draf Peraturan Rektor yang sudah benar Peratin .
18 |dari Wakil Rektor 1/11/IIl kepada Rektor untuk ditelaah | |peracuran Rekor dengan |55 e Penecioren yeng telah
dan dan ditetapkan
X Peraturan Rektor dengan Peraturan Rektor dengan
dan = R yang l ] yang telah i penomoran yang telah
19 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahkan ke . i dan 30 menit Gdas
Sekretaris Rektor untuk diproses lebih lanjut ditetapkan ditetapkan
Peraturan Rektor dengan Peraturan Rektor dengan
20 Memberikan Peraturan Rektor yang sudah 'Il I penomoran yang telah 30 senit penomoran yang telah
Ke Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana i dan ditandatangani dan
ditetapkan ditetapkan
turan ngan
Rektor dan i uksikan l 1 ks R;.k‘n:r:r ah
21 |Anggota Tim Bid-ng Hukum dan Tata Laksana untuk RO | ditanda G dah 30 menit Salinan Peraturan Rektor
Bl Reltor ditetapkan
ima P Rektor dan Salinan
Peraturan Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk
dikirimkan ke Ketua Senat, WR 1/11/11l, Para Kepala Biro, "
22 |Para Dekan, Para Ketua Lembaga dan Kepala UPA di Salinan Peraturan Reldtor |5, 1,0y Salinan Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
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UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 009/UNS0/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

BISAHKACOLER Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK USULAN SENAT

PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR

L oS BIDANG AKADEMIK USULAN SENAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan
Keputusan Rektor;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

5 Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25 /UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

' Memahami teknik Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




dan ditindaklajuti kepada Ka Biro BPKKU

Senat tim p dan salinan RKAKL
Rektor atau meminta Komisi di dalam senat untuk Memo Rektor 30 Menit Memo Rektor kegiatan yang diajukan
menyusun rancangan peraturan rektor dalam bentuk satu file
keseluruhan format ,pdf
(PDF) dan untuk draft
Surat Keputusan Rektor
dalam bentuk format .doc
(WORD)
Ada Perbaikan,
Rektor Susun Kembali )
2 5 s i el Aot 2 senat Memo Rektor 10 Menit Scan Memo Rektor -
3 lein. draft haall p Emfmf: o Rektor, 15 Menit Disposisi Elektronik
Rektor kepada ketua senat dan anggota senat lnmnya pendukung ‘melalui aplikasi SINDE
ima draft hasil P Rektor yang \ Disposisi Rektor, Memo Rektor, : , E
4 |telah disusun dan bersama seluruh anggota senat < dan berkas lampiran 15 Menit Disgosial E!""‘I";‘:DE g
i draf Rektor tersebut pendukung melalui aplikasi
Sudah sesuai
Mengkonfirmasi
Dalam hal rancangan Peraturan Rektor yang telah disusun ketersediaan anggaran
md.hmkamntuandmpenanuum-eh:mhanggnm . . dan mengkonfirmasi
D Rekto 3 : o 5
5 |senat, Senat : Rektor ke ] i comesincrane el FPRORN Disposisi Elektronik  |anggota yang diajukan
Rektor melalui Surat Resmi serta mengadakan rapat panduinwg melalui aplikasi SINDE  |dalam pengajuan ke
P rektor Sekretaris Rektor bila di
tersebut bersama rektor Memo belum lengkap atau
kurang dimengerti
Menerima rancangan Peraturan Rektor dari Senat melalui " 5
Surat Resmi dan menyampaikan kesepakatan agenda Disposial Eaktar; Memo Reldor, ) Disposisi Elektronik
6 dan berkas lampiran 15 Menit. 5 -
rapat h, Rektor tersebut melalui aplikasi SINDE
w pendukung
kepada Ketua Senat
k i Pembah Draft Rancangan Peraturan 15 Menit Draft Rancangan
7 |Peraturan Rektor yang diajukan bersama Rektor Rektor Peraturan Rektor 3
Jika masih ada kesalahan
dalam hal pengetikan
ik Rekwr yang telah l |penulisan maka akan
8 |disetujui dalam rapat Draf Rencengen Terstummn |y g pdeeit Deal Renpangnn. |dikembalikan ke Anggota
Peraturan Rektor kepada Rektor melalui surat resmi Tim Bidang Hukum dan
Tata Laksana untuk
| diperbaiki
Rektor menerima Ranumpn Peraturan Rektor yang telah
) dxsetw:n melalui surat resmi dan mendisposisikan surat R _—
resmi tentang hasil Rekt g e -
Rektor untuk diproses dan ditindaklajuti kepada WR 1/WR ektor Peraturan Rektor
1I/WR [
Moudisposialican sarat el R:::;?:nmk‘ l:;ml - Draft Rancangan Peraturan Nt Draft Rancangan
10 pro Rektor Peraturan Rektor -




Mendinpouidknn surat resmi tentang hasil pembahasan
1 Rektor untuk di; dan Draft Rancangan Peraturan 2 Menit Draft Rancangan
ditindakdajuti kepada Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Rektor ent Peraturan Rektor 3
e 1]
Mendiupo-i-iknn surat resmi tentang hasil pembahasan
12 Rektor untuk di; dan Draft Rancangan Peraturan 2 Menit Draft Rancangan
dmndakh;uu kepada Anggota Tim Bidang Hukum dan : ' Rektor ent Peraturan Rektor 5
Tata Laksana
dan i j F
13 Rektor dengan berikan nomor dan Draft Rancangan Peraturan 2 Menit Draft Ran
menjadi Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke Rektor Peraturan Rektor =
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana
Paraf Wakil Rektor
Menmlnh substansi, pengetikan kalimat, dan 1/11/111, paraf Ka. Biro
14 ikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah Draft Rancangan Peraturan 2 Menit Draft
benar dan melanjutkan berkas ke Keplll Biro Rektor oo Peraturan Rektor Kepegawaian, dan Umum,
dan Umum paraf Ketua Tim Bidang
Hukum dan Tata Laksana
Memberikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah
15 |benar dan diserahkan kepada Walkil Rektor I/11/IIl melahui ‘ Lr Rancangan Peraturan Rektor |2 Menit Panesnghn Peratimn
Sekretaris Wakil Rektor 1/11/111 -
dan kan Draf Rektor yang
16 |sudab benar kepada Wl Rektor /111 untuk diclash Radicangan Peruinren Rekior, |1 Mele Rekor
P paraf
Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan
17 | memberikan paraf pada draf Peraturan Rektor yang sudah _r_'—l Peraturan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor dengan
benar dan melanjutkan berkas ke Rektor melalui 1 penomoran = penomoran
is Rektor
dan Draf P Rektor yang Peraturan Rektor dengan
18 sudah benar dari W-ldl Rektor 1/11/111 kepada Rektor | I Peraturan Rektor dengan 30 menit penomoran yang telah
untuk ditelaah substansi dan ditetapkan dan o ditandatangani dan i
ditandatangani |ditetapkan
h den i Rektor yang Peraturan Rektor dengan Peraturan R""“":};"h“”
19 |sudah lengkap dengan paraf dan menyerahkan ke penomoran yang telah 30 menit penon::rm y‘":‘n -
is Rektor untuk diproses lebih lanjut E:__._J' |ditandatangani dan ditetapkan ditandatangani
ditetapkan
Menyerahkan Peraturan Rektor yang sudah Peraturan Rektor dengan Peraturan Reltar dengan
20 |ditandatangani ke Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata -1 l penomoran yang telah 30 menit gz:::::um “’_"d:‘h =
Laksana ditandatangani dan ditetapkan ditetapkan
Rektor dan i ik r‘l Peraturan Rektor dengan
21 |Anggota Tim ang Hukum dan Tata Laksana untuk _ penomoran yang telah 30 menit Salinan Peraturan Rektor |-
jrim Salinan Rektor ditandatangani dan ditetapkan
P Rektor dan d Salinan
Peraturan Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk
dikirimkan ke Ketua Senat, WR I/11/11I, Para Kepala Biro,
22 |Para Dekan, Para Ketua Lembaga dan Kepala UPA di Selivas Peraturan Reldar din. |50 weit Salinan Peraturan Rektor |-
Lingkungan UBB dimana softfile dikirim melalui SINDE
dan cetakan Rektor dikirim ke alamat
kantor masing masing unit kerja




Peraturan Rektor dengan Peraturan Rektor duhnhgnn
yang . penomoran yang tel
Menyerahkan Peraturan Rektor yang sudah ?( omi o. lm, ngani d:,hh 30 menit ditandatangani dan
13 | ditandatangani ke Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata ditetapkan ditetapkan
Laksana
ima Pe: Rektor dan i i penomoran yang telah 30 menit Salinan Peraturan Rektor
14 Anggota Tim Bidang Bidang Hukum dan Tata Laksana ditandatangani dan
untuk kan dan irim Salinan ditetapkan
Rektor
Menerima Pe; Rektor dan Salinan
Peraturan Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk : .
dikirimkan ke Ketua Senat, WR 1/11/1II, Para Kepala Biro, dwm “numl:e;:::f;:: 30 menit Salinan Peraturan Rektor
15 Para Dekan, Para Ketua Lembaga dan Kepala UPA di
Lingkungan UBB dimana softfile dikirim melalui SINDE
dan cetakan salinan Rektor dikirim ke
alamat kantor masing-masing unit kerja




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 011/UNS0/POS/F.5/2024
h TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
: 3 TANGGAL REVISI
e g’ TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
45 5.
L RISAHIKAT OLEEL Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP198104102012121001

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK

NAMA POS

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG
AKADEMIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah

Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan

Keputusan Rektor;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023

‘Ic\?ntang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
omor 751);

S K(?pgtusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

2. Alat Tulis Kantor

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK

Senat mengirimkan undangan rapat paripurna

Undangan Rapat

Undangan Rapat

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum

i Pari , Surat
1 |pembahasan perubahan Peraturan Rektor Paripurna, Surat Dinas J0.menit Di::: siindee
kepada Rektor melalui Surat Resmi
Menyampaikan kesepakatan agenda rapat Undangan Rapat . t Di
2 |pembahasan rancangan Perubahan Peraturan Paripurna, Surat Dinas S0%enie SurdtDinas
Rektor tersebut kepada Ketua Senat
Usulan Draft Berita Acara Rapat
Mengadakan Rapat Paripurna Pembahasan sul I X dam Draf Rancangan|_
3 |Rancangan Perubahan Peraturan Rektor yang l ) Pembaha:gn ;el;atlurar.l- Menyesusilan Perubahan
diajukan bersama Rektor Daftar Hadir, Notulensi Peraturan Rektor,
Menyampaikan Rancangan Perubahan Berita Acara Rapat dan Berita Acara Rapat
Peraturan Rektor yang telah disetujui dalam I Draf Rancangan —— dam Draf Rancangan
4 |rapat paripurna pembahasan Perubahan Peraturan Perubahan
Perubahan Peraturan Rektor kepada Rektor Rektor, Peraturan Rektor,
melalui surat resmi
. Disposisi Elektronik
l;:ktor menerima Rancangan Perubahan ) Berita Acara Rapat, Draf melalui Aplikasi
raturan Rektor yang telah disetujui melalui :
i isposisi i . | Rancangan Perubahan ; SINDE, Berita Acara
surat resmi dan Mendisposisikan surat resmi 30 menit
” i Peraturan Rektor, Surat Rapat, Draft
tentang hasil pembahasan Rancangan < Di isi Rektor Perubahan
Perubahan Peraturan Rektor untuk diproses Dinas, Disposisi Rel i
dan ditindaklajuti kepada WR I/WR 1I/WR 11l
Disposisi Elektronik
isposisi i i Disposisi Elektronik melalui Aplikasi
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil i ikasi S| i
. INDE, Berita Acara
6 pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan ) . u:\e]fl.lullx Aphk]::l SlNgl{Ea,ft 30 menit ey Drerflt .
Rektor untuk diproses dan ditindaklajuti dari g::utg I car;era;:::an Perubahan
Rektor kepada Ka Biro BPKKU Peraturan
Disposisi Elektronik
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil Disposisi Elektronik melalui Aplikasi
pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan melalui Aplikasi SINDE, 30 menit SINDE, Berita Acara |
7 |Rektor untuk diproses dan ditindaklajuti rj Berita Acara Rapat, Draft Rapat, Draft
kepada Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata | PR Perubahan Peraturan Perubahan
Laksana Peraturan
Disposisi Elektronik
Mendisposisikan surat resmi tentang hasil | I Disposisi Elektronik melalui Aplikasi
pembahasan Rancangan Perubahan L melalui Aplikasi SINDE, 30 mienit SINDE, Berita Acara
8 |Peraturan Rektor untuk diproses dan Berita Acara Rapat, Draft Rapat, Draft
ditindaklajuti kepada Anggota Tim Bidang Perubahan Peraturan Perubahan
Bidang Hukum dan Tata Laksana Peraturan
Memproses dan menindaklanjuti Rancangan balian
Peraturan Rektor dengan memberikan nomor Pefubahan'Peraturan : rety N
. e 1 Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor
9 |dan mendrafting menjadi Perubahan dengan penomoran
Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke penomoran
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana
Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan
memberikan paraf pada draf Perubahan Perubahan Peraturan Perubahan
10 Peraturan Rektor yang sudah benar dan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor
melanjutkan berkas ke Kepala Biro penomoran dengan penomoran




PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG AKADEMIK

18 |Kepala Biro, Para Dekan, Para Ketua Lembaga
dan Kepala UPA di Lingkungan UBB dimana
softfile dikirim melalui SINDE dan cetakan
Peraturan Rektor dikirim langsung ke alamat
kantor masing-masing unit kerja

surat distribusi

Menerima draf Perubahan Peraturan Rektor Perubahan Peraturan ; :rubahankekmr
11 |Yang sudah benar dan memberikan paraf Rektor dengan 30 menit derat:l'ml T o
kemudian diserahkan kepada Wakil Rektor penomoran ngan pe
I/11/1I melalui Sekretaris Wakil Rektor I/1I/1II
Menerima dan menyerahkan Draf Perubahan Perubahan Peraturan . gcrutl; n Relitor
12 Peraturan Rektor yang sudah benar kepada | | Rektor dengan 30 menit dera Vi n:moran
Wakil Rektor I/11/1II untuk ditelaah substansi, L penomoran £ngan pef
pengetikan dan memberikan paraf
Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan Perubahan Peraturan Perubahan
memberikan paraf pada draf Perubahan Rektor dengan 30 menit Peraturan Rektor
13 |Peraturan Rektor yang sudah benar dan l 1 penomoran dengan penomoran
melanjutkan berkas ke Rektor melalui —
Sekretaris Rektor Peraturan Rektor
ratura
Menerima dan menyerahkan Draf Perubahan Perubahan Peraturan . dcnga;n]:;nomoran
14 | Peraturan Rektor yang sudah benar dari Wakil J. l Rektor dengan 30 menit fl‘?t‘;i i e
Rektor I/11/111 kepada Rektor untuk ditelaah penomoran d? . ‘}(m“’“““’“
substansi dan ditetapkan dan ditandatangani Hetap
Perubahan
Perubahan Peraturan Peraturan Rektor
mentelaah dan menandatangani Perubahan Rektor dengan . dengan penomoran
15 | Peraturan Rektor yang sudah lengkap dengan PENOMOTAILYROgG telah |30 menit yang telah
paraf dan menyerahkan ke Sekretaris Rektor ditandatangani dan ditandatangani dan
W R
untuk diproses lebih lanjut ditetapkan ditetapkan
Perubahan
gc‘l'(“bald‘m‘ Peraturan Peraturan Rektor
ektor dengan ngan penomoran
Menyerahkan Perubahan Peraturan Re_ktor penomoran yang telah 30 menit d:ng ml:;
16 |yang sudah ditandatangani ke Ketua Tim 'I_-_j ditandatangani dan S erdatgartdan
Bidang Hukum dan Tata Laksana ditetapkan ditetapkan
M ima Perubahan Pe Rektor d: Perubahan Peraturan
enerima Peru raturan Rektor dan Rektor dengan :
5 s s N Salinan Perubahan
menginstruksikan Anggota Tim Bidang Bidang 1 nomoran yang telah 30 menit
17 |Hukum dan Tata Laksana untuk — giemndatangini dan et
menggandakan dan mengirim Salinan ditetapkan
Peraturan Rektor
menerima Perubahan Peraturan Rektor dan
menggandakan Salinan Perubahan Peraturan
Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk Salinan Perubahan y
dikirimkan ke Ketua Senat, WR I/11/1II, Para raturan Rektor dan 30 menit Salinan Perubahan

Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 012/UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISARKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP198104102012121001

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG NON AKADEMIK

AMA PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG
N PGS NON AKADEMIK

KUALIFIKASI PELAKSANA :

5

DASAR HUKUM :

1 Peraturan I.VIent.eri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 1. Memahami Tata Naskah Dinas
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60); :

2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah 2. Memahami Peraturan yang berlaku

Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan

Keputusan Rektor;

Peraturan Men'teri.Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

K(.ipl.,ltusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG NON AKADEMIK

Rektor membentuk tim penyusun rancangan

Sekretaris Wakil Rektor 1/11/111

Surat
Perubahan Peraturan Rektor yang ditetapkan i SuratKeputusan/
dengan bentuk Keputusan Rektor/ Penunjukan g:};:‘uot:\san/Memo e Memo Rektor
Langsung nama Tim penyusun rancangan melalui
instruksi Rektor langsung dalam bentuk memo
Surat Keputusan/
Memo Rektor, Berkas Draf Rancangan
Menyusun rancangan Perubahan Peraturan ul I Pendukung 1-7 Hari Perubahan Peraturan
Rektor sesuai arahan Rektor dan peraturan Penyusunan Draf Rektor
perundang-undangan berlaku Perubahan Peraturan
Rektor
[ Draf Rancangan Draf Rancangan
Melaporkan draft hasil penyusunan rancangan { ] Perubahan Peraturan |15 menit Perubahsii. Peraturan
Perubahan Peraturan Rektor Rektor Kekiox
Hasil Telaah Draf
Menerima draft hasil rancangan Perubahan Ada Perbaikan, Draf Rancangan . Rancangan
Peraturan Rektor yang telah disusun dan Sueug Kemball Perubahan Peraturan |1 hari Perubahan Peraturan
mentelaah substansi draf Perubahan Peraturan Rektor Rektor
Rektor tersebut :
Sudah sesuai
Dalam hal rancangan Perubahan Peraturan
Rektor yang telah disusun sudah sesuai dengan Draf Rancangan Draf Rancangan
arahan, Rektor menginstruksikan kepada Tim : Perubahan Peraturan |30 menit Perubahan Peraturan
Penyusun untuk dilanjutkan proses dan minta Rektor, Surat Dinas Reltor, Surat Dinas
ditelaah oleh Ketua Tim Bidang HTL, Ka. BPKKU,
WR I/11/111
Memproses dan menindaklanjuti Rancangan | J- bahan Peraturan Perubahan Peraturan
Perubahan Peraturan Rektor dengan memberikan e gt;;uwr dengan 30 menit Rektor dengan
nomor dan mendrafting menjadi Perubahan penomoran penomoran
Peraturan Rektor serta melanjutkan berkas ke
Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata Laksana '_’:_lx’:
Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan rubahan Peraturan Perubahan Peraturan
memberikan paraf pada draf Perubahan Peraturan ;ikmr dengan 30 menit Rektor dengan
Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas > penomoran penomoran
ke Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian, dan Umum Sudsh
sesuai
Menerima draf Perubahan Peraturan Rektor yang Perubahan Peraturan PerubahansPeraturan
sudah benar dan memberikan paraf kemudian Rektor dengan 30 menit Rektor dengan
diserahkan kepada Wakil Rektor I/11/11I melalui penomoran penomordn




PERUBAHAN PERATURAN REKTOR BIDANG NON AKADEMIK

Menerima dan menyerahkan draf Perubahan

Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan

Kepala Biro, Para Dekan, Para Ketua Lembaga dan
Kepala UPA di Lingkungan UBB dimana softfile
dikirim melalui SINDE dan cetakan salinan
Perubahan Peraturan Rektor dikirim langsung ke
alamat kantor masing-masing unit kerja

surat distribusi

g |Peraturan Rektor yang sudah benar kepada Wakil Rektor dengan 30 menit Rektor dengan
Rektor I/1I/111 untuk ditelaah substansi, penomoran penomoran
pengetikan dan memberikan paraf
Mentelaah substansi, pengetikan kalimat, dan Perubahan Peraturan ) Perubahan Peraturan

10 memberikan paraf pada draf Perubahan Peraturan Rektor dengan 30 menit Rektor dengan
Rektor yang sudah benar dan melanjutkan berkas J I penomoran penomoran
ke Rektor melalui Sekretaris Rektor b

Perubahan Peraturan
Menerima dan menyerahkan draf Perubahan Perubahan Peraturan ) Rektor dengan

1 Peraturan Rektor yang sudah benar dari Wakil Rektor dengan 30 menit penomoran yang
Rektor 1/11/111 kepada Rektor untuk ditelaah l"" ] penomoran telah (.ilmndamngam
substansi dan ditetapkan dan ditandatangani  S— dan ditetapkan

Perubahan Peraturan Perubahan Peraturan
Mentelaah dan menandatangani Perubahan !_—| Rektor dengan ) Rektor dengan

12 Peraturan Rektor yang sudah lengkap dengan — penomoran yang 30 menit penomoran yang
paraf dan menyerahkan ke Sekretaris Rektor telah ditandatangani telah (_inandatangam
untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan dan ditetapkan

Perubahan Peraturan Perubahan Peraturan
— ! Rektor de; Rektor dengan
Menycra:hkan Perubahan Peraturan Rektor yang 1 pcnomora:xB::ng 30 menit penomoran yang

13 |sudah ditandatangani ke Ketua Tim Bidang telanditards tangasi telah ditandatangani

Hukum dan Tata Laksana dan ditstapican dan ditetapkan
Menerima Perubahan Peraturan Rektor dan E:;ut::}‘;in Peraturan .
menginstruksikan Anggota Tim Bidang Bidang I ] ngan 30 menit Salinan Perubahan

14 |Hukum dan Tata Laksana untuk menggandakan — tp:h";)‘“;‘:'r:di :‘5 ) me Peraturan Rektor

dan mengirim SalinanPerubahan Peraturan dan ditetaplkan gani

Rektor

Menerima Perubahan Peraturan Rektor dan

menggandakan Salinan Perubahan Peraturan

Rektor yang dibubuhi CAP Rektor untuk : .

dikirimkan ke Ketua Senat, WR I/11/11I, Para g:f;i“mie;‘;mm —_— Salinan Perubahan
15

Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 013/UNS0/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISABRKAN OLEL Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibr

NIP198104102012121001

PENOMORAN PERATURAN REKTOR

NAMA POS PENOMORAN PERATURAN REKTOR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

2 Pc?raturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan
Keputusan Rektor;

4 Peraturan Mer%teri.Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

5 Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penomoran Peraturan diatur lebih rinci dalam Pedoman Tata Naskah
Dinas Universitas Bangka Belitung dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun
2021




ENOMO PERATURAN REKTOR

Melihat disposisi tindak lanjut untuk penomoran atas
peraturan rektor yang diajukan baik melalui disposisi dari
Aplikasi SINDE atau Memo Rektor atau Arahan langsung
dari Rektor

Disposisi, Surat Pengantar/Memo Rektor,
berkas lampiran pendukung, dan draft
Surat Peraturan Rektor

2 menit

Disposisi, Surat Pengantar/Memo
Rektor, berkas lampiran
pendukung, dan draft Surat
Peraturan Rektor

Mencetak Bukti Disposisi baik berupa surat
pengantar/Memo Rektor dll

Disposisi, Surat Pengantar/Memo Rektor,
berkas lampiran pendukung, dan draft
Surat Peraturan Rektor

1 menit

Bukti Disposisi

Mentelaah tanggal penyampaian surat hasil rapat senat
kepada rektor tentang pembahasan peraturan rektor
sebagai acuan pengambilan nomor dan penyesuaian
dengan nomor peraturan rektor terakhir yang diambil

Surat Dinas, Draft Peraturan

15 menit

Penomoran pada Draft Peraturan
yang diajukan

Mengisikan Nomor Peraturan Rektor pada Excel Nomor
I{eraturan Rektor yang sudah dibuat sesuai format yang
dibutuhkan bagian Hukum dan Tata Laksana

Penomoran pada Draft Peraturan yang
diajukan

15 menit

Penomoran pada Draft Peraturan
yang diajukan

Pf:r}omoran dilakukan pada Draft Peraturan Rektor yang
diajukan agar selanjutnya dapat dinaikan ke Pimpinan
untuk ditelaah melalui Ketua Tim Bidang HTL

Draf Peraturan dengan Nomor

15 menit

Draf Peraturan dengan Nomor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 014/UN50/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibra%xm M.Si

NIP198104102012121001

PENDISTRIBUSIAN PERATURAN REKTOR/PERUBAHAN PERATURAN REKTOR

PENDISTRIBUSIAN PERATURAN
REKTOR/PERUBAHAN PERATURAN
REKTOR

NAMA POS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Mengeri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah

Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor dan
Keputusan Rektor;
4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
lt\?:tang7g;;)ganisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
mor :

Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

S Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4.25/UN50/TU/VI/2020 tentang Pedoman Tata Naskah di

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlan‘lbatan penyampaian berkas Surat Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor dapat
mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan Surat Keputusan yang diajukan

Untuk terus melihat informasi terkait pengiriman berkas Surat
Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor yang diajukan.
Jika mengalami kendala ataupun keterlambatan dalam hal penyampaian
Surat Keputusan Rektor/Perubahan Surat Keputusan Rektor yang
diajukan diharapkan untuk menghubungi Kepala/Pimpinan /Koordinator
Tertinggi Unit Kerja agar dapat segera berkoordinasi dengan Tim Kerja
Hukum dan Tata Laksana selaku Pengirim berkas.




PENDISTRIBUSIAN PERATURAN REKTOR/PERUBAHAN PERATURAN REKTOR

Menscan Salinan Peraturan Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor yang sudah dibubuhi paraf dan ditandatangani
oleh Kepala BPKKU

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Membuat Copyan Salinan Peraturan Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor yang sudah dibubuhi paraf dan
ditandatangani oleh Kepala BPKKU untuk Cap/Stempel
dan mencetak salinan peraturan rektor tersebut dalam
bentuk buku

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Menscan Salinan Peraturan Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor yang telah ditandatangan dan stempel

B

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Mengirimkan hasil scan copy salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan Rektor yang telah
ditandatangan dan stempel ke Pimpinan Seluruh Unit
Kerja di Lingkungan UBB melalui Aplikasi SINDE dan
hasil cetakan salinan Peraturan Rektor dalam bentuk
buku ke Pimpinan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan UBB
secara langsung ke alamat masing-masing

|
AN

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Pengiriman salinan Peraturan
Rektor dengan tujuan Ketua
Senat, Para WR, Ketua SPI,
Para Dekan, Para Kepala Biro,
Para Kepala Lembaga dan Para|
Kepala UPA

Menerima hasil scan salinan Peraturan Rektor/
Perubahan Peraturan Rektor melalui Aplikasi SINDE dan
cetakan salinan Peraturan Rektor dalam bentuk buku

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Mendisposisikan hasil scan salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan Rektor melalui Aplikasi
SINDE ke bagian unit kerja terkait

T

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor

Menerima disposisi berupa hasil scan salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan Rektor melalui Aplikasi
SINDE

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan Peraturan
Rektor

5 Menit

SINDE Salinan Peraturan
Rektor/Perubahan
Peraturan Rektor




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 015/UN50/POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN |2 Januari 2024
§ TANGGAL REVISI
X TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

S
¥ ganct™

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG HUKUM DAN TATALAKSANA

DISAHKAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si

NIP198104102012121001

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN OTK

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN

NAMA POS OTK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan yang berlaku

3. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK USULAN OTK

Menugaskan Wakil Rektor Bidang

( > Nota Dinas 2 Menit Nota dinas -
1 |Keuangan dan Umum untuk menyusun
OTK

Menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Disposisi Nota Dinas Rektor 2 Menit Disposisi Nota Dinas Rektor |-
2 |Keuangan, Kepegawaian, dan Umum untuk J I
menindaklanjuti Penyusunan OTK  —

Disposisi Nota Dinas Rektor dan Disposisi Nota Di:nas ARekmr
Rapat Koordinasi Pembentukan 3 Jam dan Rapat Koordinasi -
3 |Mengkoordinasikan Penyusunan OTK Tim Kerja Pembentukan Tim Kerja
5 Disposisi Nota Dinas/Notula
Menugaskan Anggota Tim Bidang Hukum Disposisi Nota Dinas/Notula Rapat dan Disposisi perintah
dan Tata Laksana untuk membuat Surat [ I Rapat dan Disposisi perintah ) pembuatan Surat Usulan, |
4 Usulan dan Pe pan Surat Kep 1 | S— pembuatan Surat Usulan, Surat |5 Menit Surat Keputusan, dan
tentang Tim Penyusunan OTK, serta Keputusan, dan Pengumpulan Pengumpulan Bahan
menyiapkan bahan-bahan/data Bahan Penyusunan OTK Penyusunan OTK

penyusunan OTK)

Disposisi Nota Dinas/Notula

isosisi peri Surat Usulan, Surat
Membuat Surat Usulan dan Penetepan | ] Rapat dan Disosisi perintah . ]
Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan S | pembuatan Surat Usulan, Surat |1 Hari Keputusan, daKBah““
S OTK, serta menyiapkan bahan-bahan/data Keputusan, dan Pengumpulan Penyusunan
penyusunan OTK) Bahan Penyusunan OTK
Bahan-bahan /data (peraturan Rapat/Workshop
Menyusun Rancangan, melakukan l_l | perundang-undangan tentang 5x 5Jam Pe:;u/sunan OTK 3
6 |pembahasan, dan membuat draf usulan OTK)
OTK
| I Peserta, daftar hadir
Mempersiapkan dan melakukan Uji publik [:_—_] ::I l:‘ Soft File OTK/ Daftar Undangan |3 Jam Undangan, Notula -
7 |internal UBB Uji Publik

|
» lah
L Draf Usulan OTK dan Notula 3x44 Draf Usulan OTK yang te “
8 Mengolah ! k dan : I I I I Masukan Uji Publik * & am selesai dikompilasi
memvalidasi draf usulan OTK
Draf
Mencetak dan menyerahkan Draf OTK oTK 30 Menit Soft file dan hard copy 1
Soft file Draf Usulan Usulan OTK
9 |kepada Ketua Tim Bidang Hukum dan Tata |
Laksana
Mengoreksi dan lidasi draf Usulan Ye O Tidak Hard copy Draf Usulan OTK 1 Jam Paraf pada draf usulan OTK |-
10 |OTK dan menyerahkan kepada Kepala /
BPKKU
Menerima dan menelaah rancangan dan Ya / “\\__Tidak Hard copy Draf Usulan OTK 1 Jam Paraf pada draf usulan OTK |-
11 |memvalidasi draf usulan OTK kemudian

menyerahkan kepada Wakil Rektor I

Menerima dan menelaah rancangan dan ’ lan OTK |-
12 |Memvalidasi draf usulan OTK kemudian Ya_ N\ Tidak Hard copy Draf Usulan OTK 1 Jam Paraf pada draf usulan

menyerahkan kepada Rektor untuk /
disetujui dan ditandatangani
N\ Tidak . Tandatangan pada Draf
13 [Menyetujui dan menandatangani usulan Hard copy Draf Usulan OTK 30 Menit Usulan OTK
OTK v
Ya
Terkirim Soft File/ hard copy
Membuat Surat Pengantar, menggandakan Dokumen Naskah
dan menjilid Naskah Akademik/Usulan ‘w’ ) Dokumen Naskah . Akademik/Usulan OTK ke |
14 |OTK. Mengirim Soft file dan hard copy ke Akademik/Usulan OTK yang 2 Hari Kementerian. Arsip Surat
Kementerian. sudah di tandatangan Pengantar dan Dokumen
Mendok tasikan/M sipkan Naskah Akademik

dokumen Usulan OTK.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
NOMOR POS 016/ UN50/POS/F.5/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

PISAHEAN QLEE Rektor Universitas Bangka Belitung,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA Prof. Dr. Ibrahi Si
NIP198104102012121001

USULAN PUBLIKASI SAL USULAN PUBLIKASI SALINAN PERATURAN
INAN PERATURAN REKTOR PADA WEBSITE UBB NAMA POS REKTOR PADA WEBSITE UBB

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

DASAR HUKUM :
1 Memahami Tata Naskah Dinas;

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien;

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata 4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

S Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor
dan Keputusan Rektor

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :




USULAN PUBLIKASI SALINAN PERATURAN REKTOR PADA WEBSITE UBB

Membuat dan mengirimkan melalui SINDE Surat Dinas
tentang Permohonan Publikasi Salinan Peraturan Rektor

Surat Dinas
Permohonan Publikasi
Salinan Peraturan

Surat Dinas
Permohonan
Publikasi Salinan

surat dinas tersebut
ditandatangani oleh
Wakil Rektor Bidang

UBB

Rektor dan link google
drive salinan
Peraturan Rektor

dan link google drive
salinan Peraturan
Rektor

. . . . 1 i t
pada Website UBB dengan dilengkapi link google drive Rektor dan link google 20 Menit g:;aﬁ;rgoizll(eoéﬁve Keuangan dan Umum
salinan Peraturan Rektor kepada Kepala UPA TIK UBB. drive salinan salinan Peraturan  |ocngan tujuan kepada
Peraturan Rektor Rektor Kepala UPA TIK UBB
Menerima Surat Dinas Permohonan Publikasi Salinan Surat Dinas i::;togg:le
Peraturan Rektor beserta link google drive salinan Permohonan Publikasi Publikasi Salinan
Peraturan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Salinan Peraturan :
’ . S . . i 15 Menit |Peraturan Rektor -
Umum kemudian mendisposisikan kepada Admin Website Rektor dan link google dan link google drive
Universitas untuk mempublikasi Salinan Peraturan Rektor drive salinan i
. salinan Peraturan
yang dimaksud Peraturan Rektor Rektor
Surat Dinas
Surat Dinas
. h
Permohonan Publikasi vy
M . . . . 1
empublikasi Salinan Peraturan Rektor pada Website Salinan Peraturan 10 Menit |Peraturan Rektor _




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG HUKUM DAN TATA LAKSANA

NOMOR POS 017/UN50/ POS/F.5/2024
TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Si

NIP198104102012121001

SOSIALISASI PERATURAN REKTOR UBB

NAMA POS

SOSIALISASI PERATURAN REKTOR UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA & FUNGSI

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang— Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

S Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturaan Senat, Peraturan Rektor
dan Keputusan Rektor

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190 Tahun 2023
tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung.

3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

1 Memahami Tata Naskah Dinas;

2 Memahami Peraturan yang berlaku;

4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KETERKAITAN :

1 Meja/ Kursi;

2 Komputer/Laptop;

3 ATK.

4 Alat-alat Penunjang
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Terkait pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan Tim Kerja Bidang Umum dan Rumah Tangga UBB agar
kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.




SOSIALISASI PERATURAN REKTOR UBB

UBB kepada Peserta Sosialisasi

Membuat Jadwal Sosialisasi Peraturan Rektor UBB dan Jadwal Sosialisasi 10 Menit Jadwal a
berkoordinasi dengan Kepala Biro BPKKU
Berkoordinasi mengenai Jadwal Sosialisasi Peraturan L .
Rektor UBB yang telah disusun oleh Bidang HTL kepada 1 Jadwal Sosialisasi 15 Menit Jadwal .
Rektor
Rektor memberikan persetujuan terkait Jadwal Sosialisasi
serta menunjuk Tim Penyusun Peraturan atau Unit Kerja J | L i
terkait menjadi Narasumber sosialisasi Peraturan Rektor  H— Jadwal Sosialisasi 5 Menit Jadwel :
UBB atau berkoordinasi dengan Senat UBB untuk
menjadi Narasumber Sosialisasi Peraturan Rektor UBB
Rektor meminta Tim Kerja HTL yang mempersiapkan I | Jadwal Sosialisasi 5 Menit Jadwal -
Kegiatan Sosialisasi melalui Kepala BPKKU
Menginstruksikan Ketua Tim Bidang HTL untuk o .
mempersiapkan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Rektor | | Jadwal Sosialisasi 5 Menit Jadwal .
UBB
Draf Surat
Menginstruksikan Anggota Tim Bidang HTL untuk Draf Surat ) Undangan dan
membuat Surat Undangan Narasumber dan Peserta I | Undangan dan . 5Menit Jadwal .
Sosialisasi Peraturan Rektor UBB Jadwal Sosialisasi Sosialisasi
Terkait
pelaksanaan
Membuat Surat Undangan Narasumber dan Peserta kegiatan
Sosialisasi Peraturan Rektor UBB dan mengirimkannya I | SINDE Scan Surat . SINDE Scan berkoordinasi
kepada Narasumber dan daftar undangan melalui SINDE Undangan 30 Menit Surat Undangan |dengan Tim Kerja
serta mempersiapkan segala sesuatunya terkait kegiatan Bidang Umum dan
sosialisasi, agar berjalan dengan lancar Rumah Tangga
UBB
Narasumber Memberikan Sosialisasi Peraturan Rektor @ Powerpoint 120 Menit Powerpoint -




Lampiran XI

Nomor

Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.

4.8/UN50/OT/111/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG BARANG MILIK NEGARA

PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

W NSO R WM

POS Pemusnahan BMN
POS Pendistribusian Aset Tetap Hasil Pengadaan

POS Pencatatan Penerimaan Barang

POS Pencatatan Pengeluaran Barang Persediaan

POS Perpindahan/Mutasi BMN antar Ruangan/Gedung

POS Sewa Aset Bangunan dan Tanah UBB

POS Kegiatan Dan Pencatatan Stock Opname Barang Persediaan
POS Usulan Pengadaan Kebutuhan dari Unit Kerja

POS Usulan Penghapusan Aset Tetap

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

=

IBRAHIM

=

NIP 198104102012121001



Lampiran XII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/OT/I11/2024.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BIDANG BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

001/UN50/POS/F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S:Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

PEMUSNAHAN BMN NAMA POS

PEMUSNAHAN BMN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

2 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

G 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PEMUSNAHAN BMN

Melakukan inventarisasi terkait BMN yang akan

Berita Acara Invetarisasi dan

Mengarsipkan Berita Acara Permusnahan BMN

1 |dimusnahkan dan menyampaikan ke Kepala Daftar Aset Rusak Berat 7 Hari :zﬂ. tar b‘mharanlm;g1 yang akan -
BPKKU imusn;
Menerima Laporan berita acara terkait barang l . "
o |vang akan dimusnahkan, dan mengintruksikan Berita Acara In%@su: d:hn l::lﬁar i Jam N #
untuk membuat permohonan pemusnahan BMN barang yang akan dimusn;
ke Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek I
1
Surat Usulan Persetujuan
i isasi d, Menyertakan alasan
3 Membuat Surat Usulan Persetujuan Pemusnahan Berita Acara Inve'.a:sasn d:hn kt:naftar 1 Jam Pemu::]hzl eBan‘:a p:;: peengy:apusan BN
BMN ke Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek barang yang akan dimusn: Domkulm by
Surat Usulan Persetujuan
Memeriksa Surat Usulan Persetujuan Pemusnahan / 0 Menit Pemusnahan BMN dan .
4 |BMN sebelum ditandatangani oleh Wakil Rektor i 1 e Lampiran Kelengkapan
Bidang Keuangan dan Umum Dokumen
Surat Usulan Persetujuan
5 Menandatangani Surat Usulan Persetujuan = 10 Menit Pem“;’;:h;z ]:::lr:adz =
Pemusnahan BMN Dok-:\,men P
Menerima surat usulan dan melakukan Surat Usulan Persetujuan — it das litiag | Mempertimbangkan alasan
6 |pengecekan dan penelitian terhadap data bmn dan 3 L = pemusnahan
Pemusnahan BMN
dokumen kelengkapan surat usulan l
Apabila permohonan pemusnahan disetujui maka Surat Persetujuan Pemusnahan
7 Sekjen menerbitkan surat persetujuan Hasil pengecekan dan penelitian = BMN -
pemusnahan, dan Apabila tidak disetujui Sekjen
memberitahukan beserta alasan tidak disetujui
Menerima Surat Persetujuan Persetujuan Surat Persetujuan Pemusnahan Surat Persetujuan Pemusnahan |
8 |Pemusnahan dan mendisposisikan kepada Kepala BMN B BMN
BPKKU
Menerima Disposisi dari Wakil Rektor Bidang l . i
o |Keuangan dan Umum dan memerintahkan Tim Surat Persetujuan Pemusnahan 1 Jath :Uh;;t Persetujuan Pemusnahan |
kerja BMN melakukan pemusnahan BMN sesuai BMN
dengan surat persetujuan pemusnahan BMN T
l Permusnahan BMN dapat
dilakukan dengan cara
i 1.Dibakar, 2.Dihancurkan
10 Melakukan Pemusnahan BMN dan Membuat Surat Persetujuan Pemusnahan 1 Bulan Berita Acara Pemusnahan BMN 3 D;ﬁ.mbu;lz 4 di::lggelamtkan,
Berita Acara Pemusnahan BMN BMN S.Dimb ohk:m ’ 6.Cara lain sesuai
5 564 8!
ketentuan
Arsip Surat Persetujuan
11 Berita Acara Pemusnahan BMN 5 Menit Pemusnahan BMN dan BA -

Pemusnahan BMN




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

NOMOR POS

002/UN50/ POS/F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

PENDISTRIBUSIAN ASET TETAP HASIL PENGADAAN

NAMA POS

PENDISTRIBUSIAN ASET TETAP HASIL
PENGADAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PENDISTRIBUSIAN ASET TETAP HASIL PENGADAAN

Menginstruksikan Tim Kerja BMN untuk 5 Menit ~ =
1 |mempersiapkan Label Barang Milik Negara hasil dari 3 =nt
Pengadaan
|
2 |Menyiapkan Data BMN yang akan di buatkan label nya Data BMN 4 Jam Data BMN "
Mengumpulkan Barang yang akan di Distribusikan i L
ta
3 |berdasarkan Klasifikasi Jenis dan Peruntukkannya - S0 Menit (—
agar dapat lebih Efisien dalam Penempelan Label l
i
; Cat: -
4 |Penempelan label BMN di Lakukan Label 15 Meait atatan
I
i
5 Membuat Berita Acara BMN Untuk Pimpinan unit kerja Draft BAST 15 Menit 2 RANGKAP BAST 3
Sesuai Barang yang akan di Distribusikan
.
6 Melaporkan BAST tersebut ke Kepala BPKKU untuk BAST 10 Menit BAST ~
diketahui dan di tandatangani sebelum penyerahan.
|
7 Melakukan Koreksi terhadap isi BAST, Jika ada koreksi BAST 10 Menit BAST -
di kembalikan ke tim kerja BMN untuk di perbaiki.
.
8 Mendistribusikan BMN yang Sudah di label ke unit BMN yang sudah di Label 1 Jam BMN Terdistribusikan n
kerja
Menerima Barang beserta Surat BAST untuk di tandah l Jika pimpinan unit kerja tidak
tangani Pimpinan unit Kerja dan di tanda tangani ole . isa di wakilkan
i i 30 Menit BAST ada, maka bisa di w.
9 |penerima Barang, kemudian 1 rangkap BAST tersebut barang beserta BAST © smf’unit kerja tersebut
di arsipkan Unit Kerja dan 1 rangkap dikembalikan ke
unit kerja BMN. |
I
10 Menerima kembali BAST dari unit kerja untuk BAST 10 Menit BAST =
dilaporkan Ke kepala BPKKU
11 |Mengarsipkan Surat BAST di Tim kerja BMN ‘ ’ BAST 10 Menit Arsip -




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 003/UN50/ POS/F.6/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA NIP. 198104102012121001

PENCATATAN PENERIMAAN BARANG NAMA POS PENCATATAN PENERIMAAN BARANG

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Memahami klasifikasi jenis belanja khususnya terhadap belanja barang
dan modal

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel; 5 ATK.

2 Meja/ Kursi; 6 Jaringan Internet
3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PENCATATAN PENERIMAAN BARANG

Menyerahkan barang secara fisik dan dokumen
berupa Faktur Barang hasil Pengadaan Barang

1 |Habis Pakai yang berisi Nama Barang, Kuantitas,
dan Jumlah Harga Barangnya, beserta dokumen
SP2D ke Tim Kerja BMN.

Faktur Barang, SP2D 3 jam - =

Menerima barang dan dokumen yang diserahkan _ 3 jam - -
oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

ke pihak Tim Pengadaan, tetapi apabila sudah
sesuai maka barang dan dokumen tersebut
diserahkan ke petugas Gudang

Tim Kerja BMN memeriksa apakah sesuai

spesifikasi barang antara dokumen dan fisik

barang, apabila tidak sesuai maka dikembalikan B 3 jam - -
TIDAK \

Petugas Gudang menerima barang dan dokumen Barang & Dokumen 3jam - -
dari Tim Kerja BMN

Petugas Gudang yang sekaligus sebagai operator Aplikasi P di D
p b plikasi Persediaan, Data : : ~
S5 |aplikasi Persediaan mencatat barang masuk ‘ ’ hesipa dolzmen 5 jam ADK Persediaan

tersebut sesuai dengan fisik dan dokumennya.




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

| NOMOR POS 004 /UNS0/POS /F.6/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024
TANGGAL REVISI

I%FEANS*"
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

PENCATATAN PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

NAMA POS

PENCATATAN PENGELUARAN BARANG
PERSEDIAAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel,

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.
6 Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PENCATATAN PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

Pihak pimpinan unit kerja/UPA, Mengirim Surat
Pengajuan permintaan barang habis pakai, yang
ditujukan ke Wakil Rektor Bidang keuangan dan
Umum,kemudian Disposisikan ke Kepala BPKKU.

Surat Pengajuan permintaan
barang habis pakai

15 Menit

Kepala BPKKU Memerintahkan Tim kerja BMN
Untuk langsung dilaksanakan.

10 Menit

Tim kerja BMN menerima Surat Pengajuan
permintaan barang habis pakai dari pimpinan unit
kerja/UPA yg di ketahui dan di teruskan dari
Kepala BPKKU

-

15 Menit

Tim kerja BMN memeriksa untuk menyaring
permintaan baik item dan jumlahnya sesuai stok
yang tersedia di gudang habis pakai/ATK. Apabila
permintaan barang tersebut tidak Sesuai, maka
Surat Pengajuan permintaan barang habis pakai
dikembalikan untuk direvisi,Sesuai Stok Barang
Yang Tersedia di Gudang Stok Persediaan.

30 Menit

Jika Surat Pengajuan dari Unit Kerja tidak
dikembalikan, maka Surat Pengajuan permintaan
barang tersebut diteruskan ke pihak petugas
Gudang /Operator Bahan Persediaan BMN

15 Menit

Petugas Gudang menyiapkan barang-barang
permintaan sesuai isi Surat Pengajuan permintaan
barang yang sudah di tandatangani oleh Pimpinan
Unit Kerja dan sudah di ketahui oleh kepala BPKKU

45 Menit

Petugas Gudang/Operator Persedian BMN Mencatat
data barang-barang, membuat BAST bahan
Persediaan, Setelah itu Langsung didistribusikan,
dan di aplikasi persediaan pada transaksi habis
pakai, dan mendistribusikan barang-barang
tersebut ke pihak Unit Kerja yang telah Mengirim
Surat permintaan barang tersebut.

Aplikasi Persediaan, Surat
Pengajuan Bahan habis Pakai.

1 Jam

ADK Persediaan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

005/ UN50/ POS /F.6/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, =M
NIP. 198104102012121001

PERPINDAHAN /MUTASI BMN ANTAR RUANGAN/GEDUNG NAMA POS

PERPINDAHAN /MUTASI BMN ANTAR
RUANGAN /GEDUNG

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

6
2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




PERPINDAHAN /MUTASI BMN ANTAR RUANGAN/GEDUNG

Menerima surat permohonan perpindahan Aset

Surat permohonan perpindahan Aset

7 |perpindahan BMN tersebut dan mencetak ulang
DBR yang sudah diubah

1 Tetap dari satu ruangan ke ruangan lain, dari 10 Menit -
suatu Fakultas/Prodi/ Unit Kerja/ UPT dan Tetap
mendisposisikan ke Tim Kerja BMN
|
Melakukan pengecakan terhadap aset yang akan
2 |dipindahkan dan koordinasi dengan Kepala BPKKU : = - B
apakah disetujui atau tidak [Ditolax ] \
Menjawab surat permohonan tersebut bahwa . — Surat permohonan perpindahan Aset 10 Menit Surat balasan
Diset
2 permohonannya ditolak Tetap
Menginstruksikan Tim Kerja BMN untuk X
4 menyaksikan perpindahan BMN tersebut dan Surat permohonan perpindahan Aset i Fam Catatan perpindahan BMN
mencatat perubahan identitas kode ruangan pada Tetap
BMN tersebut
5 Menyaksikan perpindahan BMN dan membuat Kamera, draf Berita Acara 2 Jam Dokumentasi, Berita Acara
Berita Acara perihal perpindahan BMN tersebut
6 Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pihak yg Berita Acara Serah Terima BMN 30 Menit &
menyerahkan dan pihak yg menerima BMN
r
i
Tim Kerja BMN merubah data DBR atas .
Berita Acara Serah Terima BMN 10 Menit Form DBR




Form DBR tersebut ditandatangani oleh pihak yg

B Form DBR 10 Menit  |Form DBR

terkait perpindahan BMN
9 Form DBR dibuatkan salinannya, dan ditempel di Form DBR 10 Menit -

masing-masing ruangan

. . . . " i i Salinan Berita Acara Serah

10 Salinan BA diserahkan ke masing-masing unit yg Salinan Berita Acara Serah Terima BMN | 10 Menit Terima BMN

terlibat perpindahan BMN
11 [Mengarsipkan salinan BA Salinan Berita Acara Serah Terima BMN |5 Menit Arsip




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

NOMOR POS

006/UN50/ POS/F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ib: = M.
NIP. 198104102012121001

SEWA ASET BANGUNAN DAN TANAH UBB

NAMA POS

SEWA ASET BANGUNAN DAN TANAH UBB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
1 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang
4 Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
5 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 751);

6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2023
Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1 Komputer/Laptop
2 Printer;

3 Meja/ Kursi;

4 Stempel;

5 ATK.
6 Pedoman sewa aset barang milik negara
7 Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




SEWA BANGUNAN DAN TANAH UBB

s : i

Mengajukan Permohonan Sewa Aset berupa
bangunan dan tanah UBB kepada Wakil Rektor
Bidang Umum dan Keuangan selaku Kuasa
Pengguna Barang

1 Hari

Surat Permohonan

sewa

Mendisposisikan surat ke Kepala Biro,
Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan
Umum untuk dilakukan pengecekan apakah aset
yang akan disewa itu tersedia

1 Jam

Menerima dan meneliti surat permohonan sewa
berserta dokumen pendukung dari calon penyewa

6 Jam

Membahas permohonan sewa dari calon penyewa
dan hal-hal lain yang terkait, termasuk jangka
waktu sewa, nilai sewa dan peninjauan ke
lapangan.

Surat Pengajuan,
Dokumen sewa

1 Hari

Surat Pengajuan,
Dokumen sewa

Jika disetujui dapat
langsung menyiapkan
dokumen sewa dan
memberitahukan ke
calon penyewa untuk
dapat dilanjutkan ke
tahap berikutnya, jika
tidak disetujui
menyiapkan surat
pemberitahuan ke calon
penyewa disertai alasan

Membuat Surat Permohonan Penilaian BMN
Berupa Tanah dan /atau Bangunan ke KPNKL

Qj

Surat Usulan Penilaian,
Surat Permohonan sewa
dan Dokumen Pendukung
lainnya.

6 Jam

Dokumen Pendukung
lainnya Berupa
Sertifikat PSP, Foto
BMN,Kondisi BMN.

Melakukan Pengecekan terhadap surat
permohonan Penilaian Aset dan melakukan
Peninjauan Lokasi yang akan di sewakan

Surat Usulan Penilaian
dan Dokumen Pendukung
lainnya.

KPKNL Menerbitkan Surat Hasil Penilaian Aset
BMN

—Tidak di Setujui

Surat Perjanjian Sewa

Surat Permohonan
sewa

Antara Pihak UBB/Wakil Rektor Il Bidang
Keuangan dan Umum dengan Calon Penyewa

I?

onD

Menginformasikan kepada pihak calon penyewa Surat Perjanjian Sewa 1 Hari - =
terkait Hasil Penilaian aset yang akan di sewakan
Melakukan Penandatanganan Perjanjian Sewa

Dokumen sewa 1 Jam -




10

SEWA ASET BANGUNAN DAN TANAH UBB

Menyampaikan Satu rangkap Perjanjian Sewa
vang telah ditandatangani kedua belah pihak
kepada Penyewa serta menyerahkan kunci asset
yang disewa

L I H

Surat Perjanjian Sewa

Surat Pengajuan,
Dokumen sewa

Membayar sewa ke Kas Negara melalui bank yang

13

11 |ditunjuk sesuai jangka waktu yang telah Bukti Bayar 6 Jam -

disepakati

. : ’ : L Uang sewa harus

Menerima Bukti bayar dan mcr}gkoﬂf:ﬁngsn Surat Per_! anjian Sewa . dibayar sckaligus, tidak
12 | pembayaran sewa chgda Wakil Rcktgr Bid Umum dan Bukti bayar bertahap/dicicil

dan Keuangan diwakili oleh Team kerja BMN

Surat Perjanjian Sewa,
i i k n
Mengarsipkan Dokumen/Kontrak sewa yang ‘ } Bukti bayar,Surat 1 Jain Arsip dokume

sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak

Pengajuan, dan Dokumen
sewa

sewa




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

007 /UN50/POS/F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibrahim, S:Fil., M.Si
NIP. 198104102012121001

KEGIATAN DAN PENCATATAN STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN NAMA POS

KEGIATAN DAN PENCATATAN STOCK
OPNAME BARANG PERSEDIAAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

6 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel, 5 ATK.
2 Meja/ Kursi; 6 Jaringan Internet;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




KEGIATAN DAN PENCATATAN STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

Tim Kerja BMN menginstruksikan Kepada petugas

1 gudang/Operator barang persediaan untuk menyiapkan Data Barang Persediaan 15 Menit # N
dokumen data barang habis pakai yang akan di stock
opname
3
2 Petugas gudang barang persediaan menyiapkan formulir - 1 Jam Formulir SO o
daftar barang yang akan di stock opname
3 Melakukan pencatatan jumlah setiap barang persediaan _ 5 Jam Catatan o
secara fisik
|
_ !
Memasukkan hasil pencatatan fisik stock opname barang-
- S5 Jam ADK -

4 |barang tersebut ke dalam aplikasi Persediaan pada
transaksi Stock Opname

Memeriksa hasil pencatatan fisik stock opname dari
S |aplikasi Persediaan, apabila ada yang keliru maka Catatan SO 1 Jam
dilakukan revisi pencatatan transaksi stock opname-nya

Cetak laporan hasil stock opname dan diserahkan ke Tim . 15 Menit Lap. Hasil SO -
Kerja BMN untuk diperiksa

memeriksa laporan stock opname, apabila ada yang harus TIDAK )
7 |diperbaiki maka dikembalikan berkas laporan ke petugas — 15 Menit = =
gudang

e

Berkas laporan stock opname oleh Tim kerja BMN 1 X
8 |diserahkan ke Kepala BPKKU, untuk diperiksa dan i R Meai
ditandatangi selaku penanggung jawab UAKPB

Lap. Hasil SO ®

Kepala BPKKU memeriksa berkas laporan, apabila ada
yang keliru maka berkas dikembalikan ke Tim Kerja BMN

- 15 Menit Lap. Hasil SO -

L]

Kepala BPKKU menandatangani berkas laporan dan
menyerahkannya kembali ke Tim kerja BMN untuk
diarsipkan oleh Operator persediaan/Petugas Gudang
Barang Persediaan.

10 - S Menit Lap. Hasil SO 5




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS

008/UN50/ POS /F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Prof. Dr. Ibr A
NIP. 198104102012121001

USULAN PENGADAAN KEBUTUHAN DARI UNIT KERJA NAMA POS

USULAN PENGADAAN KEBUTUHAN DARI
UNIT KERJA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

4 Komputer/Laptop;

@ 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;
3 Printer;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN PENGADAAN KEBUTUHAN DARI UNIT KERJA

Surat Pengajuan, Daftar

(Barang Aset tetap / Barang Persediaan)

Sesuai Klasifikasi

Menerima Daftar Pengajuan Kebutuhan dari : 5
unit Kerja Kebutuhsn Barang 10 Menit Daftar Kebutuhan Barang
Memerintahkan Tim Kerja BMN untuk
memilah Antara Barang Habis Pakai dan Surat Pengajuan, Daftar .
i 0 tuhan Baran, =
Barang Aset tetap Serta Mensortir Barang yang Kebutuhan Barang 1) Menie Retwarichutihan 8
tidak Efisien
Mengklasifikasikan Masing -Masing Barang ke
Golongan Barang Habis Pakai (Belanja Barang Daftar Kebutuhan Barang
"52"), dan Barang Aset Tetap (Belanja Modal B Kebubalis B Per kategori
"s3"),
Baran
Mencatat usulan Barang Aset tetap - ~ 1 Jam Daftar KCbl.lt“haﬂ g |
Per kategori
Mencatat Usulan Barang habis Pakai / Barang ] Daftar Kebutuhan Barang
4 - 1 jam . -
Persedian Per kategori
; Daftar Kebutuhan Barang
M - i i 5 ]
. ac-:;lsc;;nr Ll]aaxartg Barang yang tidak Efisien — » 1 Jam yang sudah di Sortir dan di |-
yang Urgen Klafikasikan
. " ; . Daftar Kebutuhan Barang
M i : :
It e1:u:nm‘:,;ri{a;lél lflas:iﬁk.azl. JCI;.IS Baé:dnﬁ dan Catatan Sortir barang 5 Menit yang sudah di Sortir dan di |-
arang yang Efisien dari Tim Kerja ’ Klafikasikan
Menerima Daftar Barang Usulan Pengadaan ) 5 Menit Daftar Kebutuhan Barang |




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 009/UN50/POS /F.6/2024

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TIM KERJA BIDANG BARANG MILIK NEGARA NIP. 198104102012121001

USULAN PENGHAPUSAN ASET TETAP NAMA POS USULAN PENGHAPUSAN ASET TETAP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.

Indonesia Nomor 4301);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017
4 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
5 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 190 Tahun

- 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung;
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel, 5 ATK.
2 Meja/ Kursi;
3 Printer;
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :




USULAN PENGHAPUSAN ASET TETAP

Ketua Tim Kerja yang selanjutnya sebagai ketua

pelaksana kegiatan penghapusan, menyusun Rencana kegiatan 1 Jam -
rencana kegiatan Penghapusan BMN.

]
Mendata secara tertulis dan dokumen foto
khusus BMN yang rusak berat serta Data hasil pengecekan dan 5
mengumpulkan barang rusak berat tersebut dokumentasi BMN yang rusak |5 hari B::Trii:kD::::]enm’ By
serta dibuatkan BAST hasil pengecekan barang berat yang :
rusak berat.
Data barang-barang yang rusak berat tersebut ”
disampaikan ke petugas BMN untuk dirubah ‘?:k"“l h”':“:i"gxk‘: d‘:u" seic |1 BAST dan Dokumentasi BMN
catatan kondisi BMN nya di aplikasi SAKTI- b yane yang rusak berat.

erat

BMN
Daftar BMN rusak berat beserta hasil penilaian
untuk harga limit nilai jual BMN
d]dokLumentas m:ufl? diusil A Dikti I——' Data hasil pengecekan dan Draf Surat Usulan
& ya ke gen Kemenristek dokumentasi BMN yang rusak |1 Jam Penghapusan, dan
(jika nilai perolehan dibawah 100 juta) | berat Kel P iarn iran
dan/atau ke KPKNL Pangkalpinang (jika nilai elengkapan lampi
perolehan diatas 100 juta dan berikut dokumen|
dokumen lainnya yang dipersyaratkan)
Mengecek valid atau tidaknya data dari BMN Draf Surat Usulan Draf Surat Usulan
yang rusak berat dan dokumentasi dari Penghapusan, dan kelengkapan |1 Jam Penghapusan, dan
Operator BMN untuk diparaf. lampiran kelengkapan lampiran
Mengecek valid atau tidaknya data dari BMN /\ Draf Surat Usulan Draf Surat Usulan
yang rusak berat dan dokumentasi dari Penghapusan, dan kelengkapan |1 Jam Penghapusan, dan
Operator BMN untuk diparaf. \/ lampiran kelengkapan lampiran
Menerima surat permohonan penghapusan Draf Surat Usulan
beserta data BMN yang rusak dan dokumentasi Penghapusan, dan kelengkap 1 Jam iuralt: Iihu"'“ Pengl:;p\.xsan,
dari Operator BMN untuk di tandatangani lampiran an kelengkapan P
Menerima surat usulan dan melakukan
pengecekan dan penelitian terhadap data BMN Surat Usulan Penghapusan, dan 5 hari
dan dokumen kelengkapan surat usulan (jika kelengkapan lampiran -
nilai perolehan dibawah 100 juta).
Apabila permohonan penghapusan disetujui /
maka sekjen menerbitkan surat persetujuan
penjualan BMN dengan menyertakan Surat Usulan Penghapusan, dan 5 hari Surat Persetujuan

ketentuan pelaksanaan penghapusan dan
apabila tidak disetujui Sekjen memberitahu
beserta alasan tidak disetujui.

kelengkapan lampiran

Penghapusan




Menerima surat usulan dan melakukan
k dan penelitian terhadap data BMN

10 aanodokumen kelengkapan surat usulan (jika

nilai perolehan diatas 100 juta).

Surat permohonan
e

P pusan dan doku

3 hari

Apabila permohonan penghapusan disetujui
maka KPKNL Pangkalpinang menerbitkan surat
persetujuan penghapusan BMN dengan

11 |menyertakan ketentuan pelaksanaan
penghapusan dan apabila tidak disetujui
KPKNL memberitahu beserta alasan tidak
disetujui.

Surat permohonan
pengh an dan doku

3 hari

Surat Persetujuan
Penghapusan

Menerima surat persetujuan penghapusan dan

12| endisposisikan kepada Kepala BPKKU.

Surat Persetujuan Penghapusan

1 Jam

Surat Persetujuan
Penghapusan

Menerima disposisi dari wakil rektor bidang
keuangan dan umum dan memerintahkan tim
kerja BMN untuk menindaklanjuti surat
persetujuan penghapusan

13

Surat Persetujuan Penghapusan

1 Jam

Surat Persetujuan
Penghapusan

Menelaah dan menindaklanjuti surat
persetujuan penghapusan apabila
ketentuannya dilaksanakan dengan penjualan
maka bersurat ke KPKNL Pangkalpinang dan
apabila ketentuan dilaksanakan dengan
pemusnahan maka tim kerja BMN
melaksanakan pemusnahan tersebut dengan
membuat berita acara pemusnahan.

14

-

Surat Persetujuan Penghapusan

1 Jam

BA Pemusnahan BMN

Membuat surat permohonan lelang ke KPKNL

15 Pangkalpinang.

-
L]

Surat Persetujuan Penghapusan

1 Jam

Draf surat usulan
permohonan lelang

Mengecek surat permohonan lelang ke KPKNL
Pangkalpinang untuk diparaf.

16

Draf surat usulan permohonan
lelang

1 Hari

Draf surat usulan
permohonan lelang

Menerima surat permohonan lelang ke KPKNL
Pangkalpi untuk di tand i

17

Draf surat usulan permohonan
lelang

1 Jam

surat usulan permohonan
lelang

Menerima surat usulan permohonan lelang dan
18 |melakukan pengecekan terhadap lampiran
permohonan.

surat usulan permohonan lelang

2 Hari

surat usulan permohonan
lelang

Apabila permohonan lelang sudah lengkap dan
sesuai ketentuan maka KPKNL Pangkalpinang
melaksanakan lelang berkoordinasi dengan tim
kerja BMN UBB.

19

surat usulan permohonan lelang

2 Hari




20 Menerbitkan Risalah lelang kemudian surat usulan permohonan lelang|2 Hari Risalah lelang
mengirimkan ke UBB
Menerima risalah lelang dari KPKNL . .
21 |Pangkalpinang ¥ dian di isikan ke Risalah lelang 1 Jam Risalah lelang
Kepala BPKKU.
Memerintahkan Tim Kerja untuk mengarsipkan arsip risalah lelang dan di 3
22 |risalah lelang dan operator BMN untuk aplikasi SAKTI 1 Jam Risalah lelang
indaklanjuti pengh di aplikasi SAKTI
s 55 S L Risalah lelang, Penghapusan
53 g(:;:;[xduldanjuu penghapusan pada aplikasi aplikasi SAKTI 1 Jam pada aplikasi SAKTI
M ipkan risalah lelang d mbuat i "
engarsipl elang dan membual Risalah lelang dan Laporan 1 Jam Arsip

24

laporan pelak lelang k dian dikirim
ke Kemendikbudristek

Pelaksanaan Lelang




Lampiran XIII : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) pada
Biro Perencanaan, Keuangan,

Kepegawaian, dan Umum
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 4.8/UNSO/OT/111/2024.

DAFTAR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BAGIAN UMUM

PADA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

o G o £ D

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

POS Administrasi Surat Masuk

POS Administrasi Surat Keluar
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PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS OOI/UNSO/POS/I?‘.’?/QOQ‘I-

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DiSAH OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI SURAT MASUK

NAMA POS ADMINISTRASI SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M /2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

Memahami tata cara adm. Pengajuan dan laporan penggunaan dana
operasional

2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

3 Memahami Pedoman Tata Naskah Dinas Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS Administrasi Surat Keluar

1 Stempel; 5 ATK.

2 Meja/ Kursi; 6 Alat-alat Penunjang
3 Printer; 7 Aplikasi SINDE

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Seluruh data yang berhubungan dengan pengelolaan proses surat masuk
fakultas




ADMINISTRASI SURAT MASUR

Pelaksana Mutu Baku
No., Aktivitas Kopala Biro Peroncanaan, Jabatan Heterangan
Roktor Wakil Rektor Kouangan, Kopogawalan | Kepala Bagian Umum Fungsional/ Kelongkapan Waktu Output
dan Umum Pelaksana
Menerima Surat masuk dan menyampaikan ke Surat 10 Menit (Surat elekrtonik/Hard Copy -

Rektor (Sinde/Manual)

Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai

Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit

Surat yang telah di disposisi pada

2 dengan bidang kerjanya aplikasi sinde
Mendisposisikan kepada Kepala Biro Perencanaan, s s s e . Surat yang telah di disposisi pada .
3 Keuangan, Kepegawaian dan Umum Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit aplikasi sinde
4 |Mendisposisikan kepada Kepala Bagian Umum Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde | S Menit E;I’il“;ii“;‘ii;hh di disposisi pada |
Mendi isikan kepada Jab . f e . Surat yang telah di disposisi pada R
5 Fungsional/Pelaksana Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde S Menit aplikasi sinde
Menerima dan menyampaikan/mendistribusikan
6 |sesuai disposisi dan garsipkan untuk Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 10 Menit |Surat Keluar -
dokumentasi




ADMINISTRASI SURAT MASUK

Pelaksana

dokumentasi

aplikasi sinde

Jabatan Menerima Surat masuk dan menyampaikan ke . .
tonik/H
! Fungsional /Pelaksana Rektor (Sinde/Manual) Surat 10 Menit Suratelelrtonil/Hard Copy
Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai dengan |Surat yang sudah di disposisi di : Surat yang telah di disposisi pada
2 |Rektor : ; . - 5 Menit ; 5
bidang kerjanya aplikasi sinde aplikasi sinde
3 |Wakil Rektor Mendisposisikan kepalxda Kepala Biro Perencanaan, Sur_'at yang sudah di disposisi di 5 Menit Sur.at yang telah di disposisi pada
Keuangan, Kepegawaian dan Umum aplikasi sinde aplikasi sinde
Kepala Biro Perencanaan, . C . ..
4 |Keuangan, Kepegawaian dan [Mendisposisikan kepada Kepala Bagian Umum Suz:at yang sudah di.disposisi.di 5 Menit Sur_at yang telah.didispostsl pada
aplikasi sinde aplikasi sinde
Umum
; Mendisposisikan kepada Jabatan Surat yang sudah di disposisi di 4 Surat yang telah di disposisi pada
© (et Bepyiy St Fungsional/Pelaksana aplikasi sinde S aplikasi sinde
. Menerima dan menyampaikan/mendistribusikan s e
6 Jabaten Fugsionsl/ sesuai disposisi dan mengarsipkan untuk Saratysng sasl: & disposiel di 10 Menit Surat Keluar




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

9

= ¥,
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UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS OO2/UN50/POS/ﬁ/QO24
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

NIP. 198104102012121001

ADMINISTRASI SURAT KELUAR

NAMA POS

ADMINISTRASI SURAT KELUAR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M /2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

Memahami tata cara administrasi Pengajuan dan laporan penggunaan

dana operasional

2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

3 Memahami Pedoman Tata Naskah Dinas Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

POS Administrasi Surat Masuk

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

5 ATK.
6 Alat-alat Penunjang
7 Aplikasi SINDE

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Seluruh data yang berhubungan dengan pengelolaan proses surat masuk

fakultas




ADMINIBTRASI SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Eepala Biro Porencanann, Jebatan Kotorangan
Rolstor Wakil Roktor Kouangan, Kepegawaian | Kopala Bagian Umum | Fangsional/Pelaks Kelongkapan Waktu Output
dan Umum ana
| [Menerima Surat keluar dan menyampaikan ke Surat 10 Menit |Surat elekrtonik/Hard Copy -

Rektor (Sinde/Manual)

Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai

Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde

5 Menit

Surat yang telah di disposisi pada

2 dengan bidang kerjanya aplikasi sinde
3 |Mendisposisikan kepada Kepala BPKKU Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit Sul:at yang telah di disposisi pada
aplikasi sinde
I
4 |Mendisposisikan kepada Kabag. Umum Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit Surat yang telah di disposisi padn -
aplikasi sinde
Mendisposisikan kepada Jab ] - . . . Surat yang telah di disposisi pada i
5 Fungsional/Felaksana Surat yang sudah di disposisi di aplikasi sinde 5 Menit aplikasi sinde
[
| I
Menerima dan menyampaikan/ distribusik
6 |sesuai disposisi dan kan untuk Surat yang sudah didisposisi di aplikasi sinde 10 Menit |Surat Keluar -

dokumentasi persuratan




dokumentasi persuratan

PROSEDUR: ADMINISTRASI SURAT KELUAR
Jabatan Menerima Surat keluar dan menyampaikan ke Rektor . .
1 Pungsional/Pelaksana (Sinde /Manual) Surat 10 Menit Surat elekrtonik/Hard Copy
Mendisposisikan kepada Wakil Rektor sesuai dengan |Surat yang sudah di disposisi di ; Surat yang telah di disposisi pada
2 |Rektor : ; g o 5 Menit g
bidang kerjanya aplikasi sinde aplikasi sinde
3 |Wakil Rektor Mendisposisikan kepada Kepala BPKKU Surdt yeae sudah 4 disposia ai 5 Menit PRI ddiggosishgada
aplikasi sinde aplikasi sinde
Kepala Biro Perencanaan, - c . A .
4 |Keuangan, Kepegawaian dan [Mendisposisikan kepada Kabag. Umum Sur.'at yang midah di-tispGeini-di 5 Menit Suljat y.an.g telah dl disposisl sada
aplikasi sinde aplikasi sinde
Umum
: Mendisposisikan kepada Jabatan Surat yang sudah di disposisi di . Surat yang telah di disposisi pada
5 |Kepala Bagian Umum Fungsional /Pelaksana aplikasi sinde 2. Memit aplikasi sinde
6 [Jabaten Soone iaposist dan mengarsiplean wmkc | |Suratyang sudah didisposisi i 10 Menit  |Surat Keluar
Fungsional/Pelaksana P g g p aplikasi sinde




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

NOMOR POS 003/UN50/POS/F.7/2024
, TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024
2 TANGGAL REVISI
a8 S TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
Dl o/
5 aanc® TISAHEAN OLEH Rektor Universitas Bangka Belitung,

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NIP. 198104102012121001

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

PEMINJAMAN KENDARAAN

e DINAS/OPERASIONAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M/2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

1 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

2 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

3 Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam peminjaman/
4 penggunaan kendaraan dinas operasional pada Universitas Bangka
Belitung

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pelaksanaan/Mekanisme Peminjaman Kendaraan Operasional di Lingkungan Universitas Bangka
Belitung

1 Stempel;

2 Meja/ Kursi;

3 Printer;

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengadministrasi Peminjaman Kendaraan Operasional Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak Bisa
ditindaklanjuti Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja
secara elektronik/manual




PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Mutu Baku
No. Aktivitas Ketcrangan
Pihak Pominjam Ka. Biro BPKKU Kabag. Umum Jabatan Pungalonal/ Helengkapan Waltu Output
1 Mengajukan surat permoh peminj ' ( f Surat Permoh Peminjaman 5 Menit  [Surat Permohonan Peminjaman

kendaraan dinas operasional;

Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada

Surat Permohonan Peminjaman dan Lembar

Surat Permohonan Peminjaman dan

penggunaan

2 Kabag. Umum Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi
Memeriksa permohonan untuk diproses Surat Permoh Peminj dan Lembar Lembar Disposisi
3 : ] : i 5 Menit  |Tindaklanjut/Persetujuan
selanjutnya; Disposisi .y
Peminjaman
v . T X .
4 Mencatat jadwal pemakaian dan menyiapkan - ;::;afrmz;p‘z:'g; dc:klanj\ilt*/mP::vzet\uuan 10 Menit Pencatatan Jadwal Peminjaman dan
kebutuan kendaraan sesuai disposisi; P Y tatan kendaraan dapat digunakan
eminjaman
5 [Menggunakan kendaraan; Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit |Kendaraan yang dapat digunakan
¢ |Mengembalikan kunci kendaraan setelah selesai J‘ ) Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit |Kunci Kendaraan




PROSEDUR:

ST

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
R == i i : g

Mengajukan surat permohonan peminjaman kendaraan dinas

1 |Pihak Peminjam . Surat Permohonan Peminjaman 5 Menit Surat Permohonan Peminjaman
operasional;
5 |Ka. Biro BPKKU Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada Kabag. Sl‘zral F"e‘rmohonan Peminjaman dan Lembar 5 Menit Surat Pen:nuhops_m Peminjaman dan
Umum Disposisi Lembar Disposisi
3 |Kabag. Umum Memeriksa permohonan untuk diproses selanjutnya; Sl."m F.'e.rmohonan Pemumyampi o Lembac 5 Menit Lf:mba.r DI.SPO R . s
Disposisi Tindaklanjut/Persetujuan Peminjaman
Jabatan Fungsional/Pelaksana |Mencatat jadwal pemakaian dan menyiapkan kebutuan bem!)a'.r Disposisi Tindaklanjut/Persetujuan . Pencatatan Jadwal Peminjaman dan
4 : T o Peminjaman dan Pencatatan Jadwal 10 Menit ;
pada Bagian Umum kendaraan scsuai disposisi; i kendaraan dapat digunakan
Peminjaman
5 |Pihak Peminjam Menggunakan kendaraan; Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit Kendaraan yang dapat digunakan -
Kendaraan yang dapat digunakan 10 Menit Kunci Kendaraan -

6 |Pihak Peminjam

Mengembalikan kunci kendaraan setelah selesai penggunaan




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

| NOMOR POS 004/UN50/POS/F.7/2024
" TANGGAL PEMBUATAN __ |2 Januari 2024
ET I8 TANGGAL REVISI
= H R
el L .f: TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024
3 DISAHKAN OLEH

s qu&
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ib =¥ o1
NIP. 198104102012121001

PEMINJAMAN RUANG RAPAT

NAMA POS PEMINJAMAN RUANG RAPAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M /2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

1 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

2 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

3 Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam peminjaman/
penggunaan ruang rapat pada Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel;

SOP Pelaksanaan/Mekanisme Peminjaman Ruang Rapat di Lingkungan Universitas Bangka Belitung g yg—rﬁé rl-(ursu
4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengadministrasi Peminjaman Ruang Rapat Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak Bisa ditindaklanjuti
Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja
secara elektronik/manual




PEMINJAMAN RUANG RAPAT

ketentuan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Jabatan Fungsional/ Koterangan
Pihalk Peminjam Ka. Biro BPKKU Kabag. Umum Pclaksana pada Bagian Kolengkapan Waktu Output
Umum
1 xz‘;ﬁ;’ka surat permohonan peminjaman ( _/7‘ Surat Permohonan Peminjaman 5 Menit [Surat Permohonan Peminjaman
2 Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada Surat Permohonan P dan Lemb S Menit Surat Permohonan Peminjaman dan
Kabag, Umum Disposisi Lembar Disposisi
3 |Memeriksa permohonan untuk diproses Tamx / Surat Permohonan Peminjaman dan Lembar 5 Menit |DiSPosisi Tindaklanjut/Persetujuan
selanjutnya; Disposisi Peminjaman
4 M jadwal p kaian dan menyiapkan hid Disposisi Tindaklanjut/Persetujuan 5 Menit Per 1 Jadwal Pemakaian dan
ruangan yang akan dipakai i disposisi; Peminjaman dan Pencatatan Jadwal Pemakaian Form Peminjaman Ruangan
5 |Mengisi Form Peminjaman Ruangan; Form Peminjaman Ruangan 5 Menit  |Form Peminjaman Ruangan
Dapat menggunakan ruangan sesuai dengan : : . :
6 Ruangan tersedia untuk digunekan S Menit  |Ruangan tersedia untuk digunakan




PROSEDUR:

PEMINJAMAN RUANG RAPAT

1 |Pihak Peminjam Mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan Surat Permohonan Peminjaman 5 Menit Surat Permohonan Peminjaman
2 |Ka. Biro BPKKU Mendisposisikan untuk diproses lebih lanjut kepada Kabag. Sl:lrat F"e_rmohonan Peminjaman dan Lembar 5 Menit Surat Perr.nohopa.m Peminjaman dan
Umum Disposisi Lembar Disposisi
3 |Kabag. Umum Memeriksa permohonan untuk diproses selanjutnya; Sl.lrat l?e'rmohonan Peminjeman den Lewbar 5 Menit DISP‘OS.ISI Tindaidaniut/Perserujuan
Disposisi Peminjaman
Jabatan Fungsional/Pelaksana |Mencatat jadwal pemakaian dan menyiapkan ruangan yang DlSp.OFfISI fingdbiayut) Fervetijuan y Pencatatan Jadwal Pemakaian dan
4 . R . s . Peminjaman dan Pencatatan Jadwal 5 Menit i
pada Bagian Umum akan dipakai sesuai disposisi; . Form Peminjaman Ruangan
Pemakaian
5 [|Pihak Peminjam Mengisi Form Peminjaman Ruangan; Form Peminjaman Ruangan 5 Menit Form Peminjaman Ruangan
Dapat menggunakan ruangan sesuai dengan ketentuan Ruangan tersedia untuk digunakan 5 Menit Ruangan tersedia untuk digunakan

6 |Pihak Peminjam




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS 005/UNSO/POS/F.7/2024
TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP. 198104102012121001

PENGARSIPAN DOKUMEN

NAMA POS

PENGARSIPAN DOKUMEN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M/2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

1 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

2 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

3 Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam pengarsipan
dokumen pada Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 Dokumen
SOP Pengarsipan Dokumen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung 3 yr?:ié rI.(ursu

4 Komputer/Laptop;

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengadministrasi Pengarsipan Dokumen Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak Bisa di Tindaklanjuti
Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja

secara elektronik/manual




PENGARSIPAN DOKUMEN

No.

Aktivitag

Mutu Baku

Ka. Biro BPKKU

Kabag. Umum

Jabatan Fungsional/

Kelenghkapan

Waktu

Output

Koterangan

Mendisposisikan kepada Kabag. Umum untuk
mengarsipkan dokumen;

C

Dokumen yang diperintah untuk diarsipkan

10 Menit

Lembar Disposisi dan Dokumen yang|_

diperintah untuk diarsipkan

Menerima disposisi dan menelash dokumen yang
mau diarsipkan dan memerintahkan kepada
jabatan fungsional/pelaksana bagian umum untuk
proses pengarsipan dokumen;

Lembar Disposisi dan Dokumen yang
diperintah untuk diarsipkan

1S Menit

Lembar Disposisi dan Dokumen yang| _

diperintah untuk diarsipkan

Menerima disposisi untuk mengarsiapkan dan
meneliti dokumen sesuai dengan klasifikasi
arsipnya yaitu termasuk arsip dinamis, arsip
dinamis inaktif, atau arsip statis

Lembar Disposisi, Dokumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Lembar Disposisi, Dokumen yang
diperintah untuk diarsipkan,
Klasifikasi Arsip

Dalam hal dokumen diputuskan tidak dilakukan
alih media maka dokumen akan dipilah termasuk
bersifat penting atau biasa (Apabila bersifat biasa
maka dokumen langsung dicatat dan diarsipkan,
namun apabila dokumen bersifat penting maka
dokumen digandakan dan selanjutnya dicatat
kedalam buku daftar arsip; Pelayanan kebutuhan
dokumen).

Lembar Disposisi, Dckumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Arsip Dokumen

Setelah menentukan sifat dokumen arsip,
selanjutnya menentukan dokumen tersebut akan
diarsipkan oada media penyimpanan manual atau
elektronik melalui scaner, CD, DVD maupun
penyimpanan media lainnya yang dapat menjamin
keamananan arsip;

Arsip Dokumen

Disesuaikan

Arsip Dokumen




PROSEDUR:

PENGARSIPAN DOKUMEN

e

Mendisposisikan kepada Kabag. Umum untuk mengarsipkan

Lembar Disposisi dan Dokumen yang

2 |Kabag. Umum

fungsional/pelaksana bagian umum untuk proses
pengarsipan dokumen;

diperintah untuk diarsipkan

1 [Ka. Biro BPKKU ekttt Dokumen yang diperintah untuk diarsipkan 10 Menit diperintah untuk diarsipkan
Menerima disposisi dan menelaah dokumen yang mau
diarsipkan dan memerintahkan kepada jabatan Lembar Disposisi dan Dokumen yvang 15 Menit Lembar Disposisi dan Dokumen yang

diperintah untuk diarsipkan

Jabatan Fungsional/Pelaksana

Menerima disposisi untuk mengarsiapkan dan meneliti
dokumen sesuai dengan klasifikasi arsipnya yaitu termasuk
arsip dinamis, arsip dinamis inaktif, atau arsip statis

Lembar Disposisi, Dokumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Lembar Disposisi, Dokumen yang
diperintah untuk diarsipkan,
Klasifikasi Arsip

Dalam hal dokumen diputuskan tidak dilakukan alih media
maka dokumen akan dipilah termasuk bersifat penting atau
biasa (Apabila bersifat biasa maka dokumen langsung dicatat
dan diarsipkan, namun apabila dokumen bersifat penting
maka dokumen digandakan dan selanjutnya dicatat kedalam
buku daftar arsip; Pelayanan kebutuhan dokumen).

Lembar Disposisi, Dokumen yang diperintah
untuk diarsipkan, Klasifikasi Arsip

Disesuaikan

Arsip Dokumen

3 pada Bagian Umum

4 Jabatan Fungsional/Pelaksana
pada Bagian Umum

5 Jabatan Fungsional/Pelaksana

pada Bagian Umum

Setelah menentukan sifat dokumen arsip, selanjutnya
menentukan dokumen tersebut akan diarsipkan oada media
penyimpanan manual atau elektronik melalui scaner, CD,
DVD maupun penyimpanan media lainnya yang dapat
menjamin keamananan arsip;

Arsip Dokumen

Disesuaikan

Arsip Dokumen




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

X3
e
-
7S ganc
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BAGIAN UMUM

NOMOR POS

006/UN50/POS/F.7/2024

TANGGAL PEMBUATAN

2 Januari 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

8 Maret 2024

DISAHKAN OLEH

Rektor Universitas Bangka Belitung,

Prof. Dr. 1m, M.Si
NIP. 198104102012121001

PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NAMA POS

PERAWATAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |1
4301);

2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai seluk beluk kendaraan

2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Umum dan Keuangan

3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60); 3 Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 71 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standart Prosedur Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4 Mengetahui alur pemrosesan surat keluar

5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 751);

6 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 190/M/2023
tentang Standart Pelayanan Minimum Universitas Bangka Belitung

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 Stempel; 5 ATK.
SOP Pelaksanaan/Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Universitas Bangka |2 Meja/ Kursi; 6 Bengkel
Belitung 3 Printer; 7 Form SPK
4 Komputer/Laptop;
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Seluruh data yang berhubungan dengan pengelolaan proses surat masuk
fakultas

Pengadministrasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Tidak Tertib Mengakibatkan Informasi Tidak
Bisa di Tindaklanjuti Tepat Waktu serta Pengarsipan tidak terkendali dan tidak terpelihara




PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Koterangan
Kabag, Umam Pemeriksa Pongguna/Driver Kolenghkapan Waktu Qutput
1 Melaporkan kerusakan atau pemeliharaan rutin ( ) Catatan terakhir service dari bengkel dan 5Menit |dan lt:?)o t:;:khu- service dari bengkel )
kendaraan dinas/operasional Laporan Kerusakan/Pemeliharaan Kerusakan/Pemeliharaan
2 ;‘e a p:r: ;tka; kz:’: dan ‘;‘in;s'/:pae‘:;:;z]m;t:h Catatan terakhir service dari bengkel dan 5 Menit Surat Perintah Kerja Perbaikan )
bagian umum rumat m" v WL Laporan Kerusakan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Surat Perintah Kerja Perbaikan
Membawa kendaraan dinas/operasional ke bengkel Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan N Kendaraan Dinas/Operasional dan
3 dengan membawa SPK (surat perintah kerja) Dinas/Operasional 5 Menit  |Kendaraan yang akan )
diperbaiki/dilakukan pemeliharaan
rutin
s 1 . . . Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan
4 mmxrg:,ﬁ::;t e:nntglhn ;::/f;)per::m:fé::: ual Dinas/Operasional dan Kendaraan yang akan 120 Menit |Kendaraan selesai diperbaiki -
8 P e yang diperbaiki/dilakukan pemeliharaan rutin
Menyampaikan tagihan perbaikan kendaraan - s . 8 : . . .
5 dinas/o ional ke Bagien Umum BPKKU Kendaraan selesai diperbaiki Disesuaikan |Kwitansi/Inveice/Nota Penagihan
Menerima dokumen SPJ/tagihan untuk di . . : . .. |Dckumen SPJ/tagihan untuk di ;
6 Kwitansi/Invoice/Nota Penagihan 15 Menit tindaklanjuti pertanggunglawabannya

tindeklanjuti pertanggungjawabannya




PERAWATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

e

Catatan terakhir service dari bengkel dan

Catatan terakhir service dari bengkel

dinas/operasional ke Bagian Umum BPKKU

q Melaporkan kerusakan atau pemeliharaan rutin kendaraan :
1 |D A . ; A
Hiver/ Pengewna dinas/operasional Laporan Kerusakan/Pemeliharaan 5 Menit dan Laporan Kerusakan/Pemeliharaan
5 Mcngt?cek krncaraan dz.m Membuat. surat permlta.h keja Catatan terakhir service dari bengkel dan . Surat Perintah Kerja Perbaikan
2 |Pemeriksa perbaikan kendaraan dinas/operasional ke bagian umum : 5 Menit 3 :
Laporan Kerusakan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
rumah tangga
Surat Perintah Kerja Perbaikan
. X . . . Kendaraan Dinas/Operasional dan
: Membawa kendaraan dinas/operasional ke bengkel dengan Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan "
3 |Driver/Pengguna membawa SPK (surat perintah kerj Dinas/Operasional B bem Headpeman yaug aian
& (surat penintah kerja) a8/ ap diperbaiki/dilakukan pemeliharaan
rutin
Surat Perintah Kerja Perbaikan Kendaraan
Memperbaiki kendaraan dinas/operasional sesuai dengan SPK|Dinas/Operasional dan Kendaraan yang ; = e
4 |B i T F 120 3 B
ragiel (surat perintah kerja) yang dibuat akan diperbaiki/dilakukan pemeliharaan Mt kendaraan seleal diperbail
rutin
5 |Bengkel Mty RIS AR, per R SENCRRRT Kendaraan selesai diperbaiki Discsuaikan Kwitansi/Invoice/Nota Penagihan

6 |Kabag. Umum

Menerima dokumen SPJ/tagihan untuk di tindaklanjuti
pertanggungjawabannya

Kwitansi/Invoice/Nota Penagihan

15 Menit

Dokumen SPJ/tagihan untuk di
tindaklanjuti pertanggungjawabannya
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